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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES 

NOMOR  3  TAHUN 2009 

 

TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

  KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BREBES,  

 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan 

daerah, Kabupaten Brebes memerlukan  perencanaan 

pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas 

pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilaksanakan 

secara bertahap; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu disusun Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2025; 

 

 

 

BREBES
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b perlu membentuk Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

dengan Peraturan Daerah; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
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8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4574); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 

18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11); 

19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 

tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah tahun 

2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 

Nomor 109); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah 

dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi 

Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 

Seri E Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 

Jawa Tengah  Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2001 tentang 

Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Brebes; 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Rencana Strategis Kabupaten Brebes Tahun 2003-2007; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Brebes Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes 

Tahun 2008 Nomor 7). 

  

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BREBES 

dan  

BUPATI BREBES 

ME MUT USK AN :   

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA 

PEMBANGUNAN JANGKA  PANJANG  DAERAH   

KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah  sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Brebes. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya 

disebut RPJP Nasional adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah perencanaan 
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pembangunan daerah  Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan daerah 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 

2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya 

disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 

periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati 

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 

serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. 

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

(1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP 

Daerah. 

(2) Rincian program RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 3 

RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan 

dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah 20 (dua 

puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 dalam bentuk visi, misi, 

dan arah pembangunan. 

Pasal 4 

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah. 
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Pasal 5 

(1) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJM Daerah yang memuat visi, misi dan program Bupati. 

(2) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 

dijabarkan dalam RKPD. 

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk 

menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes. 

 

BAB III 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

(1) Pemerintah daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelasanaan RPJP Daerah. 

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan mengenai Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 

masih tetap berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. 
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes. 

 

 

 

Ditetapkan di Brebes 

pada tanggal 25 Juni 2009          

 

 BUPATI BREBES, 

 

INDRA KUSUMA 
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PENJELASAN  

ATAS 

RANCANGAN PERATURAN DAERAH  KABUPATEN BREBES 

NOMOR          TAHUN 2009 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 

 KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

 

I. UMUM 

Pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten 

Brebes dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah akan menopang 

tujuan pembagunan daerah Provinsi Jawa Tengah serta memberikan andil bagi 

tercapainya tujuan pembangunan nasional, merupakan manifestasi dari terwujudnya 

satu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. Upaya tersebut diawali dari 

sebuah proses perencanaan yang meliputi perencanaan jangka panjang, perencanaan 

jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. 

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan secara berhasil guna dan berdaya 

guna, diperlukan pedoman yang akan memberikan arah sekaligus acuan sehingga 

akan terjadi sinkronisasi serta konsistensi tujuan yang telah menjadi kesepakatan 

bersama seluruh komponen masyarakat dalam jangka panjang berupa Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang berlaku selama 20 (dua puluh) 

tahun. Dalam dokumen tersebut akan memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan  

cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah. 

Penetapan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 sebagai 

pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan penjabaran 

dari tujuan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Brebes dalam bentuk visi, misi, dan 

arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun 

waktu mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Pelaksanaan RPJP Daerah 2005-

2025 terbagi ke dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periode 

perencanaan pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan. 

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yang 

disusun pada tahun 2008 sebagai akibat menunggu ditetapkannnya RPJP Daerah 

Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Mei 2008 yang akan 

menjadi acuan bagi penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes sehingga akan 

tercipta sinergisitas antara tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dengan 

tujuan pembangunan daerah Kabupaten Brebes.  
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RPJP Daerah Kabupaten Brebes merupakan acuan dalam menyusun dan 

menjabarkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah 

yang memilki kurun waktu 5 tahunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam program 1 

(satu) tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian 

maka pembangunan daerah di Kabupaten Brebes hingga tahun 2025 menjadi lebih 

terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi 

satu dengan lainnya dalam satu pola sikap, pola pikir, dan pola tindak dari seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan daerah. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1  

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

 Pasal 8 

 Cukup jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR           
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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. LATAR BELAKANG 

1. Pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa 

dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka setiap Pemerintah Daerah juga 

memiliki tugas yang sama untuk mencapai tujuan bernegara melalui pelaksanaan 

pembangunan di daerah.   

2. Kabupaten Brebes terletak di bagian Utara paling Barat dari Provinsi Jawa Tengah dan 

terletak di antara: 1080 41’37,7”-1090 11’28,92” Bujur Timur dan 60 44’56,5”-70 20’51,48” 

Lintang Selatan. Kabupaten Brebes memiliki wilayah yang berbatasan dengan Laut Jawa 

di sebelah Utara; dengan Kabupaten Tegal dan Kota Tegal di sebelah Timur; dengan 

Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan; dan dengan Kota 

Cirebon Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat. 

3. Kabupaten Brebes merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah. Luas Wilayah Kabupaten Brebes adalah 1.661,17 km2, memiliki 17 Kecamatan 

dengan topografi 5 Kecamatan merupakan daerah pantai, 9 Kecamatan dataran rendah 

dan 3 Kecamatan dataran tinggi.  

4. Ibu Kota Kabupaten Brebes memiliki ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 3 m. 

Wilayah Kabupaten Brebes memiliki jarak terjauh dari Utara sampai dengan ke Selatan 

sejauh 58 km, dan dari Barat sampai dengan Timur sejauh 50 km. Luas daerah 

Kabupaten Brebes adalah 166.117 Ha yang terdiri sebagai berikut: Lahan Sawah 63.343 

Ha, Pekarangan/Bangunan 18.557 Ha; Tegalan/Kebun 17.498 Ha; Tambak/Kolam/Rawa-

rawa 7.648 Ha; Hutan Rakyat/Tanaman Kayu-kayuan 3.883 Ha; Hutan Negara 48.620 Ha; 

Perkebunan Negara/Swasta 1.184 Ha, dan Lain-lain 5.384 Ha.  Sesuai dengan letak 

geografis, iklim di Kabupaten Brebes merupakan iklim daerah tropis. Dalam satu tahun 

hanya ada 2 (dua) musim yaitu musim kemarau antara bulan April-September dan musim 

penghujan antara bulan Oktober-Maret.  
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5. Sejarah Brebes telah muncul dalam berbagai versi, baik yang berupa mitos maupun 

historis. Berdasarkan pada data dari berbagai sumber, diketahui bahwa pada tahun 1640-

1641, nama Brebes itu sudah mulai tercantum di dalam penulisan/laporan/daftar harian 

yang dibuat oleh VOC. Kemudian, semakin lama semakin banyak uraiannya, meskipun 

hanya sebagai tujuan atau persinggahan pengiriman barang-barang penting dan bahan 

pokok, misalnya alat-alat untuk kompeni (VOC), bahan pakaian, bahan makanan dan 

sebagainya.  

6. Kabupaten Brebes berdiri pada Hari Senin Kliwon tanggal 18 Januari 1678 dan sekarang 

usianya telah mencapai 330 tahun. Sejak ditetapkannya sebagai Kabupaten Brebes oleh 

Pemerintah Hindia Belanda tahun 1678, hingga sekarang Kabupaten Brebes telah 

dipimpin oleh 26 orang Bupati, dengan Bupati Pertama bernama Tumenggung Arya 

Suralaya yang memerintah tahun 1678-1683.  

7. Semenjak terbentuknya Kabupaten Brebes hingga saat ini, setiap upaya dan langkah 

dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilakukan 

secara sinergis antara Pemerintah Kabupaten Brebes dengan segenap pemangku 

kepentingan (stakeholders) untuk meningkatkan dan memeratakan keadilan, 

kemakmuran, dan kesejahteraan bagi masyarakat dan daerah.  

8. Selama ini telah disusun rencana pembangunan daerah untuk memberikan arah 

pembangunan daerah, dan diaplikasikan hingga memberikan hasil yang signifikan bagi 

perkembangan dan kemajuan daerah. Eksistensi rencana pembangunan daerah sangat 

diperlukan untuk mengantisipasi berbagai pengaruh dan perubahan yang terjadi pada 

konteks lokal, nasional, dan internasional.  

9. Penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode jangka menengah (lima tahun) 

yang berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah juga sangat 

membutuhkan adanya acuan atau pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang 

daerah dalam rangka menciptakan kestabilan dan kesinambungan pelaksanaan 

pembangunan. 
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10. Mengingat akan peran penting dan strategis dari rencana pembangunan dalam dimensi 

jangka panjang, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka Pemerintah 

Kabupaten Brebes menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Brebes untuk kurun waktu 20 tahun (2005-2025). 

1.2. PENGERTIAN 

1. RPJP Daerah bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, dalam rangka 

untuk memberikan keleluasaan yang cukup bagi kebutuhan penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(RKPD).  

2. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes yang 

substansinya menjabarkan kondisi pada saat ini, tantangan, modal dasar, isu strategis, 

visi, misi, sasaran, arah pembangunan, tahapan, dan skala prioritas pembangunan daerah 

yang akan dipedomani secara terencana dan bertahap pada periode pembangunan 20 

tahun kedepan. 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN  

1. RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes periode 20 

(dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan 

dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi segenap 

pemangku kepentingan pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) 

Kabupaten Brebes dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang 

telah disepakati bersama.  

2. RPJP Daerah ditetapkan dengan tujuan untuk dipedomani dalam penyusunan RPJMD 

selama periode 20 tahun, sehingga pembangunan daerah Kabupaten Brebes menjadi 

lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling 

melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak dari seluruh 

pemangku kepentingan pembangunan daerah. 
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1.4. LANDASAN PENYUSUNAN 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 37); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor  4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4484); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 

Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis 

(RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2003 Nomor 109); 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2001 tentang Evaluasi dan Revisi 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 – 2102 

(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 7). 

1.5. HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 

1. Perencanaan pembangunan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari hierarki perencanaan 

pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi Jawa Tengah, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemerintah daerah, diamanatkan untuk 

menyusun RPJP Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk 

periode 20 tahun. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan tersebut, 

maka penyusunan RPJP Daerah mengacu pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-

2025, dan RPJP Nasional Tahun 2005-2025. 

2. RPJP Daerah, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes pada setiap jangka 

waktu 5 (lima) tahunan dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 
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3. RPJP Daerah merupakan perencanaan yang bersifat makro, filosofis, dan visioner yang 

memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah yang dalam proses 

penyusunannya dilakukan secara partisipatif dan melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan daerah. 

4. RPJM Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008-2012 merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan lima tahunan yang harus disusun berdasarkan RPJP Daerah. Namun 

demikian karena Pilkada langsung mendahului penyusunan RPJP Daerah, maka RPJM 

Daerah disusun dengan mengesampingkan RPJP Daerah dengan tetap mengakomodasi 

apa yang menjadi tujuan dan cita-cita dalam RPJP Daerah. 

1.6. TATA URUT 

RPJP Daerah disusun dengan tata urut sebagai berikut:  

Bab I  : Pendahuluan;  

Bab II  : Gambaran Umum Kondisi Daerah;  

Bab III  : Analisis Isu Strategis Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025,  

Bab IV  : Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;  

Bab V  : Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;  

Bab VI  : Kaidah Pelaksanaan; dan  

Bab VII  : Penutup. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 

 

2.1. KONDISI PADA SAAT INI 

Kabupaten Brebes telah melakukan pembangunan diberbagai bidang antara lain bidang 

sosial budaya, kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, 

keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, 

penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan 

hidup. Namun, pada tahun-tahun mendatang tantangan dan peluang yang ada harus disikapi 

dengan lebih bijaksana sehingga semuanya dapat diantisipasi dan dikelola dengan lebih baik. 

Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka perencanaan pembangunan daerah jangka 

panjang 20 tahun ini akan memberikan arahan untuk mengantisipasi perubahan tantangan dan 

peluang tersebut dimasa yang akan datang. 

2.1.1. KEHIDUPAN BERAGAMA, POLITIK, HUKUM, DAN KAMTIBMAS 

1. Agama 

Agama merupakan landasan yang fundamental bagi sikap dan mental masyarakat, 

tanpa landasan kehidupan beragama yang baik maka pembangunan kehidupan sosial di 

masyarakat tidak akan berkembang dengan baik. Sebaliknya jika pesan-pesan moral agama 

dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari serta pemahaman akan nilai-nilai agama dapat 

diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari tersebut maka akan mampu menghindarkan 

masyarakat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi, penyalahgunaan wewenang, penggunaan 

obat-obat terlarang, pornografi dan pornoaksi, serta masalah-masalah kriminalitas yang pada 

akhirnya akan mengganggu jalannya proses dan kondusifitas pelaksanaan pembangunan. 

Kehidupan beragama merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah agar terwujud masyarakat yang sejahtera jasmani maupun rohani. 

Penduduk Kabupaten Brebes mayoritas memeluk agama Islam, dan komposisi pemeluk agama 

relatif tidak berubah dalam waktu 10 tahun (1995 – 2006). Berdasarkan data BPS, jumlah 

penduduk yang beragama Islam pada tahun 1995 sebanyak 1.557.459 orang (99,75 persen), 

beragama Kristen Protestan 1.560 orang (0,10 persen), beragama Katholik 1.757 orang (0,11 

persen), beragama Hindu 375 orang (0,02 persen) dan beragama Budha 183 orang (0,01 

persen). Pada tahun 2006 jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 1.732.485 orang 

(99,77 persen), beragama Kristen Protestan 1.712 orang (0,10 persen), beragama Katholik 

1.752 orang (0,10 persen), beragama Hindu 161 orang (0,01 persen) dan beragama Budha 291 

orang (0,02 persen), beragama Konghucu 109 orang (0,01 persen). 
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Kehidupan umat beragama yang semakin kondusif sejalan dengan semakin 

meningkatnya keimanan dan ketaqwaan serta kerukunan antar umat beragama diantaranya 

tercermin dari semakin meningkatnya jumlah sarana peribadatan, jumlah sarana pendidikan 

agama, jumlah pemberangkatan jamaah haji dan meningkatnya aktivitas forum komunikasi 

antar umat beragama. Dalam kurun waktu 10 tahun (1995 – 2004) jumlah sarana peribadatan 

terutama sarana peribadatan umat Islam cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 1995 

masjid berjumlah 888 buah, mushola 4.429 buah, gereja 15 buah, dan kelenteng 2 buah; 

kemudian pada tahun 2004 jumlah masjid sebanyak 1.064 buah, mushola 5.054 buah, gereja 17 

buah, dan kelenteng 2 buah. Jumlah pondok pesantren pada tahun 1995 sebanyak 41 buah 

dengan jumlah kyai sebanyak 41 orang, jumlah ustadz sebanyak 285 orang, dan santri sebanyak 

8.431 orang. Kemudian pada tahun 2004, jumlah pondok pesantren menjadi sebanyak 95 buah 

dengan jumlah kyai sebanyak 487 orang, ustadz sebanyak 1.094 orang, dan santri sebanyak 

19.044 orang. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan pada tahun 1995 sebanyak 636 orang 

dan pada tahun 2004 sebanyak 725 orang.  

Meskipun fungsi agama merupakan salah satu kewenangan pemerintah pusat yang 

tidak diserahkan ke pemerintah daerah, namun Pemerintah Kabupaten Brebes tetap berupaya 

memfasilitasi dan melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup antar dan 

intern umat beragama baik melalui pemberian bantuan pembangunan sarana peribadatan, 

pembinaan masyarakat di bidang agama melalui berbagai forum silaturahmi/majelis, 

peningkatan kesejahteraan guru mengaji dan guru madin serta bantuan sarana pendidikan 

keagamaan. Forum komunikasi antar umat beragama merupakan salah satu forum silaturahmi 

yang demokratis bagi seluruh umat beragama di Kabupaten Brebes yang bertujuan mewujudkan 

kondusifitas kehidupan masyarakat melalui penciptaan kerukunan hidup antar dan intern umat 

beragama. Aktivitas forum ini meliputi pertemuan rutin antar kelompok umat beragama dan 

pembuatan bulletin.  

Dalam 20 tahun kedepan diperkirakan agama Islam akan tetap menjadi agama 

mayoritas yang dipeluk oleh penduduk Kabupaten Brebes. Kualitas kehidupan religius penduduk 

diharapkan semakin meningkat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas keimanan dan 

ketaqwaan bagi semua umat beragama baik Islam maupun non Islam. Kebutuhan sarana 

peribadatan dan pendidikan keagamaan (madrasah diniyah, TPA, pondok pesantren) diharapkan 

dapat selalu tercukupi sejalan dengan bertambahnya penduduk baik itu disediakan oleh 

masyarakat, yayasan keagamaan maupun fasilitasi pemerintah. Suasana kehidupan beragama 

diharapkan akan semakin kondusif dan akan mampu mendorong pelaksanaan pemerintahan 

yang baik dan bersih, mendorong masyarakat untuk beribadah dengan landasan amar ma’ruf 
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nahi mungkar dan mendukung pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera lahir dan batin sebagaimana dicita-citakan.  

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Proses demokratisasi yang berlangsung sejak reformasi tahun 1998 telah berhasil 

membangun rumusan baru format hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Format hubungan pusat-daerah yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya adalah untuk mendorong kemandirian daerah 

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, tentu saja masih dalam koridor 

kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.  

Dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Kabupaten Brebes telah 

melaksanakan berbagai program pembinaan hubungan pemerintah dengan masyarakat, 

pembauran bangsa untuk generasi muda dan organisasi pemuda, pembinaan wawasan 

kebangsaan, pembinaan solidaritas masyarakat serta pembinaan berbagai forum silaturahmi 

dalam rangka membangun ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan. Pendidikan politik bagi 

masyarakat dilaksanakan secara berkesinambungan agar segenap komponen masyarakat dapat 

menggunakan hak-hak politiknya secara elegan dan tidak anarkis.  

Penggalangan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dapat dilihat dari 

berkembangnya berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah bukan 

swasta (ornop) dalam rangka mendukung mekanisme check and balances. Keadaan hingga 

tahun 2004 jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kabupaten Brebes adalah sebagai 

berikut : berdasarkan profesi 27 organisasi, berdasarkan agama 16 organisasi, wanita 19 

organisasi, pemuda 17 organisasi, berdasarkan fungsi 8 organisasi, berdasarkan kegiatan 12 

organisasi, paguyuban 3 organisasi dan penghayat kepercayaan 4 organisasi serta LSM lokal 

sebanyak 32 organisasi. Keberhasilan yang telah dicapai dapat dilihat dari tingkat kondusifitas 

kehidupan masyarakat Kabupaten Brebes yang terjaga dengan baik dan juga kondisi stabilitas 

politik daerah yang terkendali dalam periode 1995 – 2004.  

Perkembangan politik di daerah tidak terlepas dari dinamika politik nasional. Perubahan 

struktur kekuasaan yang sangat besar pada tahun 1998 merupakan pintu masuk bagi proses 

demokratisasi sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam periode tahun 1995 – 2004, telah 

dilaksanakan 3 kali Pemilu yaitu tahun 1997, 1999 dan 2004 dimana situasi masing-masing 

Pemilu berbeda dalam hal suprastruktur maupun infrastruktur politiknya. Dalam perjalanan 

transisi demokrasi hingga terlaksananya Pemilu pada tahun 2004, kondisi situasi kehidupan 

masyarakat Kabupaten Brebes cukup kondusif dan stabil. Kondisi tersebut telah mampu 
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mengantar pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden tahun 

2004 dengan baik, lancar, tertib, jujur, adil, aman dan damai.  

Jumlah pemilih pada pemilu legislatif tahun 2004 sebanyak 1.174.098 orang dan jumlah 

pemilih pada pilpres putaran I sebanyak 1.195.100 orang serta pada putaran kedua sebanyak 

1.205.523 orang. Tingkat partisipasi pemilih legislatif sebesar 72,88 persen dimana partisipasi 

pemilih pria sebesar 46,54 persen dan pemilih wanita sebesar 53,46 persen. Berdasarkan data 

tersebut diketahui bahwa tingkat kesadaran pemilih wanita dalam berpartisipasi di bidang politik 

lebih tinggi daripada pemilih pria. Namun demikian tingkat keterwakilan pemilih wanita di DPRD 

sangat kecil karena dari 45 anggota DPRD hanya diwakili oleh 3 orang wanita atau hanya 8,89 

persen.  

Kondisi suprastruktur politik dapat dilihat dari komposisi anggota DPRD Kabupaten 

Brebes hasil Pemilu 2004 yaitu sebanyak 45 orang, terdiri dari 42 orang laki-laki dan 3 orang 

perempuan. Anggota DPRD ini terbagi ke dalam 5 fraksi yaitu PDIP (13 orang), PKB (11 orang), 

GOLKAR (10 orang), PPP (6 orang) dan PAN (5 orang). Fraksi Golkar merupakan gabungan dari 

dua partai yaitu Golkar dan PKS. Berdasarkan partai, anggota DPRD terdiri dari PDI-P 13 orang, 

PKB 11 orang, Golkar 7 orang, PPP 6 orang, PAN 5 orang dan PKS 3 orang. Kondisi infrastruktur 

politik di Kabupaten Brebes dapat dilihat dari jumlah partai politik peserta pemilu 2004 dimana 

dari 24 partai peserta pemilu, 6 partai berhasil mendapat kursi di DPRD. 

Dalam waktu 20 tahun kedepan diharapkan kondisi kesatuan bangsa dan stabilitas 

politik di Kabupaten Brebes tetap terjaga sehingga pelaksanaan demokrasi melalui pemilu, 

pilpres maupun pilkada berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, damai, jujur dan adil. 

Demikian juga kelembagaan politik di daerah akan semakin tertata dan mampu bekerja secara 

sinergis dengan pemerintah daerah bersama masyarakat luas untuk melakukan proses 

konsolidasi demokrasi di masa yang akan datang. Demokrasi yang maju akan tercapai ditandai 

dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembangunan politik di daerah dengan menggunakan hak politiknya sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku serta didukung oleh pers dan media lokal yang mampu menyuarakan aspirasi yang 

berkembang di masyarakat secara seimbang dan adil. 

3. Hukum dan Kamtibmas 

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

Kinerja pelayanan bidang hukum dapat diukur dari tingkat penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran hukum baik pidana, perdata dan lalu lintas serta fungsi pengaturan sesuai dengan 

kewenangan urusan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian kasus-kasus 
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pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Brebes meliputi pidana biasa, 

pidana singkat, tindak pidana ringan (TPR) dan lalu lintas; sedangkan untuk perkara perdata 

meliputi perdata gugatan dan perdata permohonan.  

Berdasarkan data yang tersedia (BPS), perkara pidana (umum dan singkat) 

menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 1995 perkara pidana yang masuk dan sisa adalah 

125 perkara dan diputus sebanyak 104 perkara (83,20 persen); pada tahun 2004 jumlah perkara 

pidana yang masuk dan sisa sebanyak 311 dan diputus sebanyak 273 (87,78 persen); Untuk 

pidana ringan/lalu lintas pada tahun 1995 jumlah perkara yang masuk dan diputus sebanyak 

12.736 perkara dan menurun pada tahun 2004 menjadi 6.710 perkara. Jumlah perkara perdata 

yang masuk dan sisa pada tahun 1995 sebanyak 65 perkara dan diputus sebanyak 55 perkara 

(84,62 persen); pada tahun 2004 jumlah perkara perdata yang masuk dan sisa sebanyak 34 

perkara dan diputus sebanyak 27 perkara (79,41 persen). Untuk penyelesaian kasus-kasus 

pelanggaran hukum di Kabupaten Brebes didukung oleh keberadaan kelembagaan hukum yang 

terdiri dari 1 buah pengadilan  agama, 1 buah pengadilan negeri, 1 buah lembaga 

pemasyarakatan, dan 1 buah kejaksaan negeri. 

Banyaknya kasus pelanggaran hukum oleh masyarakat disebabkan masih rendahnya 

pengetahuan dan tingkat kesadaran hukum yang menyebabkan kurangnya penghormatan 

terhadap hukum. Disisi lain hukum juga belum memberikan rasa keadilan dan perlindungan 

kepada sebagian masyarakat karena proses penegakan hukum sendiri seringkali belum berpihak 

kepada masyarakat yang kurang mampu. Hukum dalam proses peradilan ditegakkan hanya 

dengan memberlakukan aturan-aturan yang tertulis dan kurang menggunakan interpretasi 

hukum dan yurisprudensi secara optimal sehingga putusan-putusan yang ditetapkan dalam 

sistem peradilan sering belum memenuhi rasa keadilan. Peran pemerintah Kabupaten Brebes 

dalam hal ini adalah dengan memberikan advokasi hukum bagi masyarakat kurang mampu agar 

mendapatkan hak-haknya di bidang hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang disediakan 

oleh Pemerintah Kabupaten Brebes. Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan penegakan hukum 

harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan dengan memperbaiki berbagai aspek 

meliputi aspek kontrol dan pengawasan terhadap jalannya sistem peradilan; aspek 

profesionalisme aparat penegak hukum serta aspek partisipasi masyarakat dengan membangun 

masyarakat sadar hukum. Peran Pemerintah Kabupaten Brebes difokuskan kepada bagaimana 

membangun masyarakat sadar hukum dengan penekanan kepada pencegahan terjadinya 

pelanggaran hukum. 

Kewenangan di bidang peraturan perundang-undangan yang menjadi urusan 

Pemerintahan Kabupaten Brebes adalah menyusun peraturan daerah dan ketentuan-ketentuan 
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peraturan dibawahnya dalam rangka fasilitasi dan regulasi kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Dalam penetapan peraturan daerah terlebih dulu 

harus melalui proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian setelah proses 

pembahasan dan legislasi oleh DPRD Kabupaten, dilanjutkan dengan proses klarifikasi oleh 

Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2004, jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan sebanyak 6 

buah, Peraturan Bupati 11 buah, dan jumlah keputusan Bupati sebanyak 537 keputusan.  

Permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah 

belum tercukupinya regulasi secara memadai dan proporsional baik dalam jenis maupun 

substansi dalam mendukung pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Kabupaten Brebes. Pembentukan peraturan daerah juga masih mengalami hambatan dalam 

kelancaran dan proses koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga penetapan peraturan 

daerah memerlukan waktu yang relatif lama. Disamping itu produk-produk hukum daerah 

(peraturan daerah) yang lama memerlukan untuk dievaluasi agar tetap relevan dengan tuntutan 

perkembangan zaman. Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan masih sangat diperlukan review 

dan evaluasi terhadap Peraturan-Peraturan Daerah yang sudah ada maupun pembentukan 

peraturan daerah baru sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah.  

Keamanan dan Ketertiban 

Di bidang keamanan dan ketertiban, telah dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah 

Kabupaten Brebes bersama seluruh komponen masyarakat untuk peningkatan kewaspadaan dan 

pencegahan masalah yang dapat menimbulkan konflik, serta masalah-masalah yang berupa 

pelanggaran hukum dan ketertiban umum. Hal-hal yang telah dilakukan adalah penertiban PKL, 

pencegahan meluasnya penggunaan miras dan narkoba, pencegahan perselisihan antar 

kelompok/antar warga, dan pencegahan tindakan kriminal serta memberdayakan Linmas dalam 

membangun ketertiban dan keamanan masyarakat. Semuanya itu dalam rangka menciptakan 

rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian seiring dengan 

bertambahnya penduduk, potensi gangguan keamanan dan ketertiban tahun demi tahun tetap 

ada dan cenderung meningkat.  

Perkembangan kondisi keamanan dan ketertiban dapat dilihat dari rasio kriminalitas per 

10.000 penduduk dimana pada tahun 1998 rasionya adalah 1,00 dan pada tahun 2004 adalah 

1,21. Pertikaian antar warga yang sering terjadi adalah antar wilayah/desa. Pada tahun 2004 

kejadian pertikaian antar wilayah desa sebanyak 7 kasus dengan rasio kejadian pertikaian antar 

warga terhadap 100.000 penduduk adalah sebesar 0,41. Kejadian unjuk rasa sebanyak 14 kasus 
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terdiri dari 4 kasus unjuk rasa bidang politik, 10 kasus unjuk rasa bidang ekonomi. 

Meningkatnya rasio kriminalitas seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk serta 

perkembangan wilayah yang semakin urban. Sedangkan kejadian pertikaian warga 

berkecenderungan semakin menurun setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari kinerja aparat 

penegak hukum dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta keterlibatan 

masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban yang semakin baik.  

Dalam 20 tahun kedepan tingkat ketertiban dan keamanan harus semakin baik dengan 

mempertahankan tingkat kriminalitas yang rendah, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing serta memberdayakan Linmas. 

Tingkat kriminalitas diharapkan dengan rasio paling tinggi 1 terhadap 10.000 penduduk. 

Partisipasi masyarakat diharapkan semakin tinggi dalam menjaga keamanan di lingkungan 

tempat tinggalnya dengan membangun dan memberdayakan sistem keamanan keliling secara 

berkelanjutan tidak sekedar untuk menjaga keamanan saja tetapi dapat dikembangkan sebagai 

forum silaturahmi antar warga. Peran Linmas harus semakin ditingkatkan dengan peningkatan 

kualitas SDM Linmas  

2.1.2. SOSIAL BUDAYA 

1. Pendidikan 

Keberhasilan pembangunan daerah dapat diukur dari capaian Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) dimana salah satu komponennya adalah pendidikan yang diukur dari angka 

melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas. Berdasarkan data BPS 

yang tersedia, angka melek huruf di Kabupaten Brebes pada tahun 1996 sebesar 72,8 persen 

dan rata-rata lama sekolah adalah 4,3 tahun. Dalam perkembangannya hingga tahun 2004 

kondisi pembangunan pendidikan menunjukkan perbaikan dimana angka melek huruf 81,1 

persen dan capaian rata-rata lama sekolah 4,8 tahun. Dari capaian angka-angka tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas SDM penduduk Kabupaten Brebes masih belum sesuai dengan 

yang diharapkan. Hal ini diperjelas dari kondisi tingkat pendidikan penduduk usia 10 tahun ke 

atas di Kabupaten Brebes yang masih memprihatinkan.  

Berdasarkan data tahun 1994 (BPS), penduduk yang berpendidikan Perguruan Tinggi 

5.332 orang (0,39 persen), SMA 53.292 orang (3,91 persen), SMP 98.575 orang (7,23 persen), 

tamat SD 476.600 orang (34,93 persen), belum/tidak tamat SD 426.875 orang (31,29 persen) 

dan tidak pernah sekolah sebanyak 303.646 orang (22,26 persen). Pada tahun 1998 kondisi 

tingkat pendidikan penduduk semakin membaik yaitu Perguruan Tinggi 16.475 orang (1,21 

persen), SMA 88.892 orang (6,52 persen), SMP 102.202 orang (7,49 persen), tamat SD 439.131 
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orang (32,19 persen), belum/tidak tamat SD 506.392 orang (37,12 persen) dan tidak pernah 

sekolah sebanyak 210.980 orang (15,47 persen). Kondisi tingkat pendidikan penduduk semakin 

menunjukkan peningkatan dimana tahun 2004 penduduk yang berpendidikan Perguruan Tinggi 

22.105 orang (1,64 persen), SMA 105.835 orang (7,84 persen), SMP 169.352 orang (12,54 

persen), SD 550.189 orang (40,75 persen), belum/tidak tamat SD 365.008 orang (27,03 persen) 

dan yang tidak pernah sekolah sebanyak 137.696 orang (10,20 persen).  

Meningkatnya tingkat pendidikan penduduk tidak terlepas dari kesempatan penduduk 

untuk menikmati pendidikan yang dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah dan kesempatan 

melanjutkan sekolah. Dari sisi partisipasi, perkembangan selama periode 1995 – 2004 

menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sekolah baik dari Angka Partisipasi Kasar (APK) 

maupun Angka Partisipasi Murni (APM). Pada tahun 1995, APK penduduk usia 7 – 12 tahun 

sebesar 92,42 persen; usia 13 – 15 tahun sebesar 43 persen dan usia 16 – 18 tahun sebesar 19 

persen. Pada tahun 1998 APM penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 88,75 persen; usia 13 – 15 

tahun sebesar 44,38 persen dan usia 16 – 18 tahun sebesar 18,15 persen. Pada tahun 2004, 

APK penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 97,28 persen; usia 13 – 15 tahun sebesar 60,14 

persen dan usia 16 – 18 tahun sebesar 24,61 persen. APM penduduk usia 7 – 12 tahun sebesar 

93,02 persen; usia 13 – 15 tahun sebesar 45,92 persen dan usia 16 – 18 tahun sebesar 20,33 

persen.  

Aspek kesempatan melanjutkan sekolah dapat dilihat dari angka putus sekolah (APS) 

dan angka melanjutkan. APS untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Brebes 

menunjukkan grafik yang relatif menurun (semakin baik). Kondisi tahun 2000 (data BPS) APS SD 

sebesar 2,08 persen, SMP sebesar 7,88 persen, dan SMA sebesar 15,59 persen; kondisi tahun 

2004 semakin membaik yaitu APS SD sebesar 0,65 persen, SMP 1,91 persen, dan SMA 1,26 

persen. APS yang menurun menandakan cukup banyak siswa yang mampu melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.   

Kondisi sarana dan prasarana sekolah dari TK hingga SMA dan sederajat pada periode 

1995 – 2004 menunjukkan perkembangan sebagai berikut: pada tahun 1995 (BPS) jumlah 

sekolah TK 186 buah, SD/MI 1.117 buah, SMP/MTs 140 buah, SMA/MA/SMK 54 buah; pada 

tahun 2004 TK 216 buah, SD/MI 1.087 buah, SMP/MTs 172 buah, dan SMA/MA/SMK 78 buah. 

Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Brebes disamping 

penambahan unit sekolah baru baik sekolah negeri maupun swasta juga dilakukan penambahan 

daya tampung sekolah, fasilitas perpustakaan, laboratorium serta peningkatan mutu sarana 

prasarana sekolah. Namun demikian masih banyak ruang belajar yang kondisinya belum layak 

terutama untuk SD/MI sehingga dalam jangka panjang masih sangat diperlukan perbaikan 
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ruang belajar secara berkesinambungan dalam rangka mendukung kondusifitas kegiatan belajar 

mengajar. Untuk pendidikan tinggi sampai dengan tahun 2004 terdapat 1 buah Perguruan 

Tinggi swasta yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia. 

Pencapaian mutu pendidikan masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Di satu sisi 

capaiannya sudah tinggi di sisi lain masih terdapat hal-hal yang harus diperbaiki secara terus 

menerus. Beberapa indikator mutu pendidikan diantaranya adalah angka kelulusan, capaian 

UAN/UAS dan tingkat kelayakan mengajar guru. Berdasarkan data yang tersedia, sampai 

dengan tahun 2004 angka kelulusan SD/sederajat 99,47 persen; SMP/sederajat 97,75 persen 

dan SMA/sederajat 98,41 persen. Capaian rata-rata nilai UAN/UAS pada tahun 2004  SD/MI : 

6,89/6,65 ; SMP/MTs : 5,10/3,86; SMA/SMK/MA : 5,02/3,71/3,16. Tingkat guru yang layak 

mengajar pada tahun 2004 SD/sederajat 67,14 persen; SMP/sederajat : 79,10 persen dan 

SMA/sederajat 82,72 persen.  

Meskipun hasil-hasil pembangunan pendidikan umum semakin baik namun masih 

terdapat beberapa bidang yang masih belum mendapat perhatian optimal yaitu pendidikan 

vokasional, pendidikan non formal dan informal dan  pendidikan luar biasa dan sekolah inklusif. 

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 1995-2004 masih kurang 

memperhatikan relevansi kebutuhan pendidikan dengan dunia kerja. Sehingga pendidikan 

menengah vokasional masih belum mendapat prioritas yang tinggi. Peningkatan pendidikan 

menengah kejuruan sangat penting dan dibutuhkan karena sebagian besar lulusan pendidikan 

menengah di Kabupaten Brebes adalah memasuki dunia kerja dan hanya sebagian kecil yang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

Pendidikan non formal dan informal berperan dalam memberikan pelayanan pendidikan 

bagi masyarakat yang tidak mungkin terpenuhi kebutuhan pendidikannya melalui jalur 

pendidikan formal terutama bagi masyarakat yang tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus 

sekolah dan warga masyarakat lain yang ingin meningkatkan dan atau memperoleh 

pengetahuan, kecakapan/ketrampilan hidup dan kemampuan guna meningkatkan kualitas 

hidupnya. Penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal yang bermutu masih belum 

optimal diantaranya disebabkan oleh jangkauan satuan pendidikan nonformal (lembaga kursus, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat) belum kuat dan luas, masih belum 

dilaksanakannya standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta kemampuan manajerial para 

pengelolanya, belum berkembangnya kurikulum, bahan ajar dan model-model pembelajaran 

pendidikan nonformal yang mengacu kepada standar nasional dan sesuai dengan 

perkembangan iptek, kecakapan hidup dan ketrampilan pencaharian dan ketersediaan tenaga 

pendidik berkualitas yang belum memadai.  Demikian juga pendidikan usia dini (PAUD) masih 
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belum menjadi prioritas padahal PAUD sangat penting karena merupakan proses pengenalan 

awal anak terhadap sekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. 

Pendidikan luar biasa dan sekolah inklusif bagi masyarakat yang memiliki kesulitan 

belajar akibat kelainan fisik, emosional,  mental dan sosial, serta pendidikan bagi anak yang 

memiliki potensi bakat istimewa dan atau kecerdasan luar biasa juga belum difasilitasi dengan 

baik oleh pemerintah daerah.  

Dari capaian berbagai indikator keberhasilan pendidikan dan berbagai kekurangannya 

maka pembangunan pendidikan di Kabupaten Brebes masih belum mencapai apa yang 

diharapkan. Tingkat pemerataan pendidikan di seluruh wilayah kecamatan dalam mengakses 

pendidikan terutama jenjang SD sampai dengan SLTA harus semakin diperluas melalui 

penuntasan program wajib belajar 9 tahun dan diteruskan dengan program wajib belajar 12 

tahun baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.  

Peningkatan mutu pendidikan mutlak harus dilakukan baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Pelaksanaan kurikulum yang dinamis dan berkelanjutan didukung 

dengan manajemen pendidikan yang semakin baik, mutu tenaga pendidik yang baik dan 

profesional, sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta kesejahteraan tenaga 

pendidik yang mencukupi diharapkan dapat meningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh. 

Peningkatan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, pemberian akses pendidikan bagi 

masyarakat yang kurang beruntung secara lebih luas serta partisipasi masyarakat dan swasta 

dalam penyelenggaraan pendidikan diharapkan semakin meningkat dalam mendukung 

pembangunan pendidikan. Sehingga dalam 20 tahun kedepan taraf pendidikan penduduk akan 

semakin meningkat, adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Brebes. Rata-rata tingkat 

pendidikan penduduk usia 15 tahun keatas, baik penduduk laki-laki maupun perempuan minimal 

sudah mengenyam dan menamatkan pendidikan dasar 9 tahun bahkan lebih dengan tingkat 

kecakapan hidup yang memadai. Angka buta huruf sudah mencapai 0 persen sejak tahun 2015 

karena sudah tidak ada lagi kejadian kembali buta huruf pada usia 55 tahun keatas dan rata-

rata lama sekolah penduduk diharapkan sudah tecapai 9 tahun. 

2. Kesehatan 

Pembangunan dibidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain: 

Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (KH), Angka kematian ibu (AKI) 

melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian balita (AKABA) per 1.000 kelahiran 

hidup, usia harapan hidup (UHH), bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), status gizi 

masyarakat dan angka kesakitan (morbiditas).  
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Perkembangan derajat kesehatan selama periode 1995 – 2004 ditunjukkan dari angka-

angka berikut : AKB menurun dari 12,05 menjadi 8,24 per 1.000 KH; AKI menurun dari 287,40 

menjadi 96,24 per 100.000 KH, AKABA meningkat dari 1,21 menjadi 1,81 per 1.000 KH; UHH 

meningkat dari 59,8 tahun (data 1996) menjadi 65,5 tahun (data 2004); BBLR menurun dari 

1,73% (data 1998) menjadi 1,32 persen; balita dengan status gizi kurang meningkat dari 18,76 

persen menjadi 18,99 persen; balita gizi buruk sedikit meningkat dari 1,76 persen menjadi 1,79 

persen. Kabupaten Brebes juga belum terbebas dari keadaan rawan gizi dimana hingga tahun 

2004 kecamatan bebas rawan gizi baru tercapai 10 kecamatan (58,82 persen) yaitu Salem, 

Bumiayu, Paguyangan, Tonjong, Banjarharjo, Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, dan 

Brebes.  

Perkembangan morbiditas dari tahun 1995 sampai dengan 2004 menunjukkan bahwa 

pola-pola penyakit menular yang terjadi di Kabupaten Brebes meliputi diare, ISPA, malaria, 

pneumonia, demam berdarah, TB paru, AFP dan kusta dimana angka kesakitan yang masih 

cukup tinggi adalah TB paru, ISPA dan demam berdarah. Kasus kejadian luar biasa (KLB) pada 

tahun 1995-2004 bervariasi antara 4 hingga 7 kasus per tahun meliputi diare, campak, AFP, 

DBD, Tetanus Neonatarum, malaria dan difteri. Pada tahun 2004 terdapat 4 kasus KLB dengan 

jumlah penderita sebanyak 185 orang terdiri dari penderita DBD 130 orang, AFP 7 orang, difteri 

3 orang dan diare 45 orang. Jumlah kematian akibat KLB tertinggi disebabkan oleh penyakit 

DBD yang menyerang sebagian besar kecamatan di Kabupaten Brebes. Penyakit tidak menular 

(PTM) yang banyak ditemukan di Kabupaten Brebes antara lain kardiovaskuler, hipertensi, 

diabetes mellitus (DM), stroke, neoplasma dan plasma bronkiale. PTM ini cenderung diderita 

oleh penduduk golongan umur 45 – 64 tahun dan cenderung lebih banyak diderita oleh kaum 

perempuan. 

Pola-pola penularan penyakit dewasa ini juga tidak hanya berskala lokal, regional 

maupun nasional tetapi juga berskala global. Mobilitas manusia, hewan dan barang antar 

wilayah maupun antar Negara yang sangat tinggi, perubahan perilaku serta pengaruh 

perubahan iklim global ikut mempengaruhi penularan penyakit dalam skala yang sangat luas 

baik itu penyakit yang menular dari manusia ke manusia maupun penyakit zoonosis yaitu 

penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Salah satunya adalah penyakit Avian Influenza 

(flu burung) yang menjadi pandemic global sehingga memerlukan penanganan yang sangat 

serius dalam skala nasional maupun internasional. Namun demikian hingga tahun 2004 di 

Kabupaten Brebes tidak terjadi kasus flu burung yang menimpa manusia. Penyakit menular lain 

yang harus diwaspadai sebagai akibat dari mobilitas manusia yang tinggi dan perubahan 

perilaku seksual yang tidak sehat adalah HIV/AIDS. 
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Tercapainya derajat kesehatan yang baik terkait dengan ketersediaan pelayanan 

kesehatan yang merata dan berkualitas yang tidak terlepas dari kondisi ketersediaan jumlah dan 

mutu sarana prasarana dan SDM kesehatan. Disamping itu juga dipengaruhi oleh tingkat 

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Perkembangan sarana dan prasarana 

kesehatan pada periode 10 tahun (1995 – 2004) menunjukkan berbagai peningkatan dari sisi 

jumlah maupun pemerataan jangkauan pelayanan. Kondisi pada tahun 1995 jumlah RSU milik 

pemerintah daerah 1 unit, Puskesmas 36 unit, Puskesmas pembantu 58 unit, Puskesmas keliling 

25 unit, Apotik 8 unit, pondok bersalin 82 unit. Pada tahun 2004 jumlah RSU milik pemerintah 1 

unit, RSU swasta 4 unit, Puskesmas 36 unit, Puskesmas pembantu 62 unit, Puskesmas keliling 

34 unit, Apotik 31 unit, pondok bersalin 196 unit. Berdasarkan rasio sarana prasarana kesehatan 

dapat dilihat bahwa jangkauan pemerataan pelayanan kesehatan dalam periode 10 tahun (1995 

– 2004) menunjukkan perkembangan sebagai berikut : pada tahun 1995 rasio RSU/Kabupaten : 

1; rasio Puskesmas/40.000 penduduk : 0,92 ; rasio pustu/puskesmas : pada tahun 2004 rasio 

RSU/Kabupaten : 6; rasio Puskesmas/40.000 penduduk : 0,84 ; rasio pustu/puskesmas : 1,61; 

rasio tempat tidur rumah sakit/10.000 penduduk :2,38. 

Jumlah SDM kesehatan pada periode 1995 – 2004 mengalami peningkatan, dimana 

keadaan tahun 1995 (BPS) meliputi dokter umum 48 orang, dokter spesialis 4 orang, dokter gigi 

13 orang, perawat 192 orang, bidan 245 orang, apoteker/farmasi 9 orang, dan ahli kesehatan 

masyarakat 2 orang. Kemudian keadaan pada tahun 2004 dokter umum 94 orang, dokter 

spesialis 12 orang, dokter gigi 12 orang, perawat 344 orang, bidan 702 orang, apoteker/farmasi 

34 orang, ahli kesehatan masyarakat 17 orang, ahli peñata rontgen 7 orang, ahli gizi 31 orang, 

analis laboratorium 19 orang, ahli penyehatan lingkungan 36 orang dan fisioterapis 4 orang.  

Dari aspek pemerataan tenaga kesehatan maka pada tahun 1995 terdapat tingkat 

pemerataan tenaga kesehatan terhadap 100.000 penduduk sebagai berikut dokter umum 3,07; 

dokter spesialis 0,26; dokter gigi 0,83; perawat 12,30; bidan 15,69; apoteker/farmasi 0,58 dan 

ahli kesehatan masyarakat 0,13. Pada tahun 2004 rasio tenaga kesehatan/100.000 penduduk 

berubah menjadi dokter umum 5,46; dokter spesialis 0,70; dokter gigi 0,70; perawat 19,97; 

bidan 40,76; apoteker/farmasi 1,97, ahli kesehatan masyarakat 1,34; ahli peñata rontgen 0,44; 

ahli gizi 1,97; analis laboratorium 1,16; ahli penyehatan lingkungan 2,21 dan fisioterapis 0,23. 

Hal yang menarik adalah terjadi penurunan secara signifikan dari jumlah dukun bayi tahun 1995 

sebanyak 1.946 orang, tahun 2004 menurun menjadi 758 orang. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat. Hal ini 

diperlihatkan dari tingkat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 55,52 persen 

pada tahun 1995 menjadi 74,02 persen pada tahun 2004. Namun demikian peningkatan ini 

masih dibawah target 80 persen. 
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Berdasarkan pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang telah diuraikan 

sebelumnya menunjukkan beberapa perbaikan terutama dari 4 indikator utama derajat 

kesehatan (AKB, AKABA, AKI dan UHH) namun di sisi lain masih banyak hal yang masih belum 

optimal tingkat pencapaiannya. Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan derajat kesehatan 

masyarakat Kabupaten Brebes harus semakin ditingkatkan dengan meningkatkan kesehatan 

anak yaitu menurunkan angka kematian bayi maksimal 10 kasus per 1.000 kelahiran hidup, 

angka kematian balita maksimal 1 persen, angka kematian ibu maksimal 12 kasus per 100.000 

kelahiran hidup, usia harapan hidup tercapai 73 tahun, peningkatan pemberantasan penyakit 

menular dengan tingkat kesembuhan TB BTA positif lebih dari 85 persen, peningkatan status gizi 

masyarakat dengan cakupan perawatan balita gizi buruk 100 persen, terwujudnya jaminan 

pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin, upaya antisipasi dan kewaspadaan terhadap 

kejadian luar biasa dengan AFP pada anak usia < 15 tahun, penanganan DBD 100 persen, 

penanganan cepat terhadap pandemic flu burung dan lainnya serta memerangi HIV/AIDS, 

malaria dan penyakit lainnya. 

3. Pemuda dan Olah Raga 

Jumlah pemuda (usia 15-30 tahun) pada tahun 1995 sebanyak 432.274 orang dan pada 

tahun 2004 sebanyak 476.212 orang, dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 1,01 

persen. Proporsi pemuda terhadap jumlah penduduk dalam kurun waktu 10 tahun mengalami 

peningkatan yaitu dari 27,28 persen menjadi 27,64 persen merupakan potensi calon generasi 

penerus bangsa yang kualitasnya harus ditingkatkan secara terus menerus melalui berbagai 

aktivitas kepemudaan dan partisipasinya dalam pembangunan.  

Kondisi pembangunan bidang pemuda dan olah raga hingga tahun 2004 diantaranya 

Kabupaten Brebes memiliki organisasi kepemudaan sebanyak 26 organisasi, di bidang 

keolahragaan terdapat 16 cabang olah raga. Jumlah sarana olah raga kurang lebih sebanyak 

326 buah terdiri dari GOR, kolam renang, gedung bulu tangkis, lapangan tenis, lapangan 

sepakbola, tenis meja, lapangan basket, lapangan atletik, lapangan voli, lapangan sepak takraw, 

lapangan pencak silat, senam/fitness, gulat, dan panjat tebing. Organisasi yang menampung 

aktivitas kepemudaan antara lain Karang Taruna, Pramuka dan lain-lain seperti organisasi olah 

raga dan kesenian. Pembinaan pemuda dan olah raga selama ini semakin membaik namun 

masih belum optimal sehingga tingkat keberhasilan pembangunan di bidang kepemudaan dan 

olah raga masih belum mencapai apa yang diharapkan. Pembinaan pemuda di bidang 

kepeloporan dan kewirausahaan terus dilakukan dengan maksud agar tercipta pemuda yang 

kreatif, produktif dan mandiri yang mampu menciptakan lapangan usaha sendiri dan juga bagi 

orang lain. 
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Permasalahan di bidang pemuda di Kabupaten Brebes antara lain rendahnya kualitas 

pemuda yang disebabkan antara lain sekitar 2 persen pemuda tidak pernah sekolah, 16 persen 

masih sekolah dan 82 persen sudah tidak sekolah lagi. Dari keseluruhan pemuda sekitar 2,36 

persen buta huruf. Masalah lain adalah rendahnya minat baca di kalangan pemuda, rendahnya 

tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda, belum serasinya kebijakan pemuda di tingkat daerah 

dan nasional, tingginya angka pengangguran terbuka pemuda, maraknya masalah-masalah 

social di kalangan pemuda. Permasalahan di bidang olah raga antara lain rendahnya budaya 

olah raga. 

Dalam 20 tahun kedepan pembangunan bidang kepemudaan dan olah raga adalah 

untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam kegiatan pembangunan lintas bidang, 

meningkatkan kelembagaan olah raga, jumlah dan mutu pelatih, pemasalan olah raga, 

tersedianya sarana prasarana olah raga standar nasional yang memadai serta pembinaan olah 

raga prestasi. 

4. Kependudukan dan Catatan Sipil  

Penduduk Kabupaten Brebes pada bulan Desember tahun 1995 (BPS) sebanyak  

1.561.329 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 769.377 jiwa (49,28 persen) dan 

penduduk perempuan sebanyak 791.952 jiwa (50,72 persen); kondisi pada tahun 2004, jumlah 

penduduk meningkat menjadi 1.722.306 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 859.887 

jiwa (49,93 persen) dan penduduk perempuan sebanyak 862.419 jiwa (50,07 persen). 

Perkembangan proporsi antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu tahun 

1995 - 2004 relatif sedikit perubahannya yaitu dengan proporsi 49,28 : 50,72 pada tahun 1995 

dan 49,93 : 50,07 pada tahun 2004.  

Persebaran penduduk antar wilayah kecamatan tidak merata dimana terdapat wilayah 

kecamatan yang relatif luas tetapi penduduknya relatif sedikit dan disisi lain terdapat wilayah 

kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Tingkat kepadatan penduduk terus 

mengalami peningkatan yaitu dari 940 jiwa/km2 pada tahun 1995 menjadi sebesar 1.037 

jiwa/km2 pada tahun 2004. Kecamatan Salem dan Bantarkawung merupakan kecamatan 

dengan tingkat kepadatan penduduk rendah. Kecamatan-kecamatan dengan tingkat kepadatan 

penduduk tinggi meliputi Kecamatan Bumiayu, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, 

Songgom, Jatibarang, dan Brebes. Kecamatan-kecamatan yang padat penduduk pada umumnya 

adalah kecamatan di wilayah Pantura dan kecamatan-kecamatan yang aktivitas ekonominya 

cukup tinggi.  

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Brebes per dekade berdasarkan sensus 

penduduk 1990 dan 2000 adalah sebesar 1,12 persen per tahun sedangkan pada periode 1995-
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2004 menurut data BPS adalah sebesar 1,03 persen per tahun. Pertumbuhan penduduk yang 

masih cukup tinggi dapat menjadi hambatan dalam pemerataan kesejahteraan. Perkiraan jumlah 

penduduk Kabupaten Brebes pada tahun 2025 tercapai sekitar 1,9 juta jiwa oleh karena itu 

dalam 20 tahun kedepan laju pertumbuhan penduduk harus ditekan melalui kebijakan 

pengendalian kelahiran sehingga secara bertahap pertumbuhan penduduk dapat tercapai kurang 

dari 1 persen per tahun.  

Pelayanan kependudukan dan catatan sipil meliputi pembuatan KTP, Kartu Keluarga dan 

akta catatan sipil. Jumlah pelayanan KTP pada tahun 2004 adalah 144.628 orang, akta kelahiran 

31.932 anak, akta nikah 39 buah, akta perceraian 1 buah dan akta pengangkatan anak 2 buah. 

Pembuatan akta kelahiran dibanding tahun-tahun sebelumnya meningkat artinya akta kelahiran 

sudah merupakan kebutuhan yang penting bagi masyarakat. Oleh karena itu dalam 20 tahun 

kedepan pengembangan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi hingga 

ke tingkat kecamatan dan desa mutlak diperlukan agar setiap penduduk memiliki nomor 

identitas kependudukan tunggal yang dapat dijadikan sebagai muara pelayanan kepada 

masyarakat di semua bidang. 

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Berbagai upaya pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan pembangunan daerah 

tercermin dari berbagai indikator berikut ini. Usia menikah pertama kali rata-rata pada 

perempuan di Kabupaten Brebes pada tahun 2004 adalah 17 tahun, artinya pencapaian usia 

pertama kali menikah sudah sesuai dengan yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 yaitu usia 16 tahun pada wanita.  

Di bidang pendidikan, kesetaraan perempuan terhadap laki-laki dalam mendapatkan 

pelayanan pendidikan dapat dilihat dari angka partisipasi sekolah, melek huruf dan rata-rata 

lama sekolah. Untuk tingkat SD/sederajat, angka partisipasi kasar pada perempuan (94,36 

persen) lebih rendah dari laki-laki (95,87 persen); pada tingkat SLTP/sederajat, angka partisipasi 

kasar perempuan (72,90 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki (63,33 persen); pada tingkat 

SLTA/sederajat angka partisipasi sekolah perempuan (29,66 persen) lebih tinggi dibanding laki-

laki (17,76 persen). Angka buta huruf penduduk usia 5 tahun keatas pada perempuan 25,46 

persen lebih tinggi dibanding laki-laki 14,94 persen. Rata-rata lama sekolah antara perempuan 

dan laki-laki tidak berbeda nyata yaitu 5,07 tahun pada perempuan dan 5,36 tahun pada laki-

laki. Tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Brebes secara umum lebih rendah dari laki-

laki. Mayoritas penduduk perempuan adalah berpendidikan SD sedangkan di jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi masih jauh dibawah pendidikan penduduk laki-laki. Dari capaian kinerja 
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pendidikan berbasis gender, menunjukkan bahwa kesempatan perempuan masih belum setara 

dengan kesempatan laki-laki dalam memperoleh pelayanan pendidikan.  

Rata-rata anak perempuan yang lahir hidup (1,65 persen) lebih rendah dari anak laki-

laki (1,74 persen).  Rata-rata anak masih hidup perempuan (1,40 persen) tidak berbeda nyata 

dengan anak laki-laki (1,44 persen). Rata-rata anak meninggal pada laki-laki (0,30 persen) lebih 

tinggi dari anak meninggal perempuan (0,25 persen). Tingkat morbiditas pada penduduk laki -

laki (23,17 persen) lebih tinggi dibanding penduduk perempuan (22,59 persen). Dalam 

mengobati penyakit, baik dengan cara mengobati sendiri maupun berobat jalan, penduduk 

perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki. Dari potret kesehatan diatas, menunjukkan 

bahwa dengan kesempatan hidup yang diberikan, anak perempuan lebih survive dibanding anak 

laki-laki. Tingkat partisipsi KB pada perempuan usia produktif (15-54 tahun) mencapai 99,82 

persen, sementara tingkat partisipasi peserta KB pria masih sangat rendah.  

Di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (44,11 

persen) lebih rendah dari laki-laki (74,35 persen). Angka pengangguran terbuka perempuan 

(4,52 persen) lebih tinggi dari laki-laki (3,49 persen). Berdasarkan lapangan kerja yang tersedia, 

angkatan kerja perempuan paling banyak terserap di sektor primer (60,53 persen) lebih tinggi 

dari pekerja laki-laki (52,45 persen). Kemudian di sektor sekunder dan tersier angkatan kerja 

laki-laki lebih dominan. Dalam pengupahan tenaga kerja, maka tenaga kerja perempuan dibayar 

lebih rendah dari pekerja laki-laki. Jadi di bidang ketenagakerjaan, angkatan kerja perempuan 

sangat tertinggal dalam hal memperoleh kesempatan bekerja di sektor sekunder dan tersier 

serta dengan upah/gaji yang kurang memadai dibanding angkatan kerja laki-laki. 

Di sektor publik, proporsi perempuan anggota legislatif di Kabupaten Brebes hanya 8,89 

persen. Di Kabupaten Brebes belum ada perempuan yang menjadi pemimpin partai politik dan 

pada masa kampanye hanya terdapat 13 persen perempuan juru kampanye. Keterlibatan 

perempuan dalam jabatan publik juga masih sangat rendah. Proporsi PNS perempuan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes mencapai 51,52 persen artinya lebih banyak PNS 

perempuan daripada laki-laki. Dari 583 struktur jabatan yang ada, porsi perempuan yang 

menduduki jabatan eselon IV hanya 8,92 persen, eselon III hanya 1,03 persen dan eselon II 

tidak ada.  

Perempuan juga rentan terhadap tindak kekerasan baik berupa pelecehan seksual, 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan juga sering menjadi korban tindak kejahatan. Pada 

tahun 2004, dari 209 kasus tindak kekerasan, sebanyak 9 kasus merupakan kasus asusila 

terhadap perempuan. Dari kejadian KDRT sebanyak 1.909 kasus, sebanyak 76,43 persen 

menimpa perempuan dan berakhir dengan perceraian.  
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Dalam 20 tahun kedepan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak akan mencapai tidak adanya ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan, rasio 

melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15 – 24 tahun 100 persen, meningkatnya rasio 

pekerja perempuan berupah di sektor non pertanian lebih dari 30 persen, meningkatnya rasio 

perempuan yang bekerja di sektor publik menjadi 30 persen, meningkatnya rata-rata usia 

pertama kali menikah perempuan 20 tahun, menurunnya angka kematian anak dibawah 1 

persen, menurunnya prevalensi anak dengan berat badan kurang menjadi sebesar persen, 

meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan secara maksimal. 

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Banyaknya pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Brebes dari tahun ke tahun selalu 

meningkat; pada tahun 1995 (BPS) jumlah PUS sebanyak 260.235, tahun 2004 meningkat 

menjadi 322.766. Jumlah pemakai kontrasepsi (akseptor KB) juga menunjukkan peningkatan, 

tahun 1995 sebanyak 238.561 orang terdiri dari 6,53 persen pengguna MKJP dan 93,47 persen 

pengguna non MKJP; tahun 2004 meningkat menjadi 252.009 orang terdiri dari 18,88 persen 

pengguna MKJP dan 81,12 persen pengguna non MKJP. Dalam perkembangannya, jumlah 

peserta aktif untuk penggunaan metoda kontrasepsi jangka panjang cenderung menurun, 

sementara untuk penggunaan non MKJP mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan peserta KB 

aktif MKJP rata-rata per tahun menurun sebesar 1,83 persen, sedangkan untuk pengguna non 

MKJP pertumbuhannya meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 6,15 persen.  

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membangun norma 

keluarga kecil berkualitas dan sejahtera maka dalam penggunaan alat-alat kontrasepsi pada 

dasarnya PUS diberikan kebebasan memilih. Jadi apapun alat dan metodanya yang paling 

penting adalah keberlanjutan PUS untuk tetap konsisten mengikuti program KB. Oleh karena itu 

untuk mewujudkan agar semua PUS ikut KB telah dilakukan pembinaan institusi KB, komunikasi 

dan edukasi, pengembangan sistem informasi kependudukan dan keluarga berencana yang 

didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan KB yang memadai. Disamping 

itu tingkat kesejahteraan keluarga harus selalu ditingkatkan melalui pengembangan ekonomi 

keluarga. 

Berdasarkan tingkat kesejahteraannya, hingga tahun 2004 di Kabupaten Brebes masih 

terdapat keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I sebanyak 176.354 KK atau 49,22 

persen dari total keluarga 358.317 KK. Kondisi tingkat kesejahteraan keluarga yang masih 

memprihatinkan memerlukan penanganan yang lebih baik dari berbagai aspek seperti 

pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada 

keluarga pra sejahtera dan sejahtera I. Dalam 20 tahun kedepan norma keluarga kecil 
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berkualitas dapat tercapai dengan tingkat kepesertaan PUS dalam ber KB sebesar 80 – 90 

persen, keluarga pra sejahtera menurun kurang lebih menjadi 30 persen. 

7. Sosial 

Kondisi sosial masyarakat tercermin dari jumlah penduduk miskin, jumlah penyandang 

masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan tingkat pelayanan kepada PMKS. Berdasarkan 

publikasi data BPS yang tersedia, pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin sebanyak 583.556 

jiwa (36,99 persen) kemudian pada tahun 2004 jumlahnya menurun menjadi 519.617 jiwa 

(30,17 persen). Jumlah penderita cacat pada tahun 1995 sebanyak 4.197 orang dan pada tahun 

2004 menurun menjadi 2.414 orang dengan kondisi kecacatan meliputi cacat tubuh, tuna netra, 

cacat mental, cacat ganda, TPW, ex penderita penyakit kronis, kusta dan sakit jiwa. Disamping 

itu pada tahun 2004 terdapat balita terlantar 1.972 orang, anak terlantar 4.072 orang, lansia 

terlantar 5.564 orang, gepeng 848 orang, yatim piatu 280 orang, dan penderita narkoba 191 

orang. Dalam melakukan pelayanan terhadap orang maupun anak terlantar di Kabupaten Brebes 

pada tahun 2004 tercatat hanya ada 8 buah panti asuhan yang diselenggarakan oleh yayasan 

dan 1 buah Panti Tresna Wreda yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi serta pekerja 

sosial masyarakat 3.715 orang. Sedangkan di bidang pelayanan pendidikan hanya dilayani oleh 

1 buah SDLB Negeri.  

Kondisi miskin dan keterlantaran secara bertahap harus dikurangi dengan mengetahui 

akar kemiskinan. Kemiskinan seringkali disebabkan oleh kemiskinan itu sendiri sehingga upaya 

menghilangkan kemiskinan seringkali gagal karena seperti masuk ke dalam lingkaran setan 

kemiskinan yang tidak ada habisnya. Upaya pengurangan penduduk miskin dimulai dari 

mengetahui strata kemiskinan dan mengupayakan pengentasannya dalam jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang. Upaya pemberian raskin, Bantuan Langsung Tunai, subsidi 

minyak tanah, merupakan upaya jangka pendek untuk menolong rumah tangga miskin untuk 

dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pada jangka menengah masyarakat miskin harus 

diberdayakan agar mereka dapat melakukan kegiatan produktif yang dapat meningkatkan 

pendapatannya dan mampu menolong dirinya sendiri tidak sekedar untuk mencukupi kebutuhan 

hidup pokok keluarganya. Pada jangka panjang masyarakat yang sudah mampu mencukupi 

kebutuhan hidup keluarganya didorong agar dapat mandiri sehingga mampu mengakses kepada 

berbagai sumber daya produktif, mampu berinvestasi dan mampu mengelolanya dengan baik 

sehingga yang bersangkutan mampu memenuhi seluruh kebutuhan keluarganya secara mandiri. 

Sehingga proporsi penduduk miskin secara bertahap akan berkurang dan pada 20 tahun yang 

akan datang tinggal 15 persen penduduk miskin. 
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8. Kebudayaan 

Letak Kabupaten Brebes yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dan beberapa 

Kabupaten di Provinsi Jawa tengah serta wilayah pesisir menyebabkan budaya Brebes mendapat 

berbagai pengaruh diantaranya budaya Jawa pesisiran, Banyumasan, Cirebonan, Sunda dan 

pengaruh Islam. Dalam kehidupan sehari-hari bahasa yang digunakan oleh masyarakat Brebes 

adalah bahasa Jawa Brebes dan bahasa Sunda. Demikian juga tradisi masyarakat yang 

berkembang sangat beragam sehingga sebenarnya merupakan potensi kearifan lokal yang dapat 

digunakan sebagai wahana dalam pembangunan daerah berbasis budaya.  

Budaya ibarat akar yang menopang tegaknya kehidupan masyarakat yang mempunyai 

keyakinan jati diri atau identitas diri. Dan hanya masyarakat yang mempunyai wawasan identitas 

atau wawasan jati diri saja yang mampu mengatasi ancaman, hambatan, gangguan dan 

tantangan dari luar. Budaya masyarakat Brebes menganut pola paternalistic sehingga peranan 

pemimpin formal maupun nonformal sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagian 

besar masyarakat Brebes adalah masyarakat pertanian/perdesaan yang pada dasarnya 

bersahaja, hemat dan yang suka bergotong-royong dalam segala aktivitas kehidupan. Disisi lain 

budaya masyarakat Brebes daerah pesisir juga sangat intens berinteraksi dengan budaya luar 

tertama budaya kota sehingga masyarakatnya lebih banyak mendapat pengaruh kota dibanding 

daerah perdesaan/pertanian lainnya. Sebagian masyarakat daerah pesisir yang relative kota 

merupakan masyarakat transisi yang budaya kota/modern belum terserap benar tetapi sudah 

meninggalkan budaya tradisionalnya. Masyarakat transisi inilah yang paling rawan tingkat 

ketahanan budayanya karena jati dirinya masih mengambang sehingga lebih mudah 

terpengaruh dan yang paling sulit adalah menahan pengaruh buruk dari budaya luar.  

Berbagai jenis kesenian yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Brebes 

cukup beragam diantaranya wayang golek, wayang kulit, wayang topeng, jaipong/kliningan, 

orkes melayu, karawitan, orkes gambus, kasidah/samroh/rebana, terbang jawa/kencer, kuda 

lumping, lengger, akrobat/umbul/genjring, burok, calung, sintren, sandiwara/marses, dan 

kentrung. Disamping itu juga terdapat sanggar seni dan sanggar sastra. Jumlah kelompok 

kesenian dan sanggar semuanya 229 kelompok dibawah koordinasi Dewan Kesenian Kabupaten 

Brebes.  

Dari sisi budaya maka masyarakat Brebes dalam masa peralihan dari masyarakat 

tradisional/desa menuju masyarakat kota sehingga banyak tradisi asal yang sudah ditinggalkan 

oleh penduduk, sementara pola berfikirnya belum berubah sepenuhnya menjadi modern. Kondisi 
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masyarakat yang demikian mengandung kerawananan-kerawanan karena pengaruh buruk dari 

budaya modern/kota/western akan lebih cepat diterima sedangkan untuk menerima pengaruh 

baiknya lebih lama karena memerlukan tingkat pemahaman persepsional yang tinggi. Dengan 

semakin memudarnya budaya dan seni tradisional Brebes maka dalam 20 tahun harus ada 

upaya untuk menghidupkan kembali budaya dan seni tradisional asli Brebes serta upaya 

pengembangannya agar warisan luhur nilai-nilai budaya dapat dilestarikan. Budaya supaya 

dijadikan akar pohon bagi masyarakat Brebes untuk membangun identitas dan melindungi 

eksistensi masyarakat Brebes. Budaya yang terbentuk dari adat-istiadat dan bersumber dari 

keyakinan dan nilai-nilai agama dapat dijadikan sebagai factor kunci dalam menciptakan good 

governance baik untuk sector pemerintah maupun korporasi. Budaya diharapkan dapat 

menggerakkan perekonomian daerah dengan mendorong budaya ekonomi yang efisien (dijiwai 

dengan sikap bersahaja, hemat dan tidak boros) dan adil, tidak diskriminatif, transparan yang 

dijiwai dengan semangat gotong royong. 

9. Perpustakaan 

Kondisi minat baca penduduk Kabupaten Brebes masih belum optimal, hal ini terkait 

dengan masih rendahnya tingkat pendidikan formal penduduk. Disamping itu membaca belum 

dianggap sebagai kebutuhan masyarakat. Disisi lain, fasilitas perpustakaan juga masih belum 

memadai dan masih sangat terbatasnya peran dari perpustakaan daerah dalam 

menyebarluaskan budaya membaca. Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan, Pemerintah 

Kabupaten Brebes diharapkan akan memiliki perpustakaan umum daerah yang memadai, 

tersebarnya taman bacaan dan perpustakaan di desa-desa serta memberikan keleluasaan 

masyarakat untuk mendirikan sarana perpustakaan. 

2.1.3. TATA PEMERINTAHAN  

1. Perencanaan Pembangunan  

Perencanaan pembangunan di Kabupaten Brebes harus diselaraskan dengan 

perencanaan pembangunan di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun di tingkat Nasional. Hal 

tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan 

pembangunan antar daerah, provinsi maupun nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan 

juga harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya mulai dari tingkat 

desa, kecamatan sampai dengan kabupaten. 
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Perencanaan pembangunan di Kabupaten Brebes harus selalu memperhatikan aspek-

aspek perencanaan pembangunan baik secara kewilayahan, sektoral maupun antar waktu, 

sehingga di dalam perencanaannnya harus selalu memperhatikan dan mengacu dokumen-

dokumen perencanaan yang lain. Program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan 

Kabupaten Brebes selalu mengakomodasi berbagai kepentingan, baik dari masyarakat, pokok-

pokok pikiran DPRD, kebijakan Kepala Daerah, masukan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, yang disinergikan dengan berbagai 

program dan kegiatan yang pembiayaannya berasal dari Pemerintah Pusat atau Provinsi Jawa 

Tengah. Perencanaan merupakan hulu dari penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

daerah berbasis kinerja sehingga dokumen-dokumen perncanaan yang dihasilkan merupakan 

muara dari pelaksanaan APBD. 

Di tingkat pemerintah daerah, dokumen perencanaan daerah meliputi rencana 

pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah 

daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Ketiga dokumen perencanaan 

tersebut memiliki keterkaitan hirarkis dan merupakan pedoman dalam penyusunan dokumen 

perencanaan di tingkat SKPD. RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD dimana RPJMD disusun 

sebagai dokumen pelaksanaan pembangunan Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu 5 tahun 

yang selanjutnya akan dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan yaitu RKPD. Perencanaan di 

tingkat SKPD mengikuti alur perencanaan pemerintah daerah yaitu dengan menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) SKPD untuk masa 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD dan menyusun 

rencana kerja (Renja) SKPD dengan masa 1 tahun sebagai operasionalisasi Renstra SKPD 

maupun RKPD. 

Hambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan adalah kurangnya data base, 

informasi yang akurat dan belum memadainya kualitas kajian-kajian perumusan kebijakan untuk 

mendukung agar kebijakan tidak salah arah, pemahaman aparatur terhadap substansi 

perencanaan sehingga dokumen perencanaan yang dihasilkan kurang berkualitas dan 

pelaksanaan anggaran sering tidak konsisten dengan dokumen perencanaannya. Peranan 

monev dalam pelaksanaan rencana belum secara maksimal digunakan untuk melakukan koreksi 

kebijakan. Hal ini berpotensi menimbulkan salah kelola dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh 

karena itu dalam 20 tahun kedepan penyusunan dokumen perencanaan harus ditingkatkan 

dengan memperbaiki aspek ketersediaan data dan informasi, ketersediaan SDM perencanaan 

yang berkualitas, pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dan 

monev, memperbaiki koordinasi dan sinergisitas antar pemerintah, antar SKPD dan partisipasi 

masyarakat secara optimal, meningkatkan ketaatan dan konsistensi pelaksanaan pembangunan 

dengan perecanaannya. 
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2. Komunikasi dan Informatika 

Dalam era keterbukaan informasi sangat diperlukan komunikasi yang baik. 

Perkembangan informasi perlu terus dijaga dan disajikan secara seimbang sehingga keterbukaan 

informasi tetap dalam kondisi dan situasi yang kondusif, aman, nyaman, tertib dan damai. 

Perkembangan komunikasi dan informatika di Kabupaten Brebes dapat dilihat dari  penyediaan 

infrastruktur dan masyarakat pengguna jasa telekomunikasi dan informatika. Data sampai 

dengan tahun 2004 menunjukkan kapasitas sentral yang tersedia di Kabupaten Brebes sebanyak 

8.526 SST dan kapasitas terpasang sebanyak 7.709 SST. Penyedia jasa wartel 275 unit dan 

warnet 1 unit. Jumlah kantor pos sebanyak 16 buah terdiri dari pos kelas VI sebanyak 1 buah, 

kelas IX sebanyak 1 buah dan kelas X sebanyak 14 buah. Jumlah media massa/pers yang 

beredar di kabupaten Brebes pada tahun 2004 adalah koran lokal 12 buah dan koran nasional 

28 buah.  

Sejalan dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika yang sangat 

pesat, maka dalam 20 tahun kedepan Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat mengembangkan 

sistem komunikasi dan informasi yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat luas akan 

informasi melalui penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes 

sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan.  

3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 

Otonomi daerah yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menuntut setiap daerah untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan tugas 

dan urusannya. Pemerintah Daerah menjalankan fungsi pemerintahan yang terdiri dari fungsi 

pelayanan umum, ketertiban umum, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas 

umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan serta perlindungan sosial.  

Pemerintahan umum di Kabupaten Brebes dilaksanakan berdasarkan peraturan dan 

kewenangan urusan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas tersebut 

dalam rangka tugas-tugas pembantuan seiring dengan pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Pelaksanaan tugas bidang Pemerintahan Umum yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten, 

merupakan tugas dalam rangka sinkronisasi tugas pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka 

mencapai tujuan pembangunan nasional secara utuh, selaras dan berkesinambungan.  
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Perangkat Daerah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes Nomor 27, 28 dan 29 

Tahun 2000 jo Perda Nomor 6 Tahun 2003, kelembagaan Pemerintah Kabupaten Brebes 

meliputi 1 buah Sekretariat Daerah yang terdiri 9 Bagian, 1 buah Sekretariat DPRD, 5 buah 

Badan, 8 buah Dinas, dan 11 buah Kantor.  

Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Brebes kedepan harus terus disesuaikan dengan 

perkembangan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku dan dinamika organisasi 

pemerintahan oleh karena itu dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang 

efisien dan efektif sangat penting dilakukan evaluasi berdasarkan analisis jabatan. Penataan 

struktur organisasi pemerintah paerah merupakan syarat perlu bagi pelaksanaan kelembagaan 

otonomi daerah dalam rangka mewujudkan efisiensi birokrasi. 

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator kinerja pelayanan yang dilakukan 

oleh aparatur. Oleh karena itu perlu diterapkan Standar Pelayanan Minimal  (SPM) dalam setiap 

jenis pelayanan. Hal ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi dengan mengurangi prosedur 

dan persyaratan yang diperlukan melalui debirokratisasi dan deregulasi serta transparansi dalam 

pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima, 

kesejahteraan aparatur juga menjadi salah satu faktor penentu penting. Pengembangan struktur 

insentif berupa reward and punishment diperlukan untuk mendukung kinerja pelayanan. 

Didalam rangka melaksanakan pelayanan publik pemerintah Kabupaten Brebes 

diperlukan pelayanan terpadu atau pelayanan One Stop Services (OSS). Dengan bentuk 

pelayanan terpadu tersebut diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan 

hambatan-hambatan di dalam pengembangan usaha dapat diminimalkan sehingga investasi 

menjadi lebih bergairah di Kabupaten Brebes. Dalam 20 tahun kedepan organisasi perangkat 

daerah menjadi efisien dan efektif dengan struktur yang ramping dan kaya fungsi sejalan 

dengan tuntutan reformasi birokrasi. 

Keuangan Daerah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes merupakan salah 

satu bentuk perencanaan kegiatan dan anggaran yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam 

kurun waktu satu tahun. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk 

mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam 

rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi 

anggaran tersebut, belanja daerah dirinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, 

kegiatan dan jenis belanja.       
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Kondisi keuangan daerah Kabupaten Brebes pada selama 10 tahun terakhir (1995-

2004) menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan tersebut dimulai 

sejak diterbitkan UU No 18 tahun 1997 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat 

tambahan penerimaan dari bagi hasil beberapa pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat secara signifikan selain PBB sehingga sejak tahun 1998 terjadi peningkatan pendapatan 

daerah. Disamping itu pada tahun 1999 terjadi perubahan sistem manajemen pemerintahan 

daerah dimana otonomi daerah diberikan seluas-luasnya kepada Kabupaten/Kota yang 

ditetapkan dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi 

dari pelaksanaan UU No. 22 Tahun 1999, diikuti dengan perubahan hubungan keuangan antara 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan UU No. 25 Tahun 1999. 

Sehingga sejak kedua Undang-undang tersebut efektif dilaksanakan pada tahun 2001, terjadi 

perubahan pada penerimaan pemerintah kabupaten. Sumber-sumber pendapatan daerah 

disamping dari PAD juga berasal dari dana perimbangan daerah baik DAU, DAK, bagi hasil pajak 

dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain yang sah. Besaran DAU untuk kabupaten ditentukan 

oleh berbagai kriteria seperti luas wilayah, jumlah penduduk, kapasitas fiskal daerah, 

perekonomian daerah, jumlah penduduk miskin dan faktor penyeimbang. Hal inilah yang 

menyebabkan besarnya pendapatan daerah meningkat secara signifikan.  

Pendapatan daerah tahun anggaran 1995/1996 sebesar Rp 34.796.547.000,- kemudian 

mulai tahun 1998/1999 besarnya pendapatan mulai meningkat secara signifikan yaitu sebesar 

Rp 131.815.395.000,-. Pendapatan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 

2001 sebesar 360.498.769.000,- dan pada tahun anggaran 2004 berkembang menjadi sebesar 

Rp 476.469.220.000,-. Perkembangan jumlah belanja juga menunjukan hal yang sama, tahun 

1995/1996 sebesar 36.532.951.000,-; pada tahun 1998/1999 sebesar Rp.107.578.281.000,-; 

pada tahun 2001 sebesar Rp 352.509.070.000,- kemudian pada tahun 2004 menjadi Rp 

475.275.796.000,-. Dari jumlah pendapatan daerah secara keseluruhan, porsi PAD sangat kecil 

dimana sejak berlakunya otonomi daerah pada tahun 2001 hanya sebesar 4,03 persen dan pada 

tahun 2004 sebesar 5,49 persen. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan pemerintah daerah 

sangat tergantung kepada keuangan pemerintah pusat. Jika dilihat perkembangan penerimaan 

PAD dari tahun 1995/1996 sebesar Rp 5.317.034.000,- sampai dengan tahun 2004 sebesar Rp 

25.735.108.000,- maka pertumbuhan penerimaan PAD rata-rata per tahun sebesar 21,04 

persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut belum memperhitungkan inflasi karena pada tahun 

1998 terjadi inflasi yang sangat tinggi yaitu diatas 50 persen.  

Pendapatan asli daerah dalam 20 tahun kedepan diharapkan akan semakin berperan 

dalam membiayai pembangunan. Upaya peningkatan PAD terus dilakukan melalui intensifikasi 

maupun ekstensifikasi yang didukung dengan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi yang 
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cukup serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan tingkat inflasi daerah dibawah 2 

digit. Dengan tingkat inflasi daerah dibawah 2 digit, pada setiap tahunnya PAD diharapkan dapat 

meningkat minimal sebesar 5 persen diatas nilai inflasi daerah.  

Kepegawaian Daerah 

Jumlah aparatur (PNS) Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 1995 sebanyak 4.829 

orang dan tenaga honorair sebanyak 346 orang.  Sejak diberlakukannya UU Nomor 22 tahun 

1999 pada tahun 2001 terjadi pelimpahan PNS pusat kepada pemerintah daerah sehingga 

terjadi penambahan PNS daerah yang signifikan. Pada tahun 2004 jumlah PNS menjadi 12.442 

orang terdiri dari PNS struktural sebanyak 3.205 orang (25,80 persen) dan fungsional 9.217 

orang (74,20 persen). Komposisi jumlah pegawai negeri sipil tersebut terdiri dari golongan I 

sebesar 1,96 persen (243 orang), golongan II sebesar 20,95 persen (2.603 orang), golongan III 

sebesar 61,85 persen (7.683 orang) dan golongan IV sebesar 15,24 persen (1.893 orang). 

Disamping itu terdapat tenaga honorair Pemda sebanyak 1.098 orang. Pertumbuhan jumlah 

pegawai sejak diberlakukan otonomi daerah pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 rata-

rata 1,16 persen per tahun. Pada masa transisi tersebut pemerintah pusat mulai menerapkan 

kebijakan pertumbuhan pegawai nol yang dikenal dengan ”zero growth”.  

Bidang kepegawaian meliputi kegiatan rekrutmen, penempatan, dan pembinaan, selama 

kurun waktu sepuluh tahun terakhir telah berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang 

berlaku. Dalam hal rekruitmen pegawai mulai dari jumlah dan penentuan formasi, tes seleksi 

maupun pemberkasan dilakukan berdasarkan arahan dan petunjuk pusat dalam hal ini adalah 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pembinaan karier pegawai terus dikembangkan 

antara lain melalui diklat struktural, diklat teknis, dan diklat fungsional. Khusus untuk diklat 

struktural akan diikuti dengan promosi jabatan pada tingkatan eselon. Pembinaan kepegawaian 

tersebut meliputi seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten tanpa kecuali termasuk para pegawai 

limpahan dari departemen teknis yang telah diserahkan kewenangannya kepada daerah. 

Permasalahan di bidang kepegawaian diantaranya adalah belum optimalnya jumlah dan 

mutu aparatur. Dengan kebijakan zero growth maka yang paling dimungkinkan adalah 

meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pendidikan formal maupun diklat 

teknis dan fungsional sehingga kapasitas aparatur akan meningkat dan akan bermuara pada 

peningkatan kualitas pelayanan publik. Disamping itu reformasi birokrasi memerlukan dukungan 

aparatur yang terdidik, berkualitas, professional dan berbudaya. 
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Pengawasan Daerah 

Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui 

mekanisme pengawasan fungsional internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan fungsional 

internal dilakukan oleh lembaga pengawasan yang ada yaitu Bawasda selain itu juga dilakukan 

waskat yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung. Pengawasan eksternal dilakukan 

oleh masyarakat baik secara individu maupun organisasi melalui saluran-saluran yang ada. 

Pengawasan tersebut ditujukan untuk menghidari penyimpangan didalam pelaksanaan tugas-

tugas pemerintahan. 

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah akan dipertanggungjawabkan oleh Kepala 

Daerah kepada masyarakat melalui Laporan Ketarangan Pertanggungjawaban yang akuntabel 

berdasarkan penetapan kinerja yang dibuat setiap tahun. Oleh karena itu diperlukan 

perencanaan strategis pada setiap unit SKPD guna menjamin konsistensi kebijakan secara 

berkelanjutan. Dalam mendorong pencapaian kinerja yang dikehendaki, harus didukung dengan 

sistem perencanaan yang rasional, aspiratif dan akseptabel melalui proses teknokratik, 

partisipatif dan politik. Perwujudan perencanaan yang efisien, efektif dan dapat diterima oleh 

semua pemangku kepentingan disertai sistem pengendalian dan pengawasan yang 

komprehensif diharapkan dapat menghindarkan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur 

pemerintah.  

Penelitian dan Pengembangan 

Penelitian dan pengembangan merupakan salah satu pendukung pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Berbagai penelitian sudah dilaksanakan, baik oleh Pemerintah 

Daerah, perguruan tinggi, institusi lainnya maupun masyarakat guna mengembangkan teknologi 

tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat. Kelemahan dalam penelitian yang dilaksanakan 

oleh berbagai elemen masyarakat adalah belum diintegrasikan dalam satu jaringan penelitian 

yang efektif, sehingga masih banyak terjadi duplikasi dari kegiatan penelitian yang serupa. 

Kondisi tersebut mengakibatkan adanya pemborosan sumberdaya dan hasilnya kurang memiliki 

nilai implementatif atau sulit menjadi dasar operasional.  

Hasil temuan teknologi tepat guna bagi masyarakat sangat bermanfaat sekali dalam 

membantu kehidupan perekonomian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang bergerak di 

bidang industri yang bahan bakunya menggunakan bahan lokal. Berbagai temuan teknologi 

tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu ke depan tetap 

diupayakan peningkatan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dalam temuan teknologi tepat 

guna serta upaya penyebarluasannya dalam rangka meningkatkan daya saing produk-produk 

daerah. 
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4. Statistik 

Statistik merupakan aspek yang sangat penting dalam proses perencanaan 

pembangunan hingga tahapan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Kegiatan statistik di 

daerah Kabupaten merupakan tindakan yang meliputi penyediaan dan penyebarluasan data 

statistik dasar dan statistik sektoral serta pengembangan jejaring statistik khusus skala 

Kabupaten. Pengembangan statistik skala Kabupaten dilaksanakan melalui kerja sama antar 

lembaga yaitu antara Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Daerah dengan objek 

kegiatan statistik meliputi instansi pemerintah, lembaga, organisasi, orang, benda maupun objek 

lainnya terutama terkait dengan penyediaan berbagai data dan informasi statistik tentang 

pembangunan di Kabupaten Brebes.  

5. Kearsipan 

Bidang kearsipan termasuk dokumentasi merupakan aspek yang penting dalam 

pembuatan setiap keputusan manajemen pemerintahan daerah. Pada saat ini pengelolaan 

kearsipan dan dokumentasi daerah telah ditangani oleh instansi khusus, namun masih 

menggunakan pola sederhana yang masih sangat perlu untuk dikembangkan dan disesuaikan 

dengan tuntutan, kebutuhan dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada saat 

ini serta sangat diperlukan pengelolaan arsip berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perawatan dokumen daerah secara berkelanjutan dalam bentuk arsip digital, microfile dan 

bentuk arsip modern lain sangat diperlukan mengingat kebutuhan data atau dokumen historis 

sewaktu-waktu diperlukan untuk berbagai kepentingan di masa depan. 

2.1.4. EKONOMI 

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi 

Perekonomian Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 10 tahun (1995 – 2004) tidak 

lepas dari pengaruh perekonomian global, nasional maupun regional. Ketika kondisi 

perekonomian nasional mengalami keajaiban pertumbuhan maupun krisis ternyata memberikan 

dampak yang signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Brebes. Hal ini dapat dilihat dari 

pola pertumbuhan ekonomi pada masa 10 tahun tersebut. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Brebes tahun 1995 kebelakang tercapai diatas 6 persen bahkan tertinggi tercapai sebesar 7,19 

persen pada tahun 1994 dimana pada saat itu Indonesia mengalami masa pertumbuhan 

ekonomi ajaib dan berpeluang menjadi macan Asia.  

Kemudian ketika krisis ekonomi melanda terjadi perlambatan pertumbuhan yaitu 

menjadi sebesar 5,49 persen pada tahun 1997 dan pada puncak krisis tahun 1998 pertumbuhan 

ekonomi hanya sebesar 2,28 persen. Proses pemulihan ekonomi pasca krisis berlangsung lambat 
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sampai dengan tahun 2000 dimana pertumbuhan ekonomi kurang dari 4 persen. Tahun 2001 

pertumbuhan ekonomi sempat terkoreksi hingga 6 persen dimana pada tahun tersebut 

pelaksanaan otonomi daerah berlaku efektif dan pengeluaran pemerintah daerah meningkat 

sangat signifikan dan mampu memberikan dorongan yang cukup besar terhadap perekonomian 

daerah. Namun tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi kembali melambat dan pada tahun 

2004 pertumbuhan ekonomi hanya tercapai 4,83 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhan diatas 

maka perekonomian Kabupaten Brebes pasca krisis belum menunjukkan kondisi pulih. Kondisi 

pertumbuhan yang demikian belum cukup efektif dalam meningkatkan daya beli masyarakat dan 

menyerap tenaga kerja.  

Pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat inflasi dimana pada tingkat inflasi 

yang tinggi pertumbuhan ekonomi juga melemah. Angka inflasi dalam kurun waktu 1994 – 2005 

pernah mencapai angka tertinggi pada tahun 1998 sebesar 51,67 persen yaitu pada saat puncak 

krisis ekonomi. Kemudian pada tahun 2001 inflasi tercapai angka 2 digit yaitu sebesar 18,32 

persen yang disebabkan dorongan nilai rupiah melemah secara sangat signifikan terhadap dollar 

(dari kisaran delapan ribu menjadi sebelas ribu) pada awal tahun 2001 dan pada pertengahan 

bulan Juni terjadi kenaikan harga BBM. Angka inflasi terendah terjadi pada tahun 2003 sebesar 

1,38 persen.  

Tingkat inflasi juga mempengaruhi kemampuan ekonomi riil masyarakat. Tingkat 

kesejahteraan masyarakat secara material yang diukur dari PDRB per kapita pada periode waktu 

1995 – 2004 baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan mengalami peningkatan. 

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 1995 Rp 848.753,- dan menjadi Rp 

3.482.163,40 pada tahun 2004. Sedangkan atas dasar harga konstan tingkat pendapatan per 

kapita pada tahun 1994 sebesar Rp 708.844,- dan pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp 

2.404.995,74. PDRB per kapita atas dasar harga konstan merupakan ukuran kemampuan 

ekonomi riil penduduk yang berkorelasi dengan tingkat inflasi daerah.  

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes pada tahun 1995 atas dasar 

harga berlaku (ADHB) sebesar Rp 1.322,523 milyar dan atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 

1993 sebesar Rp 1.104,517 milyar. Pada tahun 1998 (puncak krisis ekonomi) PDRB ADHB 

tercapai sebesar Rp 1.264.853,81 dan ADHK tahun 1993 sebesar Rp 1.264,853 milyar masih 

mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Pada tahun 2004, PDRB ADHB tercapai sebesar 

Rp 5.959,24 milyar rupiah dan ADHK tahun 2000 sebesar Rp 4.119,45 milyar rupiah.  

Struktur perekonomian daerah Kabupaten Brebes dalam kurun waktu 1995 - 2004, 

masih didominasi oleh sektor primer (pertanian dan penggalian) dengan pangsa relatif rata-rata 

sebesar 55 persen per tahun. Pangsa relatif sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas 
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dan air minum, bangunan) sebesar 12,93 persen per tahun dan pangsa relatif sektor tersier 

(perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa 

perusahaan; jasa-jasa) sebesar 31,95 persen per tahun.  

Sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Brebes adalah sektor pertanian, 

penggalian dan pertambangan (primer), sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor 

keuangan dan persewaan. Produk-produk pertanian sebagian besar langsung masuk ke pasar 

(sektor perdagangan) dan sangat sedikit yang masuk ke industri pengolahan, sehingga nilai 

tambah industri dari produk-produk pertanian masih belum optimal dalam menyumbang 

peningkatan perekonomian daerah. Pada lima tahun belakangan diketahui daya saing produk-

produk pertanian mulai menurun sehingga perkembangan sektor pertanian relatif stagnan. Oleh 

karena itu untuk meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Brebes dalam 20 tahun 

kedepan diperlukan transformasi struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dengan 

penekanan kepada pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian. Pengembangan 

industri pengolahan berbasis pertanian diupayakan dari usaha berskala mikro, kecil, menengah 

dan besar dengan daya dukung produksi yang berkelanjutan, teknologi, modal, kelembagaan 

industri/usaha sejenis yang memadai.  

2. Penanaman Modal 

Investasi daerah merupakan salah satu unsur pendorong utama dalam sistem 

perekonomian daerah. Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk 

meningkatkan investasi baik melalui perbaikan infrastruktur ekonomi maupun pelayanan 

perijinan terpadu namun hasilnya belum optimal. Perekonomian Kabupaten Brebes memang 

lebih didorong oleh konsumsi rumah tangga dengan penyerapan terhadap PDRB per tahunnya 

lebih dari 60 persen. Selebihnya ditopang dari konsumsi pemerintah kurang lebih 9-10 persen, 

ekspor netto kurang lebih 9-14 persen dan investasi kurang lebih baru mencapai 10 persen 

setiap tahunnya.  

Hingga tahun 2004 realisasi investasi Kabupaten Brebes belum menunjukkan 

perkembangan yang signifikan meskipun sudah didukung dengan kebijakan yang pro investasi,  

penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan jumlah maupun kualitas infrastruktur. 

Dalam periode tahun 1995 – 2004 tidak ada realisasi investasi oleh PMA maupun PMDN. 

Realisasi investasi di Kabupaten Brebes berasal dari investasi masyarakat non fasilitas dan 

pemerintah. Dari data yang tersedia (Statistik Ekonomi dan Keuangan BI), investasi oleh 

masyarakat dari tahun ke tahun meningkat yaitu pada tahun 1995 sebesar Rp 8,158 milyar dan 

pada tahun 2004 menjadi Rp 880,749 milyar. Pertumbuhan riil investasi rata-rata pada periode 

tahun 1995 - 2004 sebesar 5,87 persen disumbangkan dari pembentukan modal tetap bruto 
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sebesar 3,70 persen dan perubahan stok sebesar 2,16 persen. Untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Brebes diperlukan peningkatan realisasi investasi baik oleh masyarakat 

maupun pemerintah.  

Hambatan dalam menarik investor dari luar seperti belum tersedianya kepastian 

ketersediaan lahan untuk kawasan industri, infrastruktur yang memadai serta pelayanan prima 

di bidang perijinan harus diselesaikan sehingga Kabupaten Brebes menjadi daerah yang pro 

investasi dan tidak tertinggal dengan daerah lainnya. Pembinaan investasi non fasilitas dapat 

dilakukan dengan membangun klaster-klaster industri kecil baik formal dan non formal, klaster 

usaha mikro dan kecil agar dapat mengakses teknologi dan permodalan baik dengan perbankan, 

lembaga keuangan non bank, maupun melalui pembangunan link/kemitraan dengan usaha 

menengah dan besar untuk suplai bahan baku dan setengah jadi. Rasio investasi yang dilakukan 

oleh masyarakat dan pemerintah diharapkan 70 persen berbanding 30 persen. 

3. Koperasi dan UMKM 

Koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian jumlahnya semakin 

meningkat dalam kurun waktu 10 tahun (1995 – 2004). Pada tahun 1995 Jumlah KUD sebanyak 

26 buah dan koperasi primer sebanyak 87 buah. Pada tahun 2004 jumlah KUD tetap, jumlah 

koperasi primer menjadi 262 buah dan jumlah koperasi sekunder 3 buah. Jumlah koperasi aktif 

hingga tahun 2004 sebanyak 25 buah KUD dan 156 buah koperasi primer. Banyaknya koperasi 

yang tidak aktif tentu memerlukan penanganan melalui revitalisasi koperasi dan peningkatan 

kapasitas SDM pengelola koperasi. Sedangkan pada koperasi-koperasi yang aktif terus dibina 

agar volume usahanya dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam rangka pemberdayaan 

UKM, telah dilakukan pembinaan baik dari sisi kemampuan sumber daya manusia UKM dalam 

manajemen usahanya, pembinaan permodalannya maupun perkuatan kelembagaannya. Sampai 

dengan tahun 2004 jumlah UKM yang dibina sebanyak 1.295 pengusaha dengan total 

penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.075 orang tenaga kerja dan jumlah omset UKM tercapai 

sebanyak 43,7 milyar rupiah. 

Hambatan dalam membangun UMKM diantaranya adalah masih rendahnya 

produktivitas, terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif, masih rendahnya kualitas  

kelembagaan dan organisasi koperasi, tertinggalnya kinerja koperasi dan kurang baiknya citra 

koperasi, kurang kondusifnya iklim usaha. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh rendahnya 

kualitas SDM UMKM di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, pemasaran dan 

rendahnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Terbatasnya akses sumberdaya produktif 

terutama kepada permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Permodalan yang diperoleh UMKM 

pada umumnya modal kerja bukan investasi sehingga UMKM sulit untuk meningkatkan kapasitas 
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produksinya. Kesulitan kredit investasi diantaranya disebabkan persyaratannya yang sulit 

dijangkau oleh UMKM.  

Dari sisi kelembagaan dan organisasi banyak koperasi yang kinerjanya masih jauh dari 

yang diharapkan. Secara kuantitas, koperasi selalu bertambah setiap tahun tetapi jumlah 

koperasi yang tidak aktif juga semakin meningkat. Di sisi lain koperasi sebagai soko guru 

perekonomian rakyat kehilangan jati diri sebagai koperasi sejati yang otonom dan swadaya. 

Pemahaman yang kurang terhadap budaya ekonomi koperasi dan adanya segelintir orang yang 

menggunakan koperasi sebagai alat untuk memeproleh fasilitas menyebabkan banyaknya 

koperasi yang salah urus dan menyebabkan kinerja dan citra koperasi menjadi jelek di mata 

masyarakat dan dunia usaha sehingga kepercayaan kepada koperasi semakin berkurang. 

Manajemen koperasi juga belum mampu melakukan best practices koperasi dan sering tidak 

siap menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat.  

Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan agar UMKM bisa menjadi pilar perekonomian 

daerah yang dapat menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, penciptaan 

lapangan kerja, berdaya saing dan dapat meningkatkan pendapatan pada kelompok masyarakat 

berpendapatan rendah maka diperlukan penguatan kelembagaan koperasi yang dikelola dengan 

good governance dan berwawasan gender, perluasan basis usaha dan pengembangan 

kewirausahaan berkeunggulan, pengembangan klaster UMKM, industrialisasi berbasis pertanian, 

penataan lembaga koperasi di tingkat mikro, meningkatkan gerakan kemandirian koperasi.  

4. Ketenagakerjaan 

Jumlah penduduk usia kerja 10 tahun keatas dalam kurun waktu tahun 1995-2004 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,03 persen per tahun. Jumlah penduduk usia 10 

tahun keatas pada tahun 1995 adalah 1.135.728 orang dan pada tahun 2004 sebanyak 

1.350.182 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) selama kurun waktu 1995 – 2004 

fluktuatif. Pada tahun 1995, TPAK sebesar 69,25 persen kemudian pada tahun 1999 mencapai 

angka tertinggi yaitu sebesar 70,54 persen dan pada tahun 2004 menurun menjadi sebesar 62 

persen. Penduduk kelompok usia tersebut terdiri dari penduduk angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja seminggu yang lalu pada tahun 1995 

adalah 768.196 orang (67,64 persen) dan pada tahun 2004 menjadi 779.456 orang (57,73 

persen).  

Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Brebes pada tahun 1995-2004 berfluktuasi 

namun kecenderungannya meningkat. Sedangkan angka setengah pengangguran terbuka 

berkecenderungan menurun meskipun angkanya masih cukup tinggi. Angka pengangguran 

terbuka meningkat dari 2,33 persen pada tahun 1995 menjadi 7,46 persen, sedangkan angka 
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setengah pengangguran menurun dari 42,20 persen pada tahun 1995 menjadi 39,40 persen 

pada tahun 2004. Apabila dirinci menurut tingkat pendidikan, sebagian besar pengangguran 

terbuka berpendidikan tamatan SD dan tamatan SMP. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dan 

daya saing sumberdaya manusia Kabupaten Brebes masih relatif rendah. Angka setengah 

pengangguran terutama di sektor pertanian karena jenis pekerjaan sebagian adalah buruh tani 

yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. 

Dilihat dari sisi ketersediaan lapangan kerja penduduk Kabupaten Brebes pada kurun 

waktu 1995 - 2004 proporsinya tidak mengalami banyak perubahan. Sektor pertanian masih 

merupakan penyerap tenaga kerja terbesar kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan 

restoran. Penyerapan tenaga kerja sector pertanian pada tahun 1995 adalah sebesar 47,92 

persen dan pada tahun 2004 menjadi 55,43 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran 

menyerap tenaga kerja 20,57 persen pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 22,72 persen 

pada tahun 2004.  

Penduduk usia produktif rata-rata pada periode 1995-2004 sebesar 62,17 persen 

sedangkan proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan tidak produktif (>64 

tahun) masing-masing sebesar 33,28 persen dan 4,55 persen. Dengan demikian angka beban 

tanggungan penduduk Kabupaten Brebes adalah sebesar 60,85 artinya setiap 100 orang 

penduduk usia produktif menanggung 60,85 orang penduduk belum produktif dan tidak 

produktif.  

Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2004 untuk Kabupaten Brebes adalah 

sebesar Rp.390.000,- per bulan. Jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup minimum (KHM) 

sebesar Rp.500.250,- per bulan, maka upah minimum tersebut masih jauh dibawah standar 

kebutuhan hidup minimum. Kebutuhan hidup minimum di Kabupaten Brebes relatif lebih mahal 

dibandingkan Kabupaten/Kota di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh akses memperoleh barang 

kebutuhan sehari-hari memerlukan biaya yang lebih tinggi yang antara lain disebabkan kondisi 

geografis wilayah yang luas, persebaran penduduk yang tidak merata sehingga biaya distribusi 

barang menjadi lebih mahal dan ditransmisikan kepada harga-harga barang sehingga secara 

umum harga barang-barang terutama barang-barang yang didatangkan dari luar Kabupaten 

menjadi lebih mahal dibandingkan di daerah lain.   

Dalam 20 tahun kedepan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan secara 

berkelanjutan sehingga angka pengangguran terbuka dapat ditekan menjadi sebesar 6 persen 

setiap tahunnya dan angka setengah pengangguran dapat diturunkan menjadi kurang dari 20 

persen. Upaya ini harus didukung dengan meningkatkan ketrampilan tenaga kerja secara terus 

menerus melalui pelatihan kerja, tersedianya BLK yang kompeten, penyelenggaraan bursa 
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tenaga kerja, dan penanaman jiwa kewirausahaan sejak dini.  Pengiriman tenaga kerja keluar 

negeri diarahkan kepada pengiriman tenaga terampil yang bekerja di sektor formal, pembinaan 

lembaga PJTKI daerah dan pemberian perlindungan hak-hak TKI.  

5. Ketahanan Pangan 

Kabupaten Brebes memiliki beragam potensi sumber pangan baik pangan nabati untuk 

mencukupi kebutuhan kalori dan protein nabati maupun sumber pangan hewani untuk 

mencukupi kebutuhan pangan protein hewani. Potensi produksi pangan utama nabati adalah 

padi dan jagung serta kedelai dan umbi-umbian, sedangkan produksi pangan hewani bersumber 

dari peternakan, kelautan dan perikanan. Tingkat produksi pangan cenderung fluktuatif setiap 

tahunnya. Produksi padi pada tahun 1995 sebesar 504.647 ton dan pada tahun 2004 menjadi 

466.613 ton; produksi jagung dari 26.490 ton pada tahun 1995 menjadi 43.213,80 ton pada 

tahun 2004, produksi kedelai 25.619 ton pada tahun 1995 dan turun menjadi 8.780,8 ton pada 

tahun 2004; produksi ketela dan ubi jalar 6.791,40 ton pada tahun 1995 turun menjadi 5.181,60 

ton pada tahun 2004. Dilihat dari sisi konsumsi meskipun tingkat produksi padi selalu 

berfluktuasi, namun kebutuhan beras penduduk Kabupaten Brebes masih tercukupi dari 

produksi dalam daerah bahkan masih surplus. Demikian juga jagung masih mengalami surplus. 

Sedangkan untuk kedelai dan umbi-umbian, untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan industri 

rumah tangga masih harus mengimpor dari luar Kabupaten.  

Untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani, dicukupi dari ketersediaan daging, telur, 

susu  dan ikan. Produksi daging pada tahun 1995 tercapai 11.410,309 ton dan pada tahun 2004 

menurun menjadi 8.269,825 ton, produksi telur pada tahun 1995 sebanyak 93.686230 butir dan 

pada tahun 2004 meningkat menjadi 243.441.678 butir, produksi susu pada tahun 1995 

sebanyak 6.478 liter dan pada tahun 2004 menjadi 22.853 liter, produksi ikan dan sejenisnya 

pada tahun 1995 sebanyak 6.154,41 ton dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 24.927,76 

ton. Ketersediaan produksi pangan hewani baik asal ternak dan asal ikan masih belum 

mencukupi standar kebutuhan konsumsi per kapita per hari. Oleh karena itu sangat diperlukan 

upaya untuk meningkatkan konsumsi pangan hewani disamping dengan meningkatkan 

produktivitas juga meningkatkan daya beli masyarakat serta kesadaran tentang pentingnya 

mengkonsumsi daging, susu, telur dan ikan melalui gerakan masyarakat untuk mengkonsumsi 

daging, susu, telur dan ikan.  

6. Perhubungan 

Posisi geografis Kabupaten Brebes yang berada di lintasan jalur pantura Pulau Jawa dan 

perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat menyebabkan Kabupaten Brebes memiliki 

jaringan transportasi daerah dengan utilitas jaringan meliputi jalan penghubung antar provinsi, 
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antar kabupaten dan antar kecamatan. Karakteristik wilayah Kabupaten Brebes yang dominan 

perdesaan dan aktivitas utama pertanian menyebabkan fungsi jalan penghubung antar desa 

menjadi faktor penting dalam mendukung lalu lintas barang dan penumpang serta pertumbuhan 

ekonomi daerah. Demikian juga moda transportasi menjadi faktor penting yang sangat 

mempengaruhi lalu lintas barang antar daerah terutama untuk mengangkut produk-produk 

pertanian keluar Kabupaten Brebes.  

Kondisi infrastruktur transportasi darat di Kabupaten Brebes hingga tahun 2004 meliputi 

2 unit terminal bus, 7 unit terminal angkutan kota/perdesaan, dan 1 unit jembatan timbang.  

Disamping itu Kabupaten Brebes juga dilewati jalur kereta api lintas utara dan lintas selatan 

dengan 8 stasiun kecil yang melayani penumpang kereta api kelas ekonomi. Peranan angkutan 

umum di Kabupaten Brebes lebih besar dalam menopang mobilitas penduduk. Hampir 75 persen 

transportasi di Kabupaten Brebes dilayani oleh angkutan umum, selebihnya dilayani oleh atau 

kendaraan plat hitam. Sarana angkutan umum di Kabupaten Brebes yang melayani trayek antar 

kota antar provinsi (AKAP) hingga tahun 2004 sebanyak 355 unit dan antar kota dalam provinsi 

(AKDP) sebanyak 287 unit, truk 162 unit dan angkutan kota/desa sebanyak 850 unit. Jumlah 

kendaraan pribadi roda empat sebanyak 1.200 unit dan sepeda motor sebanyak 95.669 unit.  

Jumlah fasilitas uji kelaikan kendaraan wajib uji sebanyak 1 lokasi. Kabupaten Brebes juga 

memiliki wilayah pesisir dan kelautan dengan panjang pantai kurang lebih 73 km. Potensi 

kelautan ini dimanfaatkan oleh para nelayan dimana para nelayan memerlukan failitas 

pendaratan ikan maupun tempat sandar kapal nelayan. Kondisi pada tahun 2004, infastruktur 

transportasi laut meliputi 1 unit pelabuhan Kluwut, 6 unit pendaratan ikan dan 1 unit mercu 

suar.   

Dinamika sistem jaringan transportasi darat antar wilayah semakin berkembang, 

demikian juga moda transportasi darat semakin beragam dalam jenis dan jumlah sehingga 

memerlukan penambahan jumlah maupun jenis infrastruktur transportasi agar waktu tempuh 

antar wilayah dapat dijaga pada tingkat yang rasional. Pembangunan jalan lingkar utara sudah 

direncanakan dimana hubungan antara Kota Tegal dan Kabupaten Brebes nantinya akan 

tersambung oleh jalan lingkar utara. Disamping itu hubungan antar provinsi di Pulau Jawa 

direncanakan difasilitasi dengan pembangunan trans-Jawa (TOL) yang pasti akan melewati 

Kabupaten Brebes. Oleh karena itu diperlukan upaya antisipasi dari level kajian terutama 

tentang evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah hingga penataan kembali sistem dan utilitas 

jaringan transportasi darat antar provinsi, antar kota, antar kecamatan, antar desa, antar 

kawasan sekaligus kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi dan kajian dampak 

pembangunan jalan TOL terhadap aktivitas social ekonomi masyarakat.  
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Penataan kembali tata ruang wilayah dan peruntukannya, penataan sistem jaringan 

jalan dan pembangunan infrastruktur nantinya harus memperhatikan kepentingan ekonomi 

masyarakat dan dunia usaha sehingga dampak pembangunan jalan TOL maupun jalan lingkar 

utara Kabupaten Brebes tidak akan menghambat perkembangan perekonomian daerah. 

Penataan sistem jaringan jalan dan transportasi juga harus mengakomodasi perkembangan 

hubungan antar wilayah pembangunan, antar sub-wilayah pembangunan dan desa-desa pusat 

pertumbuhan. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Brebes sebanyak 297 (292 desa dan 5 

kelurahan) yang tersebar di 17 kecamatan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.736.401 jiwa 

pada tahun 2006, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 867.163 jiwa (49,94 persen) dan 

penduduk perempuan sebanyak 869.238 jiwa (50,06 persen). Masyarakat dan desa selama ini 

cenderung masih menjadi objek pembangunan, sehingga belum memiliki peran yang strategis 

dan optimal dalam berbagai bidang pembangunan. Pembangunan juga masih banyak 

terkonsentrasi di pusat-pusat pengembangan wilayah atau kawasan perkotaan sehingga masih 

terdapat ketimpangan antar wilayah kecamatan. Untuk pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya pemerintahan desa mendapatkan alokasi dana desa dan berbagai program langsung 

kepada masyarakat agar masyarakat perdesaan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. Namun hasilnya belum mencapai 

yang diharapkan yang ditandai dengan masih tingginya jumlah rumah tangga miskin dan 

keluarga pra sejahtera.  

Kelembagaan pemerintah desa juga belum bekerja secara efektif dan efisien dalam 

menjalankan roda pemerintahan desa. Prinsip good governance dalam mengelola pemerintahan 

desa belum banyak diterapkan oleh perangkat desa, sehingga masih terjadi berbagai 

penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Akuntabilitas perangkat desa masih 

lemah yang antara lain disebabkan SDM perangkat desa relatif rendah, belum jelasnya struktur 

insentif perangkat desa, dan lembaga kelengkapan desa seperti BPD, LPM belum bekerja sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

Mayoritas penduduk Kabupaten Brebes tinggal di desa dan berdasarkan hasil evaluasi 

IPM oleh BPS Provinsi Jateng, IPM Kabupaten Brebes tahun 1996 adalah 60,40 kemudian pada 

tahun 2004 tercapai 63,4 atau meningkat sebanyak 3 poin. IPM Kabupaten Brebes menduduki 

peringkat ke-35 di Jawa Tengah. IPM merupakan alat untuk mengevaluasi ketimpangan 

kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Dengan peringkat tersebut dapat diartikan bahwa 

pembangunan dan hasil-hasilnya di Kabupaten Brebes belum merata hingga ke pelosok desa.  
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Dengan landasan pemerintahan desa adalah sebuah pemerintahan yang otonom, maka 

dalam pelaksanaan pembangunan kedepan peran desa harus semakin ditingkatkan melalui 

pemberdayaan masyarakat dan desa dengan memperbaiki kualitas SDM perangkat desa dan 

SDM lembaga mitranya, memperbaki tata kelola pemerintahan desa dengan prinsip good 

governance, pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan pembangunan, mempermudah 

akses masyarakat desa kepada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan sumberdaya 

ekonomi produktif secara adil, meningkatkan keswadayaan masyarakat dan desa, 

berkembangnya usaha ekonomi desa dan lembaga keuangan desa, serta menguatnya 

kelembagaan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri di segala bidang. 

8. Kelautan dan Perikanan  

Kabupaten Brebes memiliki panjang pantai 73 km dengan garis pantai 53 km memiliki 

luas laut 1.178,19 km2. Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Brebes meliputi hasil 

tangkapan laut, tambak, kolam air tawar dan perairan umum. Sampai dengan tahun 2004 luas 

tambak adalah 7.634 ha dan luas kolam air tawar ha. Perairan umum terdiri dari waduk buatan 

sebanyak 2 buah yaitu Malahayu dan Penjalin dan juga sungai-sungai dengan perkiraan luas 

1.108,55 ha.  Jumlah sarana prasarana kelautan sampai dengan tahun 2004 meliputi BBI 2 

buah, TPI sebanyak 8 buah dan kapal ikan 2.957 buah. Jumlah nelayan sebanyak 16.273 orang 

dengan alat tangkap yang sangat beragam yaitu purse seine, jaring trawlnet, paying gemplo, 

dogol, cantrang, lampara, gillnet koncong, jaring rampus dan jarring loang.  

Kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Brebes pada tahun 1995 

sebesar Rp.34.560,05 juta dan pada tahun 2004 menjadi Rp.124.214,28 juta. Pada tahun 1995, 

produksi tangkapan laut sebesar 1.704,82 ton, produksi tambak 4.281,67 ton, kolam air tawar 

16,51 ton dan perairan umum 151,42 ton. Pada tahun 2004 produksi tangkapan laut 2.212,95 

ton, produksi tambak 21.442,63 ton, kolam air tawar 157,52 ton dan perairan umum 1.114,94 

ton.  

Pada decade 1990-an udang windu pernah menjadi primadona Kabupaten Brebes 

dimana udang windu menyumbang kepada ekspor cukup besar, namun belakangan usaha 

budidaya tambak udang windu terpuruk. Teknik budidaya intensif yang tidak ramah lingkungan 

menyebabkan kualitas tambak terdegradasi sehingga produksinya menjadi merosot. Sektor 

kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor basis yang masih dapat ditingkatkan daya 

saingnya. Namun, di sisi lain pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan yang dilakukan 

selama ini masih berlebihan dan kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem perairan. 

Penggunaan alat tangkap yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah menyebabkan overfishing 

sehingga stock ikan di perairan laut menurun. Demikian juga perluasan areal tambak yang tidak 
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memperhatikan aspek kelestarian lingkungan berdampak pada rusaknya hutan mangrove. 

Padahal hutan mangrove memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas air dan 

merupakan tempat berlangsungnya proses reproduksi ikan dan biota laut lainnya.  

Oleh karena itu dalam 20 tahun kedepan diperlukan reorientasi pendekatan 

pembangunan kelautan dan perikanan dengan memperhatikan prinsip pembangunan 

berkelanjutan. Pengembangan sabuk ekonomi kelautan dan perikanan berbasis wilayah sangat 

diperlukan dengan membagi zona-zona kelautan dan perikanan sesuai dengan potensi dan 

fungsinya meliputi zona kelautan (tangkap), zona konservasi (hutan pantai), zona budidaya 

(tambak dan kolam air tawar), zona industri pengolahan dan jasa, zona perairan umum. Posisi 

Kabupaten Brebes yang dilewati jalan lintas pantura Pulau Jawa sangat memungkinkan untuk 

mengembangkan sektor perikanan menjadi sektor unggulan dimana kota-kota kecamatan di 

sepanjang pantura dapat dijadikan sebagai kota perikanan (minapolitan).  Keunggulan sektor 

kelautan dan perikanan adalah memiliki keterkaitan kedepan yang kuat dengan sektor industri 

pengolahan maupun jasa (pariwisata) dan juga memiliki keterkaitan ke belakang dengan sektor 

tenaga kerja dan industri lainnya sehingga pengembangan kelautan dan perikanan kedepan 

akan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi perekonomian Kabupaten Brebes. 

9. Pertanian 

Pertanian dalam arti luas merupakan sektor penopang utama perekonomian Kabupaten 

Brebes. Sektor ini juga merupakan sektor dengan penyerapan lapangan kerja paling besar. 

Potensi lahan pertanian meliputi lahan sawah, tegalan/kebun dan perkebunan Negara dengan 

berbagai macam produk pertanian dari tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan dan 

tanaman perkebunan. Produk pertanian pangan utama adalah padi dan jagung; produk 

hortikultura utama adalah bawang merah dan cabe, produk perkebunan utama adalah tebu dan 

the; produk utama peternakan adalah telur itik dan domba. Jumlah petani mengalami 

peningkatan yaitu 565.225 orang pada tahun 1995 sebanyak 752.546 orang pada tahun 2004, 

sebagian besar adalah buruh tani dengan rata-rata pendapatan per kapita per tahun sebesar 

Rp.837.149,63 pada tahun 1994 dan meningkat menjadi Rp.2.864.052,90 pada tahun 2004.   

Pada tahun 2004 sektor pertanian dapat menyumbangkan PDRB 49,20 persen pada 

tahun 1994 dan terus meningkat menjadi 57,11 persen pada tahun 2004 menurut harga konstan 

tahun 2000. Komoditas tanaman pangan utama adalah padi dan jagung yang setiap tahunnya 

mengalami surplus dan komoditas hortikultura yang merupakan Produk Unggulan Daerah (PUD) 

Kabupaten Brebes adalah bawang merah dimana komoditas ini menyumbang kurang lebih 21 

persen tiap tahunnya dalam perdagangan antar daerah. 
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Sub sektor lain yang cukup penting dalam memberikan kontribusi pada total kontribusi 

sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Brebes adalah sub sektor peternakan pada tahun 2004 

sebesar Rp.183.798,43 juta yang diikuti oleh sub sektor perkebunan sebesar Rp.33.503,47 juta. 

Jumlah ternak pada tahun 1994 yaitu 36.352 ekor ternak besar, 264.423 ekor ternak kecil dan 

2.481.263 ekor unggas, jumlah tersebut pada tahun 2004 menjadi 34.953 ekor ternak besar, 

211.715 ekor ternak kecil dan 6.445.675 ekor unggas.  

Di sektor perkebunan total luas wilayah yang digunakan untuk lahan perkebunan 

semakin berkurang dari tahun ke tahun khususnya untuk areal perkebunan Negara yaitu dari ha 

pada tahun 1995 menjadi ha pada tahun 2004. Produksi perkebunan  

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura masih dihadapkan pada 

kendala-kendala antara lain meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian; 

menurunnya kapasitas sumberdaya pertanian dan menurunnya ketersediaan dan pemerataan 

distribusi air; terbatasnya jenis, jumlah, kualitas dan distribusi infrastruktur pertanian; citra 

pertanian sebagai usaha yang kurang bergengsi; keterbatasan akses terhadap layanan usaha 

terutama permodalan; rantai tata niaga dan sistem pemasaran yang belum adil; terjadinya 

pelandaian produktivitas tanaman; terbatasnya penyediaan benih unggul bermutu; terbatasnya 

ketrampilan sumberdaya manusia dan kelembagaan usaha berbasis agribisnis; terbatasnya arus 

informasi dan penyebaran teknologi pertanian. 

10. Kehutanan 

Kawasan hutan pada wilayah tertentu ditunjuk dan ditetapkan Pemerintah untuk 

dipertahankan keberadaannya sebagai hukum tetap. Karena hutan adalah suatu kesatuan 

ekosistem berupa hamparan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam 

persekutuan alam lingkungannnya, yang satu dengan lainnya tidak dipisahkan (Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan di Kabupaten Brebes terdiri dari hutan 

produksi dan hutan lindung. Luas hutan produksi pada tahun 2004 adalah 47.582,22 ha, hutan 

lindung 1.371,30 ha dan hutan suaka alam 48,50 ha. Hutan produksi merupakan hutan Negara 

yang dikelola oleh Perhutani terdiri dari hutan pinus dan hutan jati. Produksi kehutanan meliputi 

kayu (jati dan pinus), getah dan hasil olahan getah pinus yaitu gondorukem. PDRB dibidang 

kehutanan meningkat menjadi Rp.65.969,33 juta pada tahun 1995 dan meningkat menjadi 

menjadi Rp.136.683,84 juta pada tahun 2004. 

11. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Sumber energi listrik di Kabupaten Brebes terutama berasal dari PLN. Jangkauan 

pelayanan listrik oleh PLN sudah mencapai 297 desa atau seluruh desa di Kabupaten Brebes 
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sudah memiliki akses kepada listrik. Meskipun demikian belum semua pedukuhan di Kabupaten 

Brebes terjangkau oleh pelayanan listrik terutama di desa-desa yang secara geografis tidak 

mudah dijangkau. Sampai tahun 2004 masih terdapat 198 dukuh yang tersebar di 15 Kecamatan 

belum teraliri listrik. Total kebutuhan pasokan energi listrik dari PLN untuk 198 dukuh tersebut 

adalah sebesar Kms. Jumlah pelanggan listrik pada tahun 1995 berjumlah 108.821 pelanggan 

dan sampai dengan tahun 2004 jumlah pelanggan menjadi sebanyak 204.948 pelanggan yang 

dilayani oleh 3 unit pelayanan PT PLN yaitu UPJ Brebes, Jatibarang dan Bumiayu.  

Kebutuhan energi listrik sangat vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

baik kesejahteraan material maupun non material. Pada masa lima tahun belakangan ini, krisis 

energi menjadi persoalan bagi dunia. Demikian juga di Indonesia dengan jumlah penduduk yang 

besar dan di sisi lain ketersediaan sumber daya energi terbatas. Oleh karena itu dalam upaya 

menghemat energi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak 

serta penyediaan bahan bakar murah, Pemerintah Pusat melakukan upaya pengembangan 

energi alternatif menggunakan sumber daya energi yang terbarui. Untuk mendukung kebijakan 

tersebut Pemerintah Kabupaten Brebes mengupayakan fasilitasi bagi masyarakat maupun 

swasta untuk mengembangkan energi alternatif baik di hulu maupun hilir. Sedangkan untuk 

penyediaan listrik perdesaan, pengembangan sumber tenaga listrik non PLTA dapat dilakukan 

sesuai dengan kondisi potensi alam setempat seperti pengembangan pembangkit listrik tenaga 

surya, pembangkit listrik mikrohidro, pembangkit listrik tenaga angin maupun biogas.  

Kontribusi sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Brebes terus mengalami 

peningkatan dari tahun 1995 sebesar 1,4 persen terus meningkat menjadi  3,40 persen pada 

tahun 2004 dan laju pertubuhan sebesar 6,5 persen. Aktivitas sektor pertambangan di 

Kabupaten Brebes adalah penambangan bahan galian C berupa pasir, batu kali dan tanah yang 

dampaknya sudah mulai merusak lingkungan seperti longsor, banjir dan sebagainya. Oleh 

karena itu sector ini bukan merupakan sector pioritas dan aktivitas penambangan bahan galian 

C memerlukan penertiban. Potensi sumberdaya mineral di Kabupaten Brebes masih merupakan 

cadangan dan belum layak untuk dieksploitasi. Kebijakan eksploitasi sumberdaya mineral harus 

dikaji terlebih dahulu manfaat dan biayanya terutama biaya social yang harus ditanggung 

masyarakat Kabupaten Brebes bila terjadi kerusakan lingkungan. 

12. Pariwisata 

Objek pariwisata di Kabupaten Brebes pada umumnya adalah objek wisata alam yaitu 

meliputi wisata bahari maupun non bahari. Jumlah objek wisata alam yang sudah dikembangkan 

sebanyak 5 buah terdiri dari 1 buah objek wisata bahari (Pantai Randusanga Indah) dan 4 buah 

objek wisata non bahari yaitu Waduk Malahayu, Waduk Penjalin, Pemandian Air Panas 



RPJPD Kabupaten Brebes 2005 - 2025  46 
 

Tirtahusada dan Cipanas serta Wisata Agro Perkebunan Teh Kaligua. Jumlah kunjungan 

wisatawan domestik dari tahun 1994-2005 cenderung meningkat, yaitu dari 52.535 orang pada 

tahun 1995 menjadi 162.373 orang pada tahun 2004. Namun, perkembangan jumlah wisatawan 

pada khususnya dan pariwisata pada umumnya di Kabupaten Brebes belum memberikan 

kontribusi yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Sektor pariwisata sangat penting untuk dikembangkan karena sector ini memiliki 

keterkaitan ke belakang yang kuat terhadap sector pendukungnya (pertanian, industri) maupun 

keterkaitan ke depan dengan sektor jasa. Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di daerah 

wisata senantiasa dilakukan agar produk-produk di sekitar lokasi obyek wisata dapat dipasarkan 

dan dijadikan buah tangan bagi para wisatawan. Kabupaten Brebes juga memiliki potensi objek 

wisata alam yang belum dikembangkan. Oleh karena itu disamping pembenahan objek-objek 

wisata yang sudah ada berupa penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai 

diperlukan pengembangan objek wisata yang sinergis dengan pembangunan budaya lokal dan 

masyarakat sadar wisata. Upaya promosi secara internal oleh Pemerintah Daerah maupun 

melalui kerjasama antar Pemerintah Daerah perlu dibangun sehingga dapat dibangun jalur 

wisata antar daerah yang saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah masing-masing.  

13. Industri 

Dibidang perekonomian industri pengolahan memegang peranan penting dan peranan 

industri ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 

Kabupaten Brebes pada tahun 1995 sebesar 9,39% dan terus meningkat menjadi 19,17% pada 

tahun 2004. Industri yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri besar, industri sedang, 

industri kecil dan industri rumah tangga. Pada tahun 1995 jumlah industri besar berjumlah 3 

industri dan tahun 2004 jumlah industri besar 4 buah, industri sedang pada tahun 1998 

berjumlah 23 menurun menjadi 19 buah pada tahun 2004 industri kecil pada tahun 1998 

berjumlah 544 buah menjadi 1.045 buah pada tahun 2004 dan industri rumah tangga berjumlah 

6.125 unit usaha pada tahun 1995 meningkat menjadi 8745 buah pada tahun 2004.  

Jumlah industri yang ada mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 27.055 orang. 

Kelompok industri besar merupakan industri formal agro (pabrik teh, pabrik jamur, pabrik gula 

dan gondorukem). Kelompok industri kecil yang ada di Kabupaten Brebes meliputi industri kecil 

formal dan non formal. Kelompok industri kecil formal terdiri dari cabang industri agro; 

elektronika dan aneka; mesin, logam, dan perekayasaan. Sedangkan kelompok industri non 

formal meliputi industri kimia, agro dan hasil hutan serta elektronika dan aneka.  
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Posisi Kabupaten Brebes yang berada diantara 2 kota yang berkembang pesat harus 

dimanfaatkan dengan penataan industri pengolahan yang dapat menghasilkan produk-produk 

yang diperlukan oleh kedua kota tersebut. Produk-produk unggulan daerah seperti bawang 

goreng, telur asin, macam-macam produk olahan perikanan laut, rebana, keramik, tali, batik, 

sanggul harus terus menerus dibina dalam teknik produksi, kemasan dan pemasarannya. 

Demikian juga akses terhadap modal harus terus ditingkatkan. Pembangunan klaster-klaster 

usaha sejenis sangat diperlukan untuk mendorong produktivitas dan daya saing usaha. 

Disamping itu untuk menarik investor di bidang industri diperlukan penyediaan kawasan industri 

berikut fasilitas infrastruktur dasar. 

14. Perdagangan   

Sektor perdagangan di Kabupaten Brebes merupakan salah satu sektor dominan dalam 

mendukung perekonomian setelah sektor pertanian. Dalam kurun waktu sepuluh tahun (1995 – 

2004) sektor ini mampu memberikan kontribusi lebih dari 20 persen setiap tahunnya. Sampai 

dengan tahun 2004, pembangunan sektor perdagangan didukung oleh sarana prasarana yang 

terdiri dari pasar induk 1 buah, pasar desa sebanyak 37 buah, pasar umum daerah tradisonal 26 

buah, pasar modern 2 dan pasar retail swalayan 10 buah, jumlah bangunan kios di dalam pasar 

umum daerah 8.397 buah dan los di dalam pasar umum daerah 1.416 buah.  

Pasar merupakan wahana transaksi antara produsen dan konsumen sehingga dengan 

semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, peran pasar menjadi semakin penting. Pasar-

pasar umum merupakan tempat dimana pedagang kecil dan menengah melakukan aktivitas 

ekonominya. Penambahan jumlah pedagang, surplus produksi pertanian dan peningkatan omset 

pengusaha kecil dan menengah menyebabkan kapasitas pasar yang ada baik pasar-pasar 

kecamatan, pasar produk pertanian, serta pasar hewan perlu ditingkatkan. 

15. Ketransmigrasian  

Transmigrasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengendalikan 

persebaran penduduk dan sekaligus merupakan instrumen untuk perluasan lapangan kerja dan 

perbaikan kesejahteraan penduduk serta mendukung terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan 

baru di daerah tujuan. Kondisi pembangunan transmigrasi di Kabupaten Brebes cenderung 

mengalami penurunan. Jumlah transmigran pada tahun 1995 berjumlah 408 KK 1.520 jiwa dan 

pada tahun 2004 jumlah transmigran hanya 25 KK 100 jiwa. Penurunan tersebut disebabkan 

karena keterbatasan animo dan kesulitan dalam pengembangan kerjasama dengan daerah 

tujuan transmigrasi.  
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2.1.5. PRASARANA DAN SARANA 

1. Pekerjaan Umum 

Panjang jalan di Kabupaten Brebes dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 tidak 

banyak mengalami perubahan, yaitu jalan nasional sepanjang 59,64 km, jalan provinsi 

sepanjang 167,49 km dan jalan kabupaten sepanjang 674,84 km. Berdasarkan kondisi 

permukaan jalan, pada tahun 2004 panjang jalan hotmix 286,88 km dan aspal 658,64 km. 

Berdasarkan fungsinya, di Kabupaten Brebes terdapat 16,17 km jalan arteri dan 613,37 km jalan 

kolektor. Berdasarkan tingkat kerusakan jalan terdapat kerusakan ringan pada jalan nasional 

sebesar 3,2 persen dan jalan Provinsi 3,01 persen. Untuk jalan Kabupaten dalam keadaan rusak 

ringan sebanyak 7 persen dan rusak berat 3,37 persen. Jumlah dan panjang jembatan yang ada 

di Kabupaten Brebes tahun 2004 adalah 274 buah dengan panjang 3.080,5 km. Jumlah 

jembatan pada tahun 2004 berjumlah 268 buah.  

Infrastruktur di bidang pengairan selama 5 tahun terakhir tidak mengalami perubahan. 

Kabupaten Brebes memiliki 3 (tiga) wilayah daerah irigasi (DI) yaitu Pemali Hulu, Pemali Hilir 

dan Malahayu. Jumlah DAM 111 buah, kincir air 27 buah. Panjang total saluran irigasi 715.351 

m dengan rincian saluran primer 21.951 m, saluran sekunder 650.200 m dan saluran tersier 

43.200 m. Berdasarkan status dan kewenangan pengelolaannya, Daerah irigasi yang menjadi  

kewenangan Pemerintah Kabupaten Brebes adalah DI Pemali Atas (kurang dari 1.000 Ha). 

Sedangkan DI Pemali Bawah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan DI Malahayu menjadi 

kewenangan Pemerintah Provinsi.  

Pembangunan infrastruktur perdesaan selama ini belum mendapat prioritas dalam 

pembangunan daerah. Kebutuhan infrastruktur perdesaan untuk mendukung aktivitas ekonomi 

perdesaan dan memperluas akses penduduk desa kepada pusat-pusat pelayanan masih sangat 

kurang seperti jalan usaha tani, jaringan irigasi desa, jalan poros desa, drainase, sarana air 

bersih perpipaan dan infrastruktur lainnya. Hubungan antar wilayah kecamatan di Kabupaten 

Brebes juga masih belum sepenuhnya terbuka. Infrastruktur jalan yang menghubungkan antar 

sub wilayah pembangunan sangat diperlukan untuk membangkitkan perekonomian daerah.  

Kebutuhan infratruktur jalan dan jembatan dari tahun ke tahun selalu meningkat sejalan 

dengan meningkatnya aktivitas pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem 

jaringan jalan yang dinamis dan berkelanjutan sangat diperlukan dalam 20 tahun kedepan agar 

mobilitas penduduk, distribusi barang dan jasa antar desa, antar kecamatan, antar 

kabupaten/kota dapat terakomodasi dengan baik dan lancar sehingga mampu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Demikian juga kebutuhan infrastruktur irigasi harus semakin 

dioptimalkan mengingat irigasi sangat penting dalam mendukung produksi pertanian. 
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Permasalahan 20 tahun kedepan adalah kelangkaan air dapat menghambat produktivitas 

pertanian sehingga sangat diperlukan sistem pengelolaan irigasi yang berkelanjutan dari sistem 

penampungan (waduk, embung) hingga sistem distribusi air (jaringan) sampai ke tingkat utilitas 

air.  

2. Perumahan 

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan perumahan semakin 

meningkat. Kondisi ini menuntut adanya penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan 

pemukiman yang memadai, dimana pada saat ini kebutuhan pokok penduduk akan perumahan 

dan permukiman masih belum dapat terpenuhi secara layak. Jumlah rumah penduduk pada 

tahun 2004 sebanyak 436.904 buah terdiri dari rumah milik sendiri 357.387 buah dan rumah 

sewa/kontrak 79.517 buah. Sedangkan berdasarkan tingkat kelayakannya sebanyak 23 persen 

rumah penduduk belum layak huni yaitu berdinding bilik/bambu.  

Fasilitas perumahan seperti listrik dan air minum sampai dengan tahun 2004 juga belum 

memadai. Jumlah dukuh yang terjangkau oleh jaringan listrik sampai dengan tahun 2004 

sebanyak 82,19 persen dengan jumlah rumah tangga pelanggan listrik sebanyak 204.948 atau 

46,59 persen. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air bersih 80.508 KK terdiri dari 

fasilitas PDAM 14.355 rumah tangga dan selebihnya berasal dari sistem perpipaan, sumur artesis 

dan sumber air lainnya. Volume air yang didistribusikan oleh PDAM pada tahun 2004 sebesar 

3.260.721 m3 atau setara dengan konsumsi air 14.355 m3 per rumah tangga per tahun.  

Kebutuhan perumahan penduduk dipenuhi secara perorangan maupun dipenuhi oleh 

pengembang.  

Permasalahan di bidang perumahan adalah masih banyaknya rumah yang tidak layak 

huni (kumuh) dan  

2.1.6. LINGKUNGAN HIDUP, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA ALAM 

1. Lingkungan Hidup 

Dalam lima tahun belakangan, persoalan-persoalan lingkungan hidup semakin 

kompleks. Meningkatnya volume sampah belum diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, 

kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir semakin meningkat serta terjadinya kerusakan 

hutan akibat pencurian kayu. Luas lahan kritis dari tahun ke tahun selalu bertambah dan kondisi 

pada tahun 2004 masih terdapat lahan kritis 12.300 Ha. Sementara itu upaya-upaya 

menanggulangi lahan kritis yang dilakukan melalui reboisasi maupun penghijauan dirasa masih 

kurang. Luas lahan penghijauan pada tahun 2004 adalah 9.136,50 Ha dan reboisasi 1.039,60 

Ha. Luas hutan lindung di Kabupaten Brebes 1.371,30 Ha. Kabupaten Brebes juga memiliki 
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kawasan hutan suaka alam dan wisata seluas 48,50 Ha yang harus dijaga kelestariannya. 

Disamping itu Kabupaten Brebes juga memiliki kekayaan plasma nutfah yang dilindungi meliputi 

7 jenis satwa dan 11 jenis tanaman.  

Berdasarkan kondisi fisiografi wilayah, Kabupaten Brebes memiliki wilayah dengan 

tingkat kemiringan 10-15 persen seluas 38.422 ha dan yang tingkat kemiringannya lebih dari 40 

persen seluas 25.542 Ha dan daerah aliran sungai yang cukup banyak. Kondisi fisik alam yang 

demikian menyebabkan Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang berpotensi rawan bencana 

yaitu bencana tanah longsor di wilayah Selatan dan banjir di wilayah Utara.  

Melihat kondisi fisiografis yang sangat beragam dari pesisir hingga pegunungan maka 

pada setiap wilayah harus dilakukan upaya pelestarian yang bervariasi yaitu dari pelestarian 

hutan mangrove di wilayah pesisir, pemeliharaan dan perlindungan kawasan sempadan sungai 

pada daerah-daerah aliran sungai, pemeliharaan dan pelestarian kawasan lindung hutan dan 

suaka alam serta penegakkan hukum lingkungan terhadap tindakan perusakan lingkungan. 

Dalam 20 tahun kedepan upaya pelestarian lingkungan hidup dilakukan melalui restocking 

sumber daya alam secara berkelanjutan baik jenis tumbuhan maupun jenis hewan untuk 

menjamin agar sistem reproduksi alamiahnya tidak terganggu. 

2. Penataan Ruang 

Pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Brebes meliputi pengembangan kawasan 

lindung, pengembangan kawasan budi daya, pengembangan struktur tata ruang wilayah, 

pengembangan kawasan perdesaan, pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah, dan 

pengembangan kawasan prioritas. Secara regional, Kabupaten Brebes dan sekitarnya 

merupakan kawasan yang dikembangkan secara intensif dengan pusat pengembangan di Kota 

Tegal (Kawasan Bregas) yang berorientasi pada optimalisasi sumber daya dengan tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Kebijakan 

pembangunan tata ruang adalah untuk mewujudkan pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan 

optimal sesuai dengan kebutuhan daya dukung lingkungan serta tidak bertentangan dengan 

kebijakan tata ruang nasional maupun provinsi. Kabupaten Brebes juga merupakan daerah 

perbatasan antar provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat sehingga dalam tata ruang nasional 

Brebes merupakan bagian dari kawasan perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes dan Kuningan). 

Sehingga pengembangan tata ruang wilayah Kabupaten Brebes juga harus memperhatikan 

perkembangan wilayah provinsi Jawa Barat agar tidak terjadi ketimpangan antar wilayah 

provinsi. 
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Secara umum, struktur tata ruang Kabupaten Brebes meliputi hirarki kota dan sistem 

perkotaan dimana didalamnya terdapat sistem permukiman, sistem sarana dan prasarana 

wilayah serta pergerakan aktivitas pembangunan didalamnya. Hirarki kota dimaksudkan agar 

dapat terwujud suatu hubungan fungsional kota-desa dimana kota sebagai pusat pelayanan dan 

desa sebagai pusat produksi. Keterkaitan kota-desa diharapkan agar kota tidak sekedar pipa 

pemasaran tetapi juga sebagi pusat-pusat pengolahan produk-produk perdesaan. Hubungan 

fungsional kota-desa difasilitasi dengan pembangunan kota-kota pertanian atau agropolitan. 

Sistem perkotaan dibentuk berdasarkan keterkaitan antara satu pusat kota dengan pusat kota 

lainnya. Sistem ini digunakan untuk mengarahkan pengembangan wilayah Kabupaten Brebes 

berdasarkan wilayah pembangunan (WP) dan juga pembangunan kawasan-kawasan strategis 

atau kawasan prioritas di dalam WP tersebut. Kabupaten Brebes terdiri dari 3 SWP yaitu SWP I 

berpusat di Kecamatan Brebes, SWP II berpusat di Kecamatan Ketanggungan dan SWP III 

berpusat di Kecamatan Bumiayu.  

Kabupaten Brebes dengan potensi utama pertanian telah memiliki 2 kawasan 

agropolitan yaitu Jalabaritangkas di wilayah utara dengan pusat kota Larangan dan di wilayah 

selatan dengan pusat kota Paguyangan. Komoditas utama agropolitan di kawasan 

jalabaritangkas adalah bawang merah sedangkan di wilayah selatan adalah agrowisata dan 

hortikultura. Pembangunan kota agropolitan dilaksanakan dengan prinsip bahwa kota adalah 

pusat pengolahan dari produk-produk pertanian yang dihasilkan daerah belakangnya. Sehingga 

pusat agropolitan harus difasilitasi dengan infrastruktur industri pengolahan atau minimal 

terbangun sub terminal agribisnis dan sarana pendukung lainnya. Di daerah hinterland-nya 

untuk meningkatkan produksi, dibangun infrastruktur pendukung seperti jalan usaha tani, 

jaringan irigasi dan sarana lain yang diperlukan. Sedangkan dari sisi kelembagaannya, harus 

dibangun kelembagaan yang akan mengelola agropolitan terutama untuk sub terminal 

agribisnisnya. Selama ini pembangunan agropolitan sudah sampai kepada tahap pembangunan 

infrastruktur di daerah hinterland namun belum merata karena begitu banyaknya jalan usaha 

tani yang harus dibangun. Sedangkan pengelola agropolitan masih belum terbentuk dan hal ini 

bisa merupakan hambatan beroperasinya agropolitan. Oleh karena itu diperlukan percepatan 

pembangunan agropolitan baik di wilayah utara maupun selatan baik dari sisi penyediaan 

infrastruktur, kelembagaan dan SDM pengelolanya.  

Permasalahan yang terkait dengan penataan ruang adalah adanya potensi konflik 

penggunaan ruang baik untuk kepentingan pembangunan maupun kepentingan masyarakat. 

Oleh karena itu penggunaan lahan masyarakat untuk kepentingan pembangunan - dimana 

semakin kedepan kebutuhan lahan untuk pembangunan permukiman dan infrastruktur semakin 

meningkat - harus diantisipasi dengan memberikan kompensasi yang menguntungkan 
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masyarakat baik dalam bentuk tunai maupun program penataan kembali pemanfaatan ruang 

dan peruntukannya. Sehingga potensi konflik ini dapat dieliminir sekecil mungkin dan 

pelaksanaan pembangunan akan lancar. Disisi lain pelanggaran-pelanggaran tata guna lahan 

masih banyak terjadi karena masyarakat dan dunia usaha kurang memiliki pengetahuan yang 

memadai dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan 

penataan ruang wilayah. Hal ini dapat dilihat belum semua industri dan sumber potensial limbah 

menerapkan pengelolaan limbah yang kurang baik, serta banyaknya pengalihan tata guna lahan 

tanpa menghiraukan peruntukannya. 

Kebutuhan ruang yang selalu meningkat dari tahun ke tahun sedangkan ketersediaan 

ruang tetap, memerlukan evaluasi yang berkelanjutan terhadap RTRW Kabupaten agar setiap 

jengkal ruang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak menimbulkan berbagai 

konflik kepentingan. 

3. Pertanahan 

Penggunaan tanah di Kabupaten Brebes didominasi oleh lahan pertanian dan kawasan 

hutan. Hal ini tidak lepas dari kondisi wilayahnya yang sangat mendukung untuk pengembangan 

sektor pertanian. Namun demikian dalam masa 10 tahun (1995 – 2004) terdapat kecenderungan 

penurunan luas penggunaan lahan sawah yaitu dari 66.446 Ha pada tahun 1995 menjadi 63.471 

Ha dengan rata-rata penyusutan lahan pertanian sebesar 0,45 persen (297,5 Ha) per tahun. 

Perkembangan persentase penggunaan lahan di Kabupaten Brebes dalam kurun 10 tahun 

adalah sebagai berikut : tahun 1995 penggunaan untuk lahan pertanian 40 persen, kehutanan 

(hutan negara dan hutan rakyat) 31,36 persen, perkebunan negara 0,77 persen, 

pekarangan/bangunan 9,10 persen, tambak/kolam/rawa 4,02 persen, tegalan/kebun/padang 

rumput 11,59 persen, dan usaha lain 3,16 persen; tahun 2004 penggunaan untuk lahan 

pertanian 38,21 persen, kehutanan (hutan negara dan hutan rakyat) 31,65 persen, perkebunan 

negara 0,71 persen, pekarangan/bangunan 11,48 persen, tambak/kolam/rawa 4,6 persen, 

tegalan/kebun 10,74 persen, dan usaha lain 2,61 persen. Meskipun terjadi alih fungsi lahan 

namun komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Brebes masih cukup ideal yaitu dengan 

wilayah hutan kurang lebih 30 persen namun sudah mendekati limitasi wilayah sehingga 

duapuluh tahun kedepan diperlukan upaya-upaya agar kondisi tersebut tetap terjaga dengan 

mempertahankan kualitas sumber daya lahan dan lingkungan. 

Lahan memiliki peran strategis yaitu sebagai sistem penopang kehidupan dimana 

diatasnya melekat berbagai fungsi diantaranya fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi 

pelestarian lingkungan. Oleh karena itu hak-hak penguasaan atas tanah menjadi sangat penting 

agar pemanfaatan lahan sejalan dengan RTRW, fungsi lingkungan hidup dan dapat 
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meminimalisir terjadinya konflik kepentingan/sengketa antar individu, antar kelompok 

masyarakat maupun antar lembaga. Oleh karena itu upaya penertiban pemanfaatan lahan 

sesuai RTRW dan penataan administrasi pertanahan terus-menerus ditingkatkan guna 

pembenahan tertib administasi pertanahan di masyarakat. 

2.2. TANTANGAN 

Banyak kemajuan yang telah dicapai tetapi banyak pula masalah dan tantangan yang 

belum sepenuhnya terselesaikan dalam pembangunan selama ini, yaitu:  

2.2.1. KEHIDUPAN BERAGAMA, POLITIK, HUKUM, DAN KAMTIBMAS  

1. Agama 

Tantangan dibidang keagamaan dimasa datang adalah semakin derasnya arus budaya 

global dan perubahan nilai-nilai yang buruk dapat merusak sendi-sendi keimanan masyarakat. 

Oleh karena itu agama dapat dijadikan sebagai filter untuk dapat mengelola dengan perubahan 

norma dan etika yang tidak sesuai dengan budaya dan agama di Indonesia. Tantangan lain 

yang muncul dimasa datang adalah semakin rapuhnya toleransi antar umat beragama sebagai 

akibat degradasi nilai-nilai nasionalisme dimasyarakat. Tantangan untuk menciptakan situasi 

kerukunan hidup intern dan ekstern umat beragama berdampak pada terciptanya kondusifitas 

daerah bagi pelaksanaan pembangunan.  

Pada sisi lain, peran pembinaan dan pendidikan keagamaan semakin dibutuhkan dalam 

menciptakan harmonisasi dalam berbagai bidang, mengingat akan semakin berkembangnya 

dinamika pembangunan dengan segala aspek positif maupun negatif, yang harus didukung 

dengan kesiapan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa. 

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

Pembangunan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ditujukan pada 

penciptaan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipatif terhadap munculnya kerawanan-

kerawanan sosial, politik, serta bencana yang dapat meresahkan masyarakat. Oleh karenanya 

tantangan yang dihadapi pada urusan ini kedepan adalah perlu meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam bela negara serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mentaati 

peraturan hukum. Selain itu partisipasi masyarakat terhadap ketentraman dan ketertiban 

lingkungan perlu dioptimalkan. Terkait dengan banyaknya bencana alam yang terjadi, maka 

kuantitas dan kualitas SDM Aparat dalam penegakan peraturan dan penanggulangan bencana 

perlu ditingkatkan. 
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Demokratisasi lokal pada umumnya, yang terwujud dalam praktek politik, pada 20 

tahun kedepan akan semakin berkembang di Kabupaten Brebes. Isu-isu demokrasi, 

transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan akan 

semakin dituntut oleh masyarakat. Pada sisi lain, akan semakin besar harapan masyarakat untuk 

dapat berpartisipasi dalam berbegai bidang pembangunan. Perkembangan politik akan sangat 

berpengaruh pada pelaksanaan otonomi daerah, khususnya melalui mekanisme Pilkada 

Langsung. Sebagian besar masyarakat berharap Pilkada Langsung akan memberikan figur 

Pemimpin Lokal yang lebih aspiratf dan responsif untuk menangani berbagai permasalahan 

masyarakat dan daerah.  

3. Hukum dan Kamtibmas 

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

Penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, disertai peningkatan jaminan akan 

kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal 

ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang 

baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum, peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat dan Hak Asasi Manusia (HAM), dan peningkatan efektivitas pengawasan.  

Kabupaten Brebes pada 20 tahun kedepan masih akan dihadapkan pada tantangan 

yang cukup besar di bidang hukum sejalan dengan semakin berkembangnya dinamika 

pembangunan dan kemasyarakatan. Hukum akan semakin diperlukan sebagai dasar dan 

pedoman dalam berbagai peri kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dukungan 

dari perangkat keras (sumber daya manusia) dan perangkat lunak (regulasi) dibidang hukum 

akan semakin menentukan keberlangsungan pelaksanaan pembangunan. Hukum harus 

berfungsi sebagai panglima, disertai dengan keadilan dalam perlakuan dan ketegasan dalam 

penindakan pelanggaran hukum. Dalam dua puluh tahun kedepan peranan lembaga-lembaga 

peradilan perlu ditingkatkan dalam rangka percepatan penyelesaian masalah-masalah hukum 

melalui koordinasi antar lembaga yang semakin mantap dan upaya-upaya preventif terhadap 

tindakan pelanggaran hukum. 

Keamanan dan Ketertiban 

Peningkatan komitmen bersama dalam penciptaan kondusifitas daerah guna 

mendukung kelancaran, keberlanjutan, dan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. Peningkatan kesadaran semua pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap 

bela negara dan tanggap terhadap berbagai gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi serta 

mampu menumbuhkan kesadaran semua masyarakat untuk mengetahui, memahami dan 

mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Sebagai wilayah dengan karakteristik pesisir, maka masyarakat Kabupaten Brebes 

dikenal sangat terbuka, akan sangat banyak pengaruh luar yang masuk. Dalam kondisi demikian 

akan menjadi tantangan besar bagi segenap jajaran Pemerintah Daerah (dan penegak hukum) 

dan masyarakat untuk mampu mengelola dinamika perubahan dan pembangunan secara arif 

dan bijaksana. Berbagai friksi dan perbedaan antar masyarakat dan golongan akan sangat 

potensial terjadi. Peran penyuluhan hukum, penegakan hukum, pengembangan keamanan 

lingkungan, sikap persatuan dan kesatuan, peningkatan nilai-nilai agama, budaya, moral, dan 

etika akan semakin penting dirasakan. 

2.2.2. SOSIAL BUDAYA 

1. Pendidikan 

Tantangan yang akan dihadapi urusan pendidikan pada waktu mendatang akan lebih 

berat dan porsinya lebih besar. Terkait hal tersebut anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari 

APBD harus terealisasikan secara berkelanjutan dengan penekanan pada efektivitas alokasinya 

yang harus tepat sasaran dan tepat manfaat. Tantangan lain adalah masih tingginya biaya 

pendidikan sehingga berdampak pada tingginya angka putus sekolah dan angka melanjutkan. 

Hal ini dimungkinkan terjadi karena faktor sosial budaya yang menyangkut persepsi orang tua 

yang sempit sehingga kurang menyadari arti pentingnya pendidikan bagi anak serta faktor 

ekonomi keluarga yang tergolong kurang mampu, menyebabkan anak usia sekolah menengah 

tidak bersekolah. Selain itu masih banyak sekolah yang sarana dan prasarananya kurang 

representatif. Rendahnya profesionalisme tenaga pendidik yang sesuai dengan bidang tugasnya 

juga masih menjadi tantangan yang cukup berat. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-

satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi pengajaran merupakan titik sentral 

pendidikan dan kualifikasi merupakan cerminan kualitas, sehingga tenaga pengajar memberikan 

andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Dari sisi ekonomi, pendidikan merupakan permintaan turunan dari tenaga kerja. 

Sehingga orientasi pendidikan disamping untuk meningkatkan taraf pendidikan penduduk juga 

harus diarahkan kepada pendidikan yang mampu link kepada pasar tenaga kerja. Oleh karena 

itu di tingkat pendidikan menengah sangat diperlukan pendidikan vokasional yang memadai baik 

dari sisi jumlah maupun mutu sehingga Sekolah Menengah Kejuruan dapat menghasilkan 

lulusan yang siap masuk ke dunia kerja sebagai tenaga kerja yang terampil.  
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2. Kesehatan 

Bidang kesehatan pada 20 tahun kedepan akan semakin penting peranannya namun 

demikian masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Jumlah penduduk yang akan terus 

meningkat, jenis dan jumlah penyakit yang terus berkembang, adanya pandemic global dari 

beberapa jenis penyakit zoonosis yang setiap saat bisa muncul, belum tuntasnya penanganan 

penyakit menular (TBC, kusta, HIV/AIDS, dll), ancaman krisis pangan, masih banyaknya 

penduduk miskin, kualitas lingkungan hidup yang semakin memburuk, ketersediaan tenaga 

kesehatan yang belum memadai, ketersediaan sarana prasarana kesehatan yang terbatas, serta 

belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan menuntut pemenuhan 

kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin meningkat baik dalam jenis maupun kualitasnya 

serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.  

Perkiraan kebutuhan tenaga kesehatan sampai dengan tahun 2025 adalah dokter umum 

menjadi 125 orang, dokter spesialis 33 orang, perawat 648 orang, dan bidan 1.632 orang. 

Kebutuhan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang semakin bertambah dengan perkiraan 

tahun 2025 puskesmas tetap, pustu 68 unit, dan pusling 53 unit dan fasilitas pelayanan 

kesehatan rujukan dengan menambah jenis-jenis layanan kesehatan rujukan, mutu, peralatan 

dan teknologi yang modern, serta kapasitas rumah sakit pemerintah. Pemerintah Daerah dalam 

upaya meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan yang lebih baik, lebih luas dan merata 

harus memperhatikan masyarakat yang kurang mampu. Disamping itu juga mengedepankan 

pentingnya pola dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendidikan/penyuluhan kesehatan 

yang lebih baik kepada masyarakat sehingga budaya hidup sehat dapat lebih tertanam dengan 

baik didalam kehidupan masyarakat. 

3. Pemuda dan Olah Raga 

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan pemuda dan olah raga adalah masih 

rendahnya peran serta pemuda dalam pembangunan, masih rendahnya budaya olahraga di 

masyarakat serta masih kurangnya sarana prasarana olahraga 

4. Kependudukan dan Catatan Sipil  

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan kependudukan dan catatan sipil antara 

lain jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan pada tahun 2025 

jumlah penduduk Kabupaten Brebes mencapai sekitar 2 juta jiwa. Tantangan yang dihadapi 

dalam pembangunan kependudukan adalah belum terkoneksinya secara on-line antara Bank 

Data Penduduk yang ada di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Dinas dengan 
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Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang tersebar di Kecamatan dan Pencatatan 

Sipil, sehingga konsolidasi dilakukan secara off-line. Oleh karena itu pengelolaan administrasi 

kependudukan dan catatan sipil berbasis sistem informasi harus menjadi bagian penting dari 

administrasi seluruh pelayanan publik di masa 20 tahun mendatang dengan mempercepat 

penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi (TI) serta SDM bidang TI yang memadai . 

Dari sisi pranata hukum belum ada yang mengatur mengenai urbanisasi sebagai upaya 

pengendalian penduduk yang masuk ke wilayah Kota Brebes dari pedesaan. Selain itu tantangan 

kedepan perlu pemahaman masyarakat terutama di wilayah pedesaan terhadap pentingnya 

dokumen kependudukan dan tertib administrasi kependudukan. Mengingat selama ini banyak 

penduduk yang masih kurang peduli dengan kedua hal dimaksud. 

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dari jumlah penduduk Kabupaten Brebes, cukup besar persentase dari penduduk 

perempuan, namun posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat masih diskriminatif. 

Hal ini jelas terlihat pada keluarga miskin, dimana beban kerja perempuan lebih berat karena 

mereka harus melakukan pekerjaan ganda, yaitu melakukan pekerjaan reproduktif dan rumah 

tangga sekaligus masih dibebani berbagai pekerjaan upahan (produktif). Oleh karena itu 

tantangan yang dihadapi adalah masih kurang dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan 

gender dikalangan masyarakat, masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan. 

Kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti woman trafficking dan children trafficking juga 

merupakan issue yang sangat penting sekaligus tantangan yang cukup berat dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan 

yang komprehensif baik dari aspek kelembagaan, kebijakan, hukum serta dukungan partisipasi 

masyarakat sangat penting disamping tindakan penyelamatan dan perlindungan terhadap 

perempuan dan anak yang mengalami maupun dalam ancaman tindak kekerasan.   

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan keluarga berencana dan keluarga 

sejahtera antara lain masih kurangnya pemerataan pelayanan KB dan ketersediaan alat 

kontrasepsi yang diminati masyarakat, masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian 

masyarakat dan remaja tentang hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, masih tingginya 

jumlah keluarga pra sejahtera dan lemahnya ketahanan keluarga dan masih lemahnya kualitas 

intitusi masyarakat dan jejaring KB ditingkat basis. 
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7. Sosial 

Pembangunan sosial meliputi penanganan terhadap keterlantaran baik anak maupun 

lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, bencana alam serta bencana sosial, fasilitasi 

penanggulangan kemiskinan. Tantangan pada pembangunan sosial adalah masih besarnya 

penduduk miskin dan belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS).  

Sedangkan pembangunan sosial juga ditujukan untuk fasilitasi terhadap pengembangan 

dan pembinaan agama serta kerukunan hidup beragama dalam upaya meningkatkan kadar 

keimanan dan ketaqwaan, sehingga tantangannya adalah masih belum optimalnya pemahaman, 

penghayatan dan pengamalan ajaran agama di masyarakat, belum memadainya sarana 

prasarana peribadatan dan pelayanan kehidupan beragama serta belum optimalnya peran forum 

komunikasi antar umat beragama. Disamping itu tantangan yang lebih berat adalah pengaruh 

arus global yang sangat deras merupakan ancaman yang dapat melunturkan pemahaman 

terhadap nilai-nilai agama, etika dan moralitas umat beragama. 

8. Kebudayaan 

Pada era globalisasi yang ditandai perkembangan teknologi dan informasi yang cepat, 

karakteristik budaya ketimuran yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, mengalami ancaman 

yang sangat berat, karena dihadapkan pada kondisi dimana kadar nilai moral melemah, krisis 

jati diri dan kepribadian pada sebagian masyarakat.  

Keadaan ini menjadikan kebudayaan (nilai-nilai budaya) memiliki peran yang strategis 

dalam membangun dan menggarap sisi nilai-nilai rohani, kemanusiaan serta interaksi sosial 

dalam kehidupan, pelestarian seni dan budaya daerah. Oleh karenanya tantangan yang dihadapi 

adalah pengoptimalan upaya penyelamatan dan pelestarian budaya sebagai asset peninggalan 

sejarah dan peningkatan sarana prasarana pengembangan budaya dan kesenian. 

9. Perpustakaan 

Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan bidang perpustakaan adalah masih 

belum sebanding antara jumlah prasarana dan sarana serta pelayanan perpustakaan daerah 

dengan masih banyaknya jumlah penduduk yang harus dilayani dalam rangka peningkatan 

budaya minat baca dalam masyarakat guna membangun masyarakat berpengetahuan, 

berbudaya maju dan mandiri.  
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2.2.3. TATA PEMERINTAHAN  

1. Perencanaan Pembangunan  

Tantangan yang dihadapi dibidang perencanaan pembangunan pada masa yang akan 

datang adalah semakin kompleksnya perencanaan pembangunan daerah. Tuntutan akan 

perencanaan yang terintegrasi dan sinergis antar daerah maupun dengan perancanaan 

pembangunan tingkat provinsi dan pusat menuntut koordinasi bidang perencanaan yang lebih 

baik. Disamping itu perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk dapat lebih akomodatif 

terhadap aspirasi masyarakat dan mempertimbangkan dinamika politik daerah.  

2. Komunikasi dan Informatika 

Tantangan yang dihadapi bidang komunikasi adalah semakin tinggi kebutuhan sarana 

prasana komunikasi dan informasi. Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi 

informasi diharapkan dapat meningkatkan kelancaran arus informasi yang pada akhirnya dapat 

mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Disamping itu dengan pertumbuhan sarana 

komunikasi yang baik diharapkan Pemerintah Daerah dapat segera membangun jaringan e-gov 

guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. 

3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum 

Tantangan kedepan yang dihadapi bidang otonomi daerah di Kabupaten Brebes adalah 

meningkatnya tuntutan dari masyarakat untuk meningkatkan pelayanan terutama pelayanan 

dasar yang menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah 

diharapkan dapat menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketenturan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Perangkat Daerah 

Dibidang organisasi tantangan yang dihadapi dimasa datang adalah tuntutan agar 

reformasi birokrasi dimasa datang dapat mewujudkan orgnisasi birokrasi yang efektif, efisien 

dan akuntabel. Oleh karena itu diharapkan reformasi birokrasi dapat mewujudkan struktur yang 

sesuai dengan regulasi terkait yang selalu berubah. 
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Keuangan Daerah 

Tantangan dibidang pendapatan daerah adalah terus meningkatnya belanja Pemerintah 

Daerah sehingga menutut peningkatan pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. 

Usaha untuk meningkatkan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstenfikasi 

sumber-sumber pendapatan daerah. 

Tantangan didalam pengelolaan keuangan dimasa depan adalah makin tingginya 

tuntutan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan  efisien, transparan dan akuntabel. 

Disamping itu pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan stabilitas serta pemerataan pembangunan di daerah. Sedangkan 

dibidang pengelolaan aset daerah pada masa yang akan datang dihadapkan pada tantangan 

pengelolaan aset yang efektif, efisien serta produktif; termasuk kemungkinan untuk 

pengembangan kerjasama pemanfaatan aset daerah yang menunjang kemajuan dan 

kesejahteraan daerah dan masyarakat.    

Kepegawaian Daerah 

Tantangan utama yang dihadapi bidang kepegawaian adalah masih belum rendahnya 

kinerja pegawai, rendahnya kinerja pegawai tersebut akan mempengaruhi kinerja pelayanan 

dan efektifitas serta efisiensi pemererintahan daerah. Tantangan lain yang masih dihadapi 

dibidang kepegawaian dimasa depan adalah makin tingginya tuntutan kesejahteraan pegawai 

yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah. Disamping itu juga, belum pastinya sistem 

kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan, belum diterapkannya analisis jabatan, belum 

jelasnya standar kemampuan dan pengembangan pola karier pegawai, serta belum 

proporsionalnya beban kerja aparatur pemerintah menjadi hal yang perlu mendapatkan 

perhatian guna pengembangan kepegawaian dimasa datang. 

Pengawasan Daerah 

Tantangan yang dihadapi didalam pengawasan adalah makin besar dan luasnya objek 

pengawasan baik dari segi dana, kegiatan, personal maupun sumber daya lainnya. Hal tersebut 

menuntut sistem pengawasan yang lebih baik sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan 

dapat diminimalkan. Perbaikan sistem pengawasan tersebut dilakukan dengan memperbaiki 

metode atau tehnik pengawasan dan kemampuan serta integritas personalnya. 

Penelitian dan Pengembangan 

Tantangan yang dihadapi pada masa yang akan datang dibidang penelitian adalah 

semakin pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menutut penelitian yang 

lebih intensif dari pemerintah maupun lembaga lainnya untuk menemukan  teknologi tepat guna 

dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Disamping itu hasil penelitian diharapkan dapat 

disebarkan dan diaplikasikan didalam kehidupan masyarakat.    
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4. Statistik 

Tantangan yang dihadapi didalam pembangunan bidang statistik adalah adanya 

tuntutan kelengkapan data statistik yang semakin banyak dan kompleks untuk mendukung 

perencanaan dan pembuatan kebijakan publik daerah. Tuntutan tersebut menuntut perbaikan 

data base dan koordinasi antar SKPD untuk memyediakan kelangkapan data di bawah koordinasi 

BPS. 

5. Kearsipan 

Tantangan dibidang kearsipan dan dokumentasi dimasa datang adalah semakin 

tingginya tututan akan kualitas kearsipan dan dokumentasi baik untuk pelayanan terhadap 

pengambilan keputusan daerah maupun masyarakat yang membutuhkan. Perbaikan kualitas 

pelayanan kearsipan menutut perbaikan fasilitas penyimpanan, teknologi informasi serta sarana 

prasarana kearsipan dan dokumentasi lainnya. 

2.2.4. EKONOMI 

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi 

Kondisi perekonomian Kabupaten Brebes diperkirakan terus meningkat tahun demi 

tahun dan diperkirakan PDRB riil akan mencapai Rp.11.500–12.000 juta pada tahun 2025 yang 

akan datang. Tantangan kedepan adalah semakin meningkatnya persaingan dengan kompetitor 

regional dan global. Di sisi lain, perekonomian daerah sangat mengandalkan sumberdaya alam 

dan lingkungan yang dalam jangka panjang akan menghadapi kelangkaan. Dan sektor pertanian 

sebagai penopang utama perekonomian rakyat dalam jangka panjang akan semakin melambat 

pertumbuhannya.  

Hal ini menuntut perbaikan fundamental ekonomi daerah di seluruh aspek sejak dari 

produksi hingga pasar dan dukungan berbagai macam infrastruktur sosial, ekonomi, 

kelembagaan, sistem investasi dan keuangan, pelayanan pemerintah yang good governance, 

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, dan berbagai jasa lainnya. 

Dalam 20 tahun kedepan juga diperlukan transformasi struktur perekonomian dengan 

mendorong industri pengolahan berbasis pertanian yang melibatkan usaha mikro, kecil dan 

menengah melalui fasilitasi akses kepada sumberdaya teknologi, pendidikan entrepreneurship 

dan permodalan. Dengan berkembangnya sektor industri pengolahan berbasis pertanian 

diharapkan dapat meningkatkan permintaan bahan baku dari sektor pertanian, menciptakan 

lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah sektor industri serta 

mendorong sektor perdagangan, keuangan dan jasa.  
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2. Penanaman Modal 

Pertumbuhan penanaman modal atau investasi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 

867.316,64 juta yang pada tahun 2007 hanya sebesar 414.915,25 juta, namun prekiraan 

pertumbuhan yang posistif tersebut harus menghadapi tantangan yang cukup berat. Tantangan 

yang dihadapi pada urusan penanaman modal adalah masih lesunya kegairahan untuk 

melakukan investasi, baik perluasan usaha maupun investasi baru pada masa resesi global ini. 

Kemudian bagaimana menghilangkan prosedur perijinan investasi yang panjang dan 

menimbulkan ekonomi biaya tinggi, serta dimasa datang informasi penanaman modal harus 

gencar untuk disampaikan ke publik, dalam dan luar daerah. 

3. Koperasi dan UKM 

Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki potensi yang besar dalam 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan 

pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam 

menghadapi krisis ekonomi. Jumlah koperasi pada tahun 2007 berjumlah 298 buah diperkirakan 

akan terus tumbuh menjadi 614 buah pada tahun 2025, demikian juga jumlah UKM yang pada 

tahun 2007 berjumlah 1.664 buah diperkirakan tumbuh menjadi 2627 pada tahun 2025 yang 

akan datang.  

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah, 

adalah rendahnya produktivitas pengelolaan koperasi dan rendahnya akses UMKM pada 

sumberdaya produktif baik berupa akses permodalan, informasi dan pemasaran. 

4. Ketenagakakerjaan 

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Brebes,  penyediaan 

lapangan kerja semakin tidak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Hal 

tersebut berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan terus meningkat 

dari 81.094 orang pada tahun 2007 menjadi 182.260 pada tahun 2025. Demikian juga dengan 

jumlah pencari kerja yang juga terus meningkat dari 81.094 orang pada thun 2007 diperkirakan 

akan menjadi 173.602 orang pada tahun 2025 yang akan datang.  Tantangan yang dihadapi 

pada pembangunan tenaga kerja antara lain adalah masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan 

masih tingginya angka pencari kerja.  
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5. Ketahanan Pangan 

Pertanian tanaman pangan utama yaitu padi dan jagung menunjukkan kecenderungan 

meningkat, pada tahun 2007 produksi padi sebesar 540.887,20 ton dan jagung sebesar 

56.345,10 ton. Pada tahun 2025 produksi padi diprediksikan menjadi 871.866,15 ton dan jagung 

98.345,76 ton. Namun lahan pertanian sawah dipekirakan mengalami penurunan dari 63.442 Ha 

pada tahun 2007 menjadi 57.702,07 Ha. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi dalam 

pembangunan ketahanan pangan adalah pengembangan dan peningkatan efisiensi, 

modernisasi, dan nilai tambah sektor sektor pertanian ditingkatkan agar mampu bersaing di 

pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi daerah. Hal ini merupakan 

faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan 

dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. 

6. Perhubungan 

Cakupan penanganan infrastruktur daerah akan semakin banyak dan luas, hal ini 

membawa konsekuensi penanganan yang dilakukan harus dapat merata atau mencakup 

keseluruhan dan diperlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Jalan merupakan bagian 

dari infrastruktur perhubungan yang paling penting bagi perhubungan rasio panjang jalan per 

luas wilayah menunjukkan penurunan pada tahun 2007 sebesar 0,41 dan diperkirakan 

mengalami penurunan menjadi 0,37 pada tahun 2025. Oleh karena itu jaringan jalan yang ada 

semakin tidak sebanding dengan perkembangan lalu lintas, sehingga tantangan kedepan 

dipikirkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan.  

Tantangan yang dihadapi pada pembangunan perhubungan kedepan antara lain belum 

terbentuknya struktur pelayanan transportasi yang efisien sesuai hirarki pelayanan dan moda 

transportasi. Dalam kaitan dengan penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas 

perhubungan maka harus diupayakan prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi pada ke 

seluruh wilayah. Pada masa datang akan semakin banyak pengguna jalan yang kurang tertib 

dan mentaati peraturan lalu lintas. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa pada dasarnya ditujukan untuk 

pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk berperan aktif dalam 

pembangunan, agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya 

secara mandiri. Tantangan yang dihadapi pada pembangunan pemberdayaan masyarakat adalah 

belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang 

mengatur kehidupan masyarakat dan belum efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga masyarakat 

dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan. 
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8. Kelautan dan Perikanan  

Pembangunan perikanan ditujukan pada terwujudnya pemanfaatan sumber daya 

perikanan dan kelautan secara optimal yang memberikan manfaat pada masyarakat dengan 

tetap menjaga pelestarian lingkungan. Hasil dari pembangunan dibidang kelautan dan perikanan 

tersebut ditunjukkan dengan peningkatan kontribusi PDRB sektor kelautan dan perikanan 

Kabupaten Brebes pada tahun 2007 sebesar Rp.150.282,74 juta dan diperkirakan meningkat 

menjadi Rp.362.952,29 juta. Namun demikian tantangan yang dihadapi pada pembangunan 

perikanan dan kelautan adalah optimalisasi lahan baik di darat maupun di laut, sehingga mampu 

memberikan produksi yang tinggi, disertai dengan tantangan untuk menyesuaikan kebutuhan 

pasar akan jumlah, mutu dan jenis hasil perikanan, serta pengunaan teknologi. 

9. Pertanian 

Pembangunan pertanian ditujukan pada peningkatan ketahanan pangan, 

pengembangan dan peningkatan agribisnis, dan pengembangan potensi sumberdaya dan sarana 

prasarana pertanian. Namun demikian luas lahan pertanian semakin menurun tiap tahunnya 

pada tahun 2007 luas lahan sawah adalah 63.442 Ha sedangkan pertanian non sawah seluas 

20.347 Ha, luas lahan tersebut diprediksikan semakin menurundan diperkirakan pada tahun 

2025 luas lahan sawah menjadi 57.702,07 Ha dan luas lahan non sawah menjadi 18.302,48 Ha.   

Oleh karena itu tantangan kedepan pada pembangunan pertanian adalah semakin 

berkurangnya  lahan pertanian subur, sebagai akibat dari beralihnya fungsi lahan dan secara 

keseluruhan produktivitas pertanian diprediksi mengalami penurunan diakibatkan oleh berbagai 

hal yang mempengaruhinya. 

10. Kehutanan 

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan menyebabkan pengawasan 

terhadap kelestarian hutan harus terus diintensifkan, luas lahan hutan pada 2007 seluas 49.847 

Ha dan diperkirakan kirakan luas lahan hutan tersebut diperkirakan tidak banyak berubah pada 

tahun 2025 yaitu seluas 50.190,26 Ha dan proporsi luas hutan wilayah sebesar 30,22%. 

Pada urusan kehutanan tantangan yang akan dihadapi adalah masih rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap pelestarian sumber daya alam kehutanan, masih tingginya 

tingkat ketergantungan petani terhadap komoditas yang potensial merusak hutan sehingga 

menghambat usaha diversifikasi dan konservasi, sebagian besar lahan digunakan untuk 

budidaya tanaman semusim dan pengolahannya sangat intensif sehingga tingkat kerusakan 

cenderung bertambah dan luas lahan kritis akan meningkat.  
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11. Energi dan Sumber Daya Mineral 

Jumlah pelanggan listrik di Kabupaten Brebes yang terus meningkat menyebabkan 

ketersediaan listrik dimasa yang akan datang juga harus dtingkatkan. Jumlah pelanggan listrik 

pada tahun 2007 mencapai 239.015 pelanggan dan diperkirakan pada tahun 2025 menjadi 

464.942 pelanggan. 

Tantangan terbesar pada bidang energi dan sumber daya mineral adalah keterbatasan 

secara nasional atas sumber energi fosil (misalnya minyak bumi) dan tenaga listrik. Oleh karena 

itu, daerah harus bisa ikut mengembangkan dan menggunakan berbagai sumber energi 

alternatif.  

Beberapa lokasi (desa/dusun) juga masih ada yang belum mendapatkan aliran listrik 

PLN, oleh karena itu juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk membuka akses 

listrik dalam rangka meningkatkan kualitas elektrifikasi rumah tangga dan industri secara lebih 

optimal.  

12. Pariwisata 

Pembangunan pariwisata ditujukan pada pengembangan obyek wisata dan peningkatan 

promosi dan pemasaran pariwisata, Jumlah wisatawan pada tahun 2007 berjumlah 202.303 

wisatawan dan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2025 mencapai 398.345 wisatawan, 

oleh karena itu guna meningkatkan arus kunjungan wisata dimasa yang akan datang, tantangan 

yang dihadapi pada pembangunan pariwisata dimasa datang adalah pembangunan sarana dan 

prasarana wisata, masih rendahnya pengelolaan pariwisata, masih kurangnya even-even wisata 

yang dapat menarik wisatawan untuk datang, serta masih kurangnya promosi atau pemasaran  

pariwisata yang dilakukan.    

13. Industri 

Pembangunan perindustrian ditujukan pada pengembangan industri kecil dan 

menengah, peningkatan potensi sumberdaya dan peningkatan sarana prasarana serta 

pengembangan usaha industri. Jumlah industri kecil dan menengah pada tahun 2007 tahun 

berjumlah 1.064 industri dan diperkirakan terus meningkat menjadi 1.999 industri pada  2025. 

Namun persaingan antar IKM didaerah yang semakin berat menuntut adanya peningkatan 

pemasaran dan kualitas produksi IKM dengan meningkatkan inovasi dan teknologi. Tantangan 

yang dihadapi pada pembangunan perindustrian adalah masih lemahnya peranan IKM terhadap 

sumberdaya produktif, terbatasnya akses pasar dan terbatasnya akses permodalan. 
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14. Perdagangan   

Pembangunan perdagangan ditujukan pada ketersediaan barang dan jasa yang 

terjangkau oleh daya beli masyarakat, pengembangan produk unggulan, pengembangan potensi 

sumberdaya dan sarana prasarana perdagangan. Oleh karena itu tantangan urusan 

perdagangan adalah lemahnya daya saing produk-produk lokal, akses pasar baik regional 

maupun internasional  dan terbatasnya jaringan pasar, selain itu juga adanya ketergantungan 

terhadap bahan baku serta lemahnya akses permodalan dan sistem distribusi yang terlalu 

panjang. Pada masa datang perlu disiapkan kemampuan pengusaha kecil dan menengah dalam 

mengantisipasi era globalisasi.  

15. Ketransmigrasian  

Pembangunan daerah pada waktu yang akan datang akan semakin banyak 

tantangannya, salah satu terkait dengan pengendalian penduduk dan penyediaan lapangan 

pekerjaan. Transmigrasi merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk 

menghadapi tantangan tersebut. Jumlah transmigran yang terus menurun pada tahun 2007 

berjumlah 20 KK dan diperkirakan jumlah tersebut menurun terus pada tahun 2025. 

Berdasarkan data tersebut maka, bidang transmigrasi sendiri dihadapkan pada tantangan 

hubungan antar daerah pada era otonomi yang semakin semakin sulit untuk diprediksikan, 

tantangan lain adalah persiapan dan kesiapan lokasi tujuan, masyarakat sekitar lokasi tujuan, 

dan lain-lain. 

2.2.5. PRASARANA DAN SARANA 

1. Pekerjaan Umum 

Cakupan penanganan infrastruktur daerah akan semakin banyak dan luas, hal ini 

membawa konsekuensi penanganan yang dilakukan harus dapat merata atau mencakup 

keseluruhan dan diperlukan dukungan sumber daya yang lebih besar. Jaringan panjang jalan 

pada tahun 2007 sepanjang 903,50 Km dan diperkirakan menjadi 1,033,04 Km pada tahun 

2025. Walaupun pertumbuhan panjang jalan terus meningkat, namun jaringan jalan yang ada 

akan tidak sebanding dengan perkembangan lalu lintas, sehingga tantangan kedepan dipikirkan 

bagaimana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan.  

Saluran irigasi selama 20 tahun mendatang akan lebih banyak mendapat gangguan, 

baik kerusakan akibat alam atau perbuatan manusia. Tantangan ini harus dapat menjadi 

perhatian mengingat jaringan irigasi di Kabupaten Brebes sangat penting untuk mendukung 

kebutuhan pengairan sawah atau lainnya.  
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Tantangan yang dihadapi pada pembangunan perhubungan kedepan antara lain belum 

terbentuknya struktur pelayanan transportasi yang efisien sesuai hirarki pelayanan dan moda 

transportasi. Dalam kaitan dengan penyediaan dan pengembangan berbagai fasilitas 

perhubungan maka harus diupayakan prasarana dan fasilitas pelayanan transportasi pada ke 

seluruh wilayah. Pada masa datang akan semakin banyak pengguna jalan yang kurang tertib 

dan mentaati peraturan lalu lintas. 

2. Perumahan 

Pertambahan jumlah penduduk membawa konsekuensi akan peningkatan kebutuhan 

perumahan bagi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan perumahan untuk masyarakat 

menengah kebawah. Sehingga kedepan yang dihadapi pada urusan perumahan adalah 

kurangnya prasarana dasar dan ketidakmampuan memelihara serta memperbaiki permukiman, 

serta meningkatnya permintaan rumah di daerah/wilayah yang tumbuh cepat. 

Tantangan kedepan pada pengelolaan sampah adalah adanya keterbatasan jumlah 

armada pengangkut sampah dan TPA yang sudah tidak representatif. Pada masa datang volume 

sampah akan meningkat selaras dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan 

wilayah. 

Jumlah pemakaian air bersih pada tahun 2006 mencapai 3.170.690 m3 dan diperkirakan 

terus meningkat hingga mencapai 5.995.870,71 m3 pada tahun 2025,  untuk dapat memenuhi 

pasokan air pada masyarakat, maka kedepan harus dapat mempertahankan sumber-sumber air 

yang ada dan menjaga kondisi jaringan air bersih. Dalam pada itu cakupan pelayanan 

penyediaan air juga akan semakin luas dan lebih banyak.  

Jaringan listrik dan jaringan telepon semakin penting pada masa datang, jumlah 

pelanggan listrik pada tahun 2007 berjumlah 239.015 pelanggan dan diperkirakan terus 

meningkat pada tahun 2025 menjadi 464.942 pelanggan. Sedangkan jumlah pelanggan telepon 

PSTN pada tahun 2007 berjumlah 10.429 pelanggan dan diperkirakan mencapai 24.194 

pelanggan pada tahun 2025. Oleh karena itu di Kabupaten Brebes tantangan kedepan harus 

dapat memenuhi permintaan pemasangan jaringan listrik dan telepon. 

2.2.6. LINGKUNGAN HIDUP, TATA RUANG, DAN SUMBER DAYA ALAM 

1. Lingkungan Hidup 

Dalam lima tahun belakangan, persoalan-persoalan lingkungan hidup semakin 

kompleks. Meningkatnya volume sampah belum diimbangi dengan pengelolaan yang memadai, 

kerusakan hutan mangrove di wilayah pesisir semakin meningkat serta terjadinya kerusakan 

hutan akibat pencurian kayu. Tantangan kedepan yang dihadapi di bidang pelestarian adalah 

menurunnya luas hutan mangrove dan belum baiknya pengelolaan limbah dan sampah sehingga 

masih berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. 
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2. Penataan Ruang 

Tantangan yang akan dihadapai dalam pembangunan penataan ruang adalah kurang 

konsistennya rumusan rencana dengan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, 

serta masih kurangnya perencanaan tata ruang dalam mengakomodasi perkembangan kota 

yang begitu cepat. Selain itu perkembangan kawasan yang tidak sesuai dengan potensi dan nilai 

strategis kawasan pada masa datang akan menurunkan kualitas lingkungan pada beberapa 

kawasan. Peningkatan luas kawasan pemukiman terus meningkat sehingga penatagunaan lahan 

terutama perumahan perlu diperhatikan sehingga tidak merusak tata guna lahan yang telah 

direncanakan. Tantangan lain adalah tata ruang harus mampu digunakan sebagai instrumen 

pengurangan kesenjangan antar wilayah, dengan meratakan pusat-pusat pertumbuhan – yang 

berdampak pada pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya – ke berbagai pelosok wilayah; 

disertai dengan ketegasan dalam pengendalian dan penegakan hukum regulasi tata ruang.  

3. Pertanahan 

Didalam rangka tertib administrasi pertanahan pensertifikatan tanah merupakan hal 

yang penting untuk dilakukan. Masih dianggap sulitnya mengurus sertifikat hak atas tanah bagi 

sebagian masyarakat terutama di perdesaan menyebabkan masih banyaknya tanah belum 

bersertifikat. Padahal hak atas tanah sangat penting karena menyangkut kepastian hukum atas  

bidang tanah yang dikuasai penduduk dan juga berimplikasi pada nilai ekonomi tanah.  

Tantangan terbesar bidang pertanahan adalah keterbatasan lahan, padahal jumlah 

penduduk terus bertambah dan aktivitas pembangunan terus meningkat. Kondisi demikian akan 

menambah beban pembangunan apabila tidak ditangani dengan seksama, aspek pembangunan 

kewilayahan (tata ruang) juga akan menjadi pertaruhan, demikian pula dengan penegakan 

hukum bidang pertanahan dan tata ruang.  

Bidang pertanahan juga menyimpan potensi konflik yang sangat besar. Semakin 

besarnya kebutuhan tanah untuk kepentingan permukiman dan pembangunan, sementara lahan 

terbatas dan masih banyak tanah yang dikuasai oleh sebagian penduduk dengan status hak atas 

penguasaan tanah yang tidak jelas dapat menimbulkan konflik antar pemerintah dengan 

masyarakat, antar pemerintah dengan dunia usaha, antar dunia usaha dengan masyarakat 

maupun antar pribadi. 
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2.3. MODAL DASAR 

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan Kabupaten Brebes 

sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara 

umum, modal dasar pembangunan yang dimiliki Kabupaten Brebes meliputi 5 (lima) modal 

yaitu: Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Sumber Daya Sosial, Sumber 

Daya Buatan, dan Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan. Modal dasar 

tersebut akan didayagunakan secara optimal dalam pembangunan daerah demi tercapainya 

kemadanian, kemajuan, dan kesejahteraan masyarakat dan daerah.  

1. Sumber Daya Manusia  

Modal sumber daya manusia merupakan aspek terpenting dalam pembangunan 

daerah. Manusia merupakan modal dasar yang akan menjadi subjek maupun objek 

pembangunan daerah. Kapasitas modal sumber daya manusia dapat dilihat dari aspek 

pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya. Kabupaten Brebes mempunyai penduduk 

sebanyak 1.736.401 jiwa (2006), merupakan jumlah penduduk terbesar di Jawa Tengah. 

Potensi sumber daya manusia di Brebes dapat menjadi modal dasar pembangunan yang 

sangat penting bilamana kualitasnya ditingkatkan. Oleh karena itu, kualitas sumber daya 

manusia harus terus ditingkatkan agar mampu berpartsipasi aktif dalam mewujudkan 

Brebes yang sebagai daerah yang maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera. Wujud 

daerah tersebut, selain merupakan harapan tetapi juga merupakan tantangan yang harus 

disikapi dengan semangat kuat dan kerja keras. 

2. Sumber Daya Alam dan Lingkungan  

Kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati hingga saat ini masih 

menjadi modal pembangunan Kabupaten Brebes. Sehingga sumberdaya alam dan 

keanekaragaman hayati yang dimiliki harus dapat dipergunakan dan dimanfaatkan secara 

wajar dan bertanggungjawab. Modal dasar sumber daya alam ini terdiri dari sektor-sektor 

yang memberikan kontribusi tinggi bagi kemakmuran masyarakat. Sehingga sumber daya 

alam seperti bahan tambang galian dan sumberdaya alam lahan untuk pertanian, 

kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan harus dapat dipelihara dan dilestarikan 

secara berkelanjutan.  

3. Sumber Daya Sosial  

Modal sosial tidak dapat dilepaskan dari akar budaya yang terbentuk dari tradisi 

yang bersumber kepada kearifan local (local wisdom) dan agama. Agama dan budaya 

merupakan fondasi dari semua aspek kehidupan masyarakat dan juga merupakan faktor 
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pendorong utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Budaya 

ekonomi yang adil (distributive justice), tidak boros (efisien) dan terbuka (transparan) 

yang melekat pada semua elemen pemerintahan, para pelaku ekonomi dan masyarakat 

dapat mendorong aktivitas ekonomi daerah agar semakin maju, berdaya saing dan 

berkelanjutan. Budaya transparan diperlukan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat 

daerah dan keterbukaan komunikasi antara pemerintah dan rakyat melalui pendidikan 

politik yang demokratis sehingga proses demokratisasi yang sedang berlangsung tidak 

kebablasan. Kepercayaan, kekeluargaan, dan gotong royong merupakan warisan modal 

sosial dari leluhur yang dapat dijadikan sebagai salah satu modal dasar dalam 

melaksanakan pembangunan.  

4. Sumber Daya Buatan  

Modal fisik/infrastruktur baik infrastruktur ekonomi maupun sosial merupakan 

sistem pendukung yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. 

Jumlah, mutu dan kemudahan akses terhadap infrastruktur akan sangat berpengaruh 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara material maupun non material.  

5. Komitmen dan Partisipasi Pemangku Kepentingan Pembangunan 

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang disertai dengan pencanangan 

kebijakan otonomi daerah era baru, telah membawa perubahan yang mendasar bagi 

demokratisasi di bidang politik, ekonomi, dan pemerintahan. Perubahan tersebut juga 

akan mempengaruhi pembangunan politik di daerah. Kondisi politik di Brebes senantiasa 

dalam kondisi yang dinamis namun tetap kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Sifat 

masyarakat Jawa pada umumnya sangat kental tercermin dalam perilaku kehidupan 

masyarakat Brebes, dapat menjadi modal dasar dalam mendasari kehidupan politik 

daerah untuk selalu berkomitmen dan berpartisipasi dalam seluruh tahapan 

pembangunan.  
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BAB III 

ANALISIS ISU STRATEGIS DAERAH 

KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

3.1. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS 

Dalam rangka menemukan isu strategis daerah Kabupaten Brebes, maka dilakukan 

analisis lingkungan strategis daerah. Analisis lingkungan strategis daerah dilakukan dengan 

menggunakan metode analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat (SWOT Analysis), 

sebagai berikut:  

3.1.1. Lingkungan Internal  

1. Kekuatan (Strength) 

Beberapa kekuatan yang dimiliki Kabupaten Brebes dalam pembangunan dua 

puluh tahun kedepan dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Letak geografis yang luas dan sangat strategis dari Pantura Pulau Jawa hingga ke 

kawasan Selatan Jawa Tengah. 

b. Komitmen tinggi dan peran serta aktif stakeholders dalam pembangunan berbasis 

pada demokratisasi lokal dan kondusifitas daerah. 

c. Kondisi perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi 

kerakyatan. 

d. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang memadai didukung kualitas 

pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

e. Ketersediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah potensial dan prospektif. 

f. Kesadaran masyarakat yang tinggi untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan 

pengelolaan sumber daya alam. 

g. Kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah yang meningkat untuk 

mewujudfkan tata pemerintahan yang baik. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik, khususnya 

fasilitas pelayanan dasar. 
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b. Berkurangnya lahan produktif sebagai akibat alih fungsi lahan yang terus 

meningkat. 

c. Lemahnya kemampuan keuangan daerah, akibat belum optimalnya penggalian 

sumber-sumber pendapatan daerah. 

d. Terbatasnya akses akan bahan baku, modal, jaringan kemitraan, pasar, teknologi 

dari pelaku ekonomi kerakyatan. 

e. Peningkatan eksploitasi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menurunkan 

kualitas lingkungan. 

f. Kondisi perekonomian yang belum membaik berdampak pada peningkatan 

penganggur, penduduk miskin, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 

(PMKS). 

g. Keterbatasan lahan permukiman berdampak pada peningkatan penghuni liar pada 

lahan-lahan perkotaan. 

h. Penurunan kualitas dan cakupan pelayanan pengendalian jumlah penduduk. 

i. Belum stabilnya kontribusi sektor ekonomi strategis daerah bagi pertumbuhan 

daerah. 

3.1.2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal dari lingkungan strategis Kabupaten Brebes dalam dua puluh tahun yang 

akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Peluang (Opportunity) 

a. Partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan berbagai pelayanan 

publik. 

b. Potensi pengembangan perekonomian daerah berbasis pada kemitraan usaha 

antara pelaku ekonomi kuat dan lemah. 

c. Berkembangnya kepedulian lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk 

antisipasi pada kejadian bencana alam. 

d. Peningkatan komitmen dalam pemanfaatan fungsi lahan sesuai rencana tata ruang. 

e. Perbaikan kondisi perekonomian yang mendukung penanganan permasalahan sosial 

kemasyarakatan.  

f. Pengembangan kelestaruan lingkungan hidup dan sumber daya alam. 
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g. Besarnya tuntutan publik untuk penciptaan good governance dalam pemerintahan 

dan pelayanan publik.  

h. Peningkatan partisipasi politik dan wawasan kebangsaan serta kepatuhan 

masyarakat menjunjung supremasi hukum. 

2. Tantangan (Threat) 

a. Banyak regulasi otonomi daerah belum diikuti pengaturan lebih operasional 

berakibat ketidakpastian hukum di daerah. 

b. Peningkatan jumlah penduduk membutuhkan lahan, prasarana sarana, dan 

pelayanan publik yang memadai. 

c. Tuntutan peningkatan mutu pelayanan publik dan komiditi unggulan daerah dalam 

persaingan pasar yang kompetitif. 

d. Cukup banyak potensi aset daerah yang belum optimalkan bagi peningkatan 

kemajuan daerah. 

e. Adanya degradasi kualitas lingkungan akibat peningkatan aktivitas ekonomi, 

perubahan iklim dan pemanasan global. 

f. Penurunan komitmen dan partisipasi dalam penanganan pengendalian penduduk 

akibat tekanan perekonomian.  

g. Peningkatan penetrasi budaya negatif dari luar melalui media cetak maupun media 

elektronik. 

h. Pemahaman keliru atas demokrasi, HAM, dan otonomi berdampak pada euforia 

yang cenderung kontra produktif.  

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH 

Isu strategis daerah Kabupaten Brebes yang akan dihadapi dalam pembangunan jangka 

panjang daerah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Peningkatan komitmen stakeholders untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

berbagai pelayanan publik.  

2. Pengembangan perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis kemitraan pelaku 

ekonomi kuat dan lemah. 

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia diimbangi dengan 

perkembangan infrastruktur produksi dan publik yang memadai. 
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4. Pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah  melalui optimalisasi pemanfaatan 

potensi dan aset daerah. 

5. Peningkatan aktivitas perekonomian yang ramah lingkungan didukung kesadaran 

stakeholders untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan dan kepatuhan pada regulasi tata 

ruang. 

6. Pengembangan dinamika, kondusifitas, dan stabilitas pelaksanaan pembangunan bagi 

penanganan berbagai permasalahan sosial.  

7. Peningkatan tata pemerintahan didukung aparatur profesionanal dan partisipasi segenap 

komponen masyarakat, termasuk pemuda dan perempuan.  

8. Pengembangan komitmen pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemenuhan 

kebutuhan lahan, prasarana dan sarana, serta pelayanan publik yang memadai.  

9. Pengembangan kebijakan pro publik dan pro otonomi dalam kerangka 

mengoperasionalisasikan regulasi otonomi daerah. 

10. Optimalisasi perkonomian daerah untuk memenuhi mutu pelayanan dan produksi serta 

persaingan yang makin kompetitif. 

11. Pengembangan kebijakan untuk antisipasi kerusakan lingkungan dan kejadian bencana 

didukung kesadaran masyarakat yang tinggi. 

12. Pengembangan aneka usaha sektor unggulan daerah dengan berpedoman pada 

perencanaan teknis yang akurat. 

13. Pengembangan kondisi perekonomian yang kuat untuk mengatasi berbagai permasalahan 

kesejahteraan sosial. 

14. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dengan mengantisipasi berbagai pengaruh 

negatif budaya asing.  

15. Pengembangan kondusifitas daerah bagi aktivitas ekonomi dan non ekonomi untuk 

menekan isu terorisme dan instabilitas politik dan kamtibmas.  

16. Pengadaan prasarana dan sarana publik melibatkan partisipasi segenap pemangku 

kepentingan. 

17. Optimalisasi penggalian sumber-sumber pendapatan daerah untuk meningkatkan 

kemampuan keuangan daerah. 

18. Pengembangan kemitraan pelaku ekonomi kuat dan lemah untuk pengembangan 

perekonomian daerah berbasis kerakyatan. 
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19. Penataan pengembangan kawasan, pemerataan pembangunan, dan pengurangan 

kesenjangan untuk menekan peningkatan alih fungsi lahan produktif menjadi tidak 

produktif. 

20. Peningkatan kepedulian kelestarian lingkungan untuk mengurangi eksploitasi lingkungan 

dan sumber daya alam dan bencana alam.   

21. Pengembangan perekonomian daerah dengan meningkatkan peran sektor ekonomi 

strategis bagi pertumbuhan daerah. 

22. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk menggunakan kebijakan pendudukan yang 

bersifat persuasif dan proaktif. 

23. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengakomodasi tuntutan 

penyelengaraan pemerintahan secara bersih dan berwibawa. 

24. Peningkatan kinerja pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui optimalisasi 

pendayagunaan aset daerah. 

25. Pemerataan dan perluasan pelayanan dasar melalui penerapan dan peningkatan 

pelayanan prima aparatur pemerintah dan partisipasi swasta dan masyarakat. 

26. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian tata ruang dan lingkungan hidup melalui 

optimalisasi perencanaan dan antisipasi berbasis data dan partisipasi masyarakat. 
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BAB IV 

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

4.1. VISI 

Berdasarkan kondisi Kabupaten Brebes saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 

tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten 

Brebes dalam konstelasi, maka dirumuskan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes tahun 

2005-2025 adalah: 

“Brebes yang Madani, Maju, dan Sejahtera” 

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian harapan 

masyarakat Kabupaten Brebes. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk 

mengetahui tingkat kemadanian, kemajuan, dan kesejahteraan yang ingin dicapai.  

Selanjutnya, perlu diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan 

persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku 

kepentingan memiliki komitmen untuk bersinergi secara optimal untuk memberikan kontribusi 

bagi upaya pencapaiannya. 

Brebes. Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom  adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah 

otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi 

yang dimiliki. 

Madani. Madani adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, 

demokratis, dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas 

keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi 

berbagai permasalahan baik selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta 

mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non 

diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan 

kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga  swadaya untuk terlibat dalam 

pembangunan. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi 

madani adalah terpeliharanya eksistensi agama ataupun ajaran-ajaran yang ada dalam 

masyarakat; terpelihara dan terjaminnya keamanan dan ketertiban serta keselamatan; tegaknya 
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kebebasan berpikir yang jernih dan sehat; terbangunnya eksistensi kekeluargaan yang tenang 

dan tenteram  dengan penuh silaturrahmi dan tenggang rasa; terbangunnya kondisi daerah 

yang demokratis, santun, beradab serta bermoral tinggi; terbangunnya profesionalisme aparatur 

yang tinggi untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan 

bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan daerah. 

Maju. Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan 

keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non 

fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban 

tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada 

terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan 

pentingnya kerjasama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran 

tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu 

dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana 

pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya 

kesenjangan antar wilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya 

pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi 

kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung 

kondusifitas daerah. 

Sejahtera. Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu 

masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil); dengan kata 

lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata. 

Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi sejahtera adalah 

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif; 

tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; tingginya tingkat 

pendapatan perkapita penduduk; turunnya tingkat pengangguran terbuka; tersedianya 

infrastruktur yang memadai; turunnya jumlah penduduk miskin; tingginya kualitas sumber daya 

manusia; terpenuhinya hak sosial masyarakat atas akses pada pelayanan dasar; tingginya 

tingkat Indeks Pembangunan Manusia; tertatanya perlindungan dan kesejahteraan sosial, 

keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olah raga; tingginya kualitas kehidupan beragama; 

tingginya peranan perempuan dalam pembangunan.  

4.2. MISI 

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan daerah sebagai berikut:  
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1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal. 

Makin kuatnya karakter masyarakat yang berbasis pada agama dan nilai-nilai budaya, 

sehingga menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, 

bermoral, beretika  berdasarkan pada falsafah Pancasila, yang akhirnya mampu berpikir, 

bersikap, dan bertindak sebagai manusia yang tangguh, kompetitif, berbudi luhur, 

bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, menjunjung nilai-nilai luhur budaya 

bangsa, mengedepankan kearifan lokal, dan selalu berkembang secara dinamis. 

2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Makin meningkatnya kualitas pembangunan manusia, yang ditunjukkan dengan semakin 

tingginya tingkat pendidikan, meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak; 

baiknya derajat kesehatan masyarakat didukung kemudahan akses, pemerataan dan 

mutu pelayanan kesehatan; menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang; meningkatnya daya saing sumber daya 

manusia pada kompetisi nasional dan global; berkurangnya kuantitas dan kualitas 

penyandang masalah kesejahteraan sosial; tercapainya penduduk tumbuh seimbang; 

meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; berkurangnya tingkat 

pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin; meningkatnya kesadaran dan 

kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku; dan mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung 

oleh penegakan HAM. 

3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif. 

Makin meningkatnya nilai dan etika aparatur pemerintah; meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan tata pemerintahan; meningkatnya profesionalisme aparatur daerah; 

meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang 

berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat; berkembangnya sistem dan iklim 

demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik; meningkatnya kemampuan dan 

kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah; kuatnya kelembagaan lokal 

yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam 

pembangunan daerah; meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; meningkatnya 

komitmen, dukungan, dan partisipasi stakeholders dalam mempercepat upaya 

peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan pelayanan umum.  
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4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis 

pada potensi keunggulan lokal. 

Makin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan 

pendapatan perkapita penduduk; membaiknya struktur perekonomian yang kokoh 

berlandaskan keunggulan lokal hingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas yang 

berdaya saing global dan menjadi motor penggerak perekonomian; meningkatnya kualitas 

dan kuantitas pelayanan publik; meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis 

pada ketahanan pangan; optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya 

saing tinggi sebagai sumber-sumber kekayaan daerah; meningkatnya kemampuan daerah 

dan masyarakat (termasuk pengusaha) dalam penyediaan lapangan kerja. 

5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan 

sarana daerah. 

Makin meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur atau 

prasarana sarana wilayah yang andal; meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas faktor-

faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi; terbukanya isolasi daerah 

hingga terbentuknya pusat atau kawasan pertumbuhan baru; terpenuhinya kebutuhan 

perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya; 

terpenuhi dan meratanya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh 

wilayah perdesaan dan perkotaan. 

6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. 

Makin meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian 

lingkungan hidup; peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup 

yang ramah lingkungan; peningkatan kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya 

pengurangan laju pemanasan global; meningkatnya kualitas dan pengelolaan kekayaan 

keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya 

saing, dan modal pembangunan daerah; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan 

perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta 

mengurangi resiko bencana alam.  
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BAB V 

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN BREBES TAHUN 2005-2025 

 

Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes tahun 2005-2025 adalah 

mewujudkan daerah dan masyarakat Kabupaten Brebes yang madani, maju, dan sejahtera 

sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

5.1. SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Sebagai ukuran tercapainya Kabupaten Brebes yang madani, maju, dan sejahtera, maka 

pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran 

pokok sebagai berikut. 

5.1.1. TERWUJUDNYA PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL  

Pencapaian sasaran pokok pertama (misi pertama) pembangunan jangka panjang ditandai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Agama. Sasaran pembangunan bidang keagamaan adalah: a) meningkatnya keimanan 

dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa, b) meningkatnya toleransi 

antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam melaksanakan 

pembangunan, c) meningkatnya moral dan etika masyarakat dalam membendung arus 

budaya global negatif.  

2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Sasaran pembangunan kesatuan bangsa dan 

politik adalah: a) meningkatnya kesadaran sosial dan politik akan pentingnya toleransi, 

keterbukaan, keharmonisan, dan kedamaian, b) meningkatnya efektifitas dan optimalisasi 

peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, dan dinamisator bidang sosial politik, c) 

mantapnya struktur politik dan melembaganya demokrasi ditingkat lokal, d) meningkatnya 

kehidupan sosial kemasyarakatan yang menitikberatkan pada kesadaran sosial, wawasan 

kebangsaan dan partisipasi masyarakat pembangunan, e) meningkatkan kualitas dan 

kuantitas relasi maupun jaringan kerjasama antara partai politik, Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM), Ormas Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan 

(OKP) yang ada di Kabupaten Brebes, f) terciptanya konsistensi kebijakan dan regulasi, 

revitalisasi kelembagaan, dan sumber daya manusia pilihan yang handal sehingga mampu 

menjamin stabilitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan. 
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3. Hukum dan Kamtibmas  

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Sasaran pembangunan hukum dan 

peraturan perundang-undangan adalah: a) meningkatnya kepastian hukum, perlindungan 

hukum, kesadaran hukum serta pelayanan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran 

bagi masyarakat, b) meningkatnya profesionalisme aparat penegak hukum berdasar pada 

asas bersih, jujur dan adil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, 

teratur, lancar serta berdaya saing.  

Keamanan dan Ketertiban. Sasaran pembangunan keamanan dan ketertiban adalah: a) 

terpeliharanya kondisi keamanan ketertiban yang kondusif yang bersifat antisipatif, 

persuasif, dan preventif, b) meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat 

pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk 

mewujudkan daerah yang aman, tertib, tentram dan damai. 

5.1.2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

Pencapaian sasaran pokok kedua (misi kedua) pembangunan jangka panjang ditandai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Pendidikan. Sasaran pembangunan pendidikan adalah: a) meningkatnya akses pendidikan 

dengan terwujudnya kesempatan bagi setiap penduduk untuk dapat mengenyam 

pendidikan, b) meningkatnya mutu pendidikan dengan pemberian keterampilan dan 

keahlian tambahan bagi para lulusan program pendidikan, c) meningkatnya sarana dan 

prasarana pendidikan formal dan non formal, d) terwujudnya penataan kembali SMK guna 

merealisasikan program kesepadanan dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat 

serta pendidikan vokasional (70 persen SMK dan 30 persen SMA), e) meningkatnya 

pencitraan dan akuntabilitas publik pendidikan. 

2. Kesehatan. Sasaran pembangunan kesehatan adalah: a) terciptanya masyarakat yang 

sehat jasmani dan rohani, b) Meningkatnya upaya kesehatan dalam mewujudkan derajat 

kesehatan yang optimal, c) terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang 

berkulitas, d) terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat 

terutama masyarakat yang tidak mampu, e) meningkatnya pemberdayaan dan partisipasi 

masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, f) Meningkatnya 

kualitas kesehatan lingkungan. 

3. Pemuda dan Olah Raga. Sasaran pembangunan pemuda dan olah raga adalah: a) 

terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan bertaqwa, 

mandiri, inovatif, dan kreatif, b) meningkatnya kualitas dan partisipasi pemuda dalam 
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pembangunan, c) meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan 

kebangsaan, d) berkembangnya budaya berolah raga bagi masyarakat, e) meningkatnya 

prestasi olah raga, f) meningkatnya sarana prasarana olah raga. 

4. Kependudukan dan Catatan Sipil. Sasaran pembangunan kependudukan dan catatan sipil 

adalah: a) terkendalinya laju pertumbuhan dan persebaran penduduk sehingga 

kesejahteraan keluarga menjadi meningkat, b) mantapnya kualitas penataan administrasi 

kependudukan.  

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sasaran pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak adalah: a) makin kuatnya kelembagaan, 

pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, b) terjaminnya keadilan gender 

dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik, c) 

meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, d) menurunnya 

jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan. 

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sasaran pembangunan keluarga berencana 

dan keluarga sejahtera adalah: a) meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan 

kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif, b) terbentuknya keluarga 

kecil berkualitas yang harmonis dan sejahtera.  

7. Sosial. Sasaran pembangunan sosial adalah: a) terwujudnya ketahanan sosial yang 

mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang 

masalah kesejahteraan sosial, b) meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, 

fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial, c) terwujudnya 

penanggulangan kemiskinan berbasis pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan 

hak-hak dasar rakyat berdasarkan prinsip kesetaraan dan non diskriminatif. 

8. Kebudayaan. Sasaran pembangunan kebudayaan adalah: a) berkembangnya seni dan 

budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar dari warisan lelulur, b) 

kuatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat, c) 

meningkatnya jumlah dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni 

budaya daerah, d) terbentuknya karakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap 

berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam 

dinamika pergaulan regional dan internasional. 

9. Perpustakaan. Sasaran pembangunan perpustakaan adalah: a) terwujudnya 

perkembangan minat baca dan tulis di kalangan masyarakat, b) tersedianya prasarana 

dan sarana pelayanan perpustakaan hingga ke pelosok daerah.  
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5.1.3. TERWUJUDNYA TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DEMOKRATIS, DAN PARTISIPATIF 

Pencapaian sasaran pokok ketiga (misi ketiga) pembangunan jangka panjang ditandai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Perencanaan Pembangunan. Sasaran pembangunan perencanaan pembangunan adalah: 

a) tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan 

antar daerah, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat 

dan dinamika politik lokal, b) meningkatnya efektivitas aplikasi perencanaan 

pembangunan multi sektor bagi pemecahan berbagai permasalahan daerah, c) 

meningkatnya kualitas dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah oleh 

sumber daya manusia dan lembaga pada tingkat pemerintah dan non pemerintah.   

2. Komunikasi dan Informatika. Sasaran pembangunan komunikasi dan informatika adalah: 

a) terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi masyarakat sehingga 

kelancaran komunikasi dapat lebih terjamin, b) terbangunnya jaringan e-gov guna 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan. 

3. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian.  

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Sasaran pembangunan otonomi daerah dan 

pemerintahan umum adalah : a) terlaksananya seluruh urusan yang menjadi kewajiban 

pemerintah daerah, b) meningkatnya konsistensi kebijakan pemerintah dalam 

pelaksanaan otonomi daerah.  

Keuangan Daerah. Sasaran pembangunan keuangan daerah adalah: a) meningkatnya 

pendapatan asli daerah, b) terciptanya sistem pengelolaan daerah yang mampu 

mendorong terciptanya tertib administrasi keuangan daerah, c) terkelolanya aset daerah 

secara efisien dan produktif yang mampu memberikan pemasukan bagi daerah. 

Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan perangkat daerah adalah: a) terciptanya 

organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat, b) meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada 

kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah. 

Kepegawaian Daerah. Sasaran pembangunan kepegawaian daerah adalah: a) 

terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima 

sesuai tuntutan masyarakat, b) terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak 

perencanaan, pembinaan sampai pemberhentian pegawai, c) terlaksananya manajemen 

kepegawaian yang mampu memberikan motivasi dan kesejahteraan pegawai. 
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Pengawasan Daerah. Sasaran pembangunan pengawasan daerah adalah : a) terciptanya 

sistem pengawasan pembangunan yang efektif yang mampu mengurangi kebocoran 

anggaran dan penyimpangan pelaksanaan pembangunan, b) terciptanya aparatur 

pengawasan yang mempunyai integritas dan kapabiltas yang tinggi. 

Penelitian dan Pengembangan. Sasaran pembangunan penelitian dan pengembangan 

adalah : a) terlaksananya penelitian yang mampu manghasilkan teknologi tepat guna 

yang bisa diaplikasikan serta memberikan kotribusi terhadap kehidupan masyarakat , b) 

tersedianya hasil kajian strategis dan aplikatif atas berbagai permasalahan pokok daerah. 

4. Statistik. Sasaran pembangunan statistik adalah : a) tersusunnya data statistik yang 

lengkap, valid dan up to date yang mampu memenuhi kebutuhan internal birokrasi dan 

masyarakat, b) terbangunnya mekanisme dan sistem pusat data dan informasi daerah. 

5. Kearsipan. Sasaran pembangunan kearsipan adalah : a) terciptanya sistem kearsipan dan 

dokumentasi yang efektif dan efisien serta mampu memenuhi kebutuhan internal 

organisasi dan masyarakat, b) berkembangnya peran strategis kearsipan bagi 

pengambilan kebijakan pemerintah daerah. 

5.1.4. TERWUJUDNYA PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERBASIS PADA 

POTENSI KEUNGGULAN LOKAL 

Pencapaian sasaran pokok keempat (misi keempat) pembangunan jangka panjang 

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi. Sasaran pembangunan perekonomian daerah adalah : a) 

terwujudnya perekonomian daerah yang tumbuh dengan signifikan ditopang oleh kuatnya 

struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor atau lapangan usaha unggulan 

daerah, b) terwujudnya pengembangan ekonomi daerah yang menekankan pada peran 

strategis pelaku ekonomi kerakyatan didukung sinergitas antara pelaku ekonomi kuat dan 

lemah, c) kuatnya peranan sektor basis daerah yang dikelola secara efisien untuk 

menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak 

perekonomian, d) berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru pada tingkat 

perdesaan yang berbasis cluster usaha secara terintegrasi dari hilir ke hulu, f) meratanya 

pengembangan prasarana dan sarana perekonomian daerah, meningkatkan aksesibilitas 

dan mobilitas ekonomi masyarakat, yang berdampak pada pengurangan tingkat 

kesenjangan antar wilayah. 
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2. Penanaman Modal. Sasaran pembangunan penanaman modal adalah : a) tumbuhnya 

perekonomian daerah dengan mengembangkan iklim usaha yang kondusif, b) terjaminnya 

kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, c) terpenuhinya 

sarana prasarana pendukung investasi.  

3. Koperasi dan UKM. Sasaran pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah adalah : a) 

terciptanya ekonomi kerakyatan yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus 

pasar global dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku 

usaha, b) berkembangnya rumpun industri, mempercepat alih teknologi, dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, c) meningkatnya kapasitas usaha dan 

keterampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, 

perlindungan, dan pembinaan usaha.  

4. Ketenagakakerjaan. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan adalah : a) meningkat dan 

berkembangnya keterampilan tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya 

saing, b) meningkatnya perluasan kesempatan kerja sejalan dengan perbaikan kondisi 

perekonomian.  

5. Ketahanan Pangan. Sasaran pembangunan ketahanan pangan adalah : a) terciptanya 

swasembada pangan, b) meningkatnya efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor 

sektor pertanian, c) terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat 

rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau. 

6. Perhubungan. Sasaran pembangunan perhubungan adalah : a) tersedianya berbagai 

fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi 

dan non ekonomi, b) terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah, 

c) meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan pada kawasan-

kawasan sentra industri.  

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sasaran pembangunan pemberdayaan masyarakat 

dan desa adalah : a) meningkatnya pemantapan kelembagaan serta pengembangan 

partisispasi dan keswadayaan masyarakat, b) meningkatnya pemantapan kehidupan sosial 

budaya masyarakat, c) berkembangnya usaha ekonomi masyarakat, d) meningkatnya 

pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan, e) meningkatknya 

pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat, dan f) meningkatnya 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.  
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8. Kelautan dan Perikanan. Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan adalah : a)  

meningkatnya produksi secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan, b) dihasilkannya produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan 

agroindustri, guna menjamin ketersediaan pangan, c) meningkatnya jangkauan 

pemasaran sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. 

9. Pertanian. Sasaran pembangunan pertanian dalam arti luas adalah : a) meningkatnya 

produksi yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin 

ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran, b) 

menguatnya sistem agribisnis dan agroindustri  sebagai motor penggerak yang didukung 

oleh kegiatan pertanian yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan 

berkelanjutan agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh, c) meningkatnya daya 

saing produk di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi 

daerah, d) terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan 

mengembangkan produktivitas pertanian dalam negeri,  yang  mampu menjamin 

pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, 

mutu, maupun harga yang terjangkau dengan tetep mempertahakan keseimbangan 

lingkungan. 

10. Kehutanan. Sasaran pembangunan kehutanan adalah : a) makin optimalnya pemanfaatan 

potensi sumber daya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, b) 

meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan, c) 

meningkatnya daya dukung sumber daya hutan dalam pembangunan berkelanjutan 

dengan meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.  

11. Energi dan Sumber Daya Mineral. Sasaran pembangunan energi dan sumber daya mineral 

adalah : a) berkembangnya sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan 

pelayanan listrik, b) meningkatnya rasio elektrifikasi melalui perluasan cakupan layanan 

energi listrik bagi masyarakat perdesaan, c) ketersediaan kecukupan energi bagi industri 

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta pemenuhan energi listrik untuk 

industri yang ada melalui perluasan jaringan distribusi, d) meningkatnya upaya 

pengembangan sumber energi alternatif.  

12. Pariwisata. Sasaran pembangunan pariwisata adalah : a) terwujudnya pengembangan 

obyek wisata dan peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata, b) terwujudnya 

manajemen pengelolaan pariwisata yang handal dan profesional, c) meningkatnya 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan 

kesempatan kerja, d) berkembangnya potensi wisata dengan memanfaatkan keragaman 

pesona berbagai potensi wisata daerah. 
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13. Industri. Sasaran pembangunan industri adalah : a) kuatnya basis industri yang 

mempunyai daya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, b) meningkatnya peran 

industri unggulan daerah sebagai modal penggerak perekonomian daerah, c) 

meningkatnya peran sektor industri kecil dan menengah terhadap struktur industri 

sehingga terjadi keseimbangan peran antara industri besar dengan industri kecil dan 

menengah. 

14. Perdagangan. Sasaran pembangunan perdagangan adalah : a)  meningkatnya transaksi 

perdagangan produk-produk sektor unggulan daerah, b) terjaganya distribusi dan 

ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah perdesaan dengan harga 

yang terjangkau. 

15. Ketransmigrasian. Sasaran pembangunan ketransmigrasian adalah : a) meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, b) meningkatnya 

rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai keragaman suku dan budaya, c) 

meningkatnya animo masyarakat untuk bertransmigrasi, d) meningkatnya hubungan 

kerjasama antar pemerintah daerah dalam proses penyerapan hingga penempatan 

transmigran.  

5.1.5. TERWUJUDNYA PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA 

DAERAH 

Pencapaian sasaran pokok kelima (misi kelima) pembangunan jangka panjang ditandai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Pekerjaan Umum. Sasaran pembangunan pekerjaan umum adalah : a) tercapainya 

percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan 

unggulan daerah, b) tercapainya pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan 

sarana wilayah yang kompak, terpadu dan berkesinambungan, c) tercapainya 

peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana 

wilayah.  

2. Perumahan. Sasaran pembangunan perumahan adalah : a) terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat akan perumahan yang layak, sehat dan murah, b) tersedianya jaringan 

infrastruktur dan suprastruktur pendukung perumahan yang memadai, handal, murah, 

aman, nyaman dan terintegrasi baik antar wilayah maupun antar sektor, c) tercapainya 

peningkatan peran masyarakat dan swasta dalam penyediaan perumahan.  
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5.1.6. TERWUJUDNYA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG 

MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

Pencapaian sasaran pokok keenam (misi keenam) pembangunan jangka panjang ditandai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Lingkungan Hidup. Sasaran pembangunan lingkungan hidup adalah : a) meningkatnya 

kesadaran dan partisipasi aktif dari semua komponen masyarakat akan pentingnya 

pembangunan berkelanjutan, b) meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan 

sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup, c) terwujudnya 

kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan 

lingkungan hidup.  

2. Penataan Ruang. Sasaran pembangunan penataan ruang adalah : a) mantapnya peranan 

dokumen rencana tata ruang yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah 

sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan wilayah, b) efektifnya langkah-langkah 

yang tegas dan konsisten dalam penegakkan peraturan perundang-undangan tentang tata 

ruang. 

3. Pertanahan. Sasaran pembangunan pertanahan adalah : a) terwujudnya keserasian, 

kelestarian dan optimalisasi tata guna lahan sesuai dan konsisten dengan potensi dan 

daya dukung wilayah serta mempertimbangkan keserasian pembangunan wilayah 

sekitarnya, b) terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif 

serta dapat melaksanakan penegakan hukum secara efektif. 

5.2. ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 

Untuk mencapai kondisi yang diinginkan yaitu Kabupaten Brebes yang madani, maju, dan 

sejahtera, maka dirumuskan arah pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes 

selama kurun waktu 20 tahun mendatang sebagai berikut:  

5.2.1. MEWUJUDKAN PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA DAN KEARIFAN LOKAL  

1. Agama. Pembangunan bidang keagamaan diarahkan pada : a) peningkatan moral dan 

menanamkan nilai keagamaan dalam kehidupan di masyarakat. Kondisi ini diharapkan 

mampu menghindarkan masyarakat dari masalah-masalah sosial dan ekonomi, 

penyalahgunaan wewenang, penggunaan obat-obat terlarang, pornografi, dan pornoaksi 

serta masalah-masalah kriminalitas lainnya, b) peningkatan toleransi antar umat 

beragama. Kondisi ini diharapkan akan mendorong harmonisasi sosial dan hubungan 

intern dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. 
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2. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pembangunan bidang kesatuan bangsa dan 

politik diarahkan pada : Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik dengan baik dan benar. Kondisi ini dapat dicapai dengan melakukan pendidikan 

politik yang dilakukan dengan bekerjasama dengan partai politik dan Lembaga Swadaya 

Masyarakat (LSM).  

3. Hukum dan Kamtibmas.  

Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Pembangunan bidang hukum dan peraturan 

perundang-undangan diarahkan pada : Peningkatan penegakan hukum yang dilandasi 

prinsip-prinsip keadilan terutama dalam menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. 

Kondisi ini dapat dicapai disertai dengan peningkatan kualitas produk hukum daerah 

sesuai kewenangan yang dimiliki dan peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap 

produk hukum daerah. 

4. Keamanan dan Ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban diarahkan 

pada : a) peningkatan keamanan dan ketertiban daerah secara kondusif, dan b) 

pengembangan sistem keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Kondisi ini 

diharapkan mampu untuk memunculkan tindakan yang persuasif, antisipatif, dan preventif 

terhadap setiap kemungkinan yang akan mengganggu keamananan dan ketertiban 

daerah berbasis pada kerjasama antar aparat dan masyarakat. 

5.2.2. MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA 

1. Pendidikan. Pembangunan pendidikan diarahkan pada : a) Peningkatan kualitas 

pendidikan formal dan non formal penduduk, diupayakan sampai serendah-rendahnya 

tingkat menengah, b) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang 

memadai dengan kualitas baik, c) Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, baik guru 

negeri, swasta, maupun madrasah, d) Peningkatan kualitas pendidikan prasekolah dan 

pendidikan non formal, e) Peningkatan dan pengembangan sekolah kejuruan diarahkan 

untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan menciptakan lapangan kerja mandiri 

(pendidikan vokasional, 70 persen SMK dan 30 persen SMA), f) Peningkatan manajemen 

pengelolaan sekolah melalui upaya optimalisasi penerapan manajemen sekolah, h) 

Peningkatan pendidikan kedinasan di lingkungan pemerintah agar pegawai ataupun calon 

pegawai negeri mempunyai kualitas kemampuan dan profesionalisme yang tinggi , i) 

Peningkatan pengembangan dan aplikasi iptek diberbagai bidang. 

2. Kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan diarahkan pada : a) Peningkatan derajat 

kesehatan masyarakat yang dilihat dari berbagai indikator kesehatan masyarakat, b) 

Peningkatan dan perluasan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan, c) Peningkatan 
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sarana dan prasarana kesehatan hingga ke pelosok perdesaan, d) Peningkatan kuantitas 

dan kualitas tenaga kesehatan, e) Peningkatan jaminan kesehatan dan pembiayaan serta 

anggaran kesehatan, f) Peningkatan promosi kesehatan dalam penyebarluasan informasi 

dan pendidikan kesehatan, g) Peningkatan kebijakan dan manajemen pembangunan 

kesehatan, h) Peningkatan penanganan kondisi bencana wabah penyakit.  

3. Pemuda dan Olah Raga. Pembangunan pemuda dan olah raga diarahkan pada : a) 

Peningkatan pengembangan mental, sikap dan perilaku pemuda yang beriman dan 

bertaqwa, beretos kerja tinggi, mandiri, inovatif, dan kreatif, b) Peningkatan kapasitas 

lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan sehingga dapat memberikan 

kontribusi konstruktif dalam pembangunan, c) Peningkatan pengembangan budaya 

berolah raga bagi masyarakat, d) Peningkatan dan pengembangan olah raga prestasi 

melalui pengembangan sarana prasarana olah raga disertai dengan perbaikan kinerja 

manajemen olah raga daerah. 

4. Kependudukan dan Catatan Sipil. Pembangunan kependudukan diarahkan pada : a)  

Peningkatan pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk serta 

mewujudkan keluarga sejahtera, sehingga terciptanya kondisi kependudukan yang 

terkendali dan kesejahteraan keluarga yang meningkat, b) Peningkatan pelayanan 

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif 

menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas yang harmonis dan sejahtera didukung 

oleh tertatanya administrasi kependudukan.  

5. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada : a) Peningkatan perkuatan 

kelembagaan, pangarusutamaan gender dan anak dalam pembangunan, b) Peningkatan 

jaminan keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan 

kebijakan publik untuk memberikan lebih besar peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan, c) Peningkatan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi 

terhadap perempuan. 

6. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Pembangunan keluarga berencana dan 

keluarga sejahtera diarahkan pada : a) Peningkatan pengendalian jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, b) 

Peningkatan penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai 

dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, c) Peningkatan pelayanan keluarga 

miskin. 
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7. Sosial. Pembangunan sosial diarahkan pada : a) Peningkatan penanggulangan kemiskinan 

melalui pengurangan beban pengeluaran konsumsi kelompok miskin dan peningkatan 

produktivitas masyarakat miskin, b) Peningkatan status sosial ekonomi keluarga pra 

sejahtera hingga memiliki derajat kehidupan yang layak diatas garis kemiskinan, c) 

Peningkatan penanganan permasalahan penduduk penyandang masalah kesejahteraan 

sosial melalui upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan, rehabilitasi dan 

pemberdayaan masyarakat dengan didukung oleh sistem perlindungan sosial, termasuk 

penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai, pengembangan sistem jaminan sosial 

bagi seluruh masyarakat. 

8. Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan diarahkan pada : a) Peningkatan pelestarian dan 

pengembangan nilai-nilai budaya lokal yang mengakar dari warisan lelulur untuk 

membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang bermartabat, b) Peningkatan jumlah 

dan kegiatan seni budaya daerah serta meningkatnya peminat seni budaya daerah.  

9. Perpustakaan. Pengembangan bidang perpustakaan diarahkan pada : a) Peningkatan 

minat baca masyarakat dalam rangka mencerdaskan bangsa, b) Peningkatan kuantitas 

dan kualitas prasarana dan sarana perpustakaan hingga ke pelosok daerah. 

5.2.3. MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, DEMOKRATIS, DAN PARTISIPATIF 

1. Perencanaan Pembangunan. Pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan pada : 

a) Peningkatan integrasi perencanaan pembangunan antar waktu, antar wilayah maupun 

dengan perencanaan pembangunan tingkat provinsi dan nasional dengan berdasarkan 

pada dengan sistem dan mekanisme sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan, b) 

Peningkatan peran strategis perencanaan pembangunan dalam menunjang pencapaian 

visi dan misi pembangunan daerah, c) Peningkatan kualitas dan kuantitas perencanaan 

sektoral bagi pengambilan kebijakan strategis daerah, d) Peningkatan peran serta 

pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah hingga tahap 

evaluasi pembangunan daerah. 

2. Komunikasi dan Informatika. Pembangunan komunikasi dan Informasi diarahkan pada : a)  

Peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi baik masyarakat 

maupun pemerintah daerah sehingga mampu memperlancar komunikasi dan arus 

informasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, b) Peningkatan efektifitas 

dan efisiensi pemerintahan melalui pengembangan jaringan e-gov sampai kepelosok 

daerah yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.  
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3. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian.  

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum. Pembangunan otonomi daerah diarahkan 

pada : a) Peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan kewenangan pemerintahan 

yang dimiliki, b) Peningkatan konsistensi kebijakan otonomi daerah yang berorientasi 

pada kesejahteraan masyarakat, c) Peningkatan pelaksanaan kualitas dan keterjangkauan 

pelayanan dasar bagi masyarakat. 

Perangkat Daerah. Pembangunan perangkat daerah diarahkan pada : a) Peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip-prinsip good 

governance, b) Peningkatan kapasitas kelembagaan secara berkala melalui aplikasi 

evaluasi kelembagaan perangkat daerah.  

Keuangan Daerah. Pembangunan keuangan daerah diarahkan pada : a) Peningkatan 

pendapatan asli daerah sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran daerah, b) 

Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu menciptakan tertib 

administrasi keuangan daerah, c) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan 

kelembagaan pengelola keuangan daerah.  

Kepegawaian Daerah. Pembangunan bidang kepegawaian daerah diarahkan pada : a) 

Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah yang dilakukan dengan 

perbaikan pembinaan kepegawaian, b) Peningkatan peran aparatur pemerintah daerah 

sebagai motivator dan dinamisator serta katalisator pembangunan melalui 

penyelenggaraan pelayanan publik yang prima. 

Pengawasan Daerah. Pembangunan bidang pengawasan daerah diarahkan pada : a) 

Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang dapat mendeteksi penyimpangan 

dalam pelaksanaan pembangunan baik dana, personil maupun penggunaan sumber daya 

lainnya, b) Peningkatan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan yang profesional yang 

mempunyai integritas dan kapabilitas yang lebih baik. 

Penelitian dan Pengembangan. Pembangunan bidang penelitian dan pengembangan 

diarahkan pada : a) Peningkatan aktifitas penelitian yang hasilnya dapat bermanfaat bagi 

pengembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, b) Peningkatan fasilitasi dan 

bantuan penelitian dari pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi pihak swasta, 

melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian kepada seluruh masyarakat luas. 
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4. Statistik. Pembangunan bidang statistik diarahkan pada : a) Peningkatan kuantitas dan 

kualitas data statistik yang dapat mendukung kebutuhan pengambilan keputusan dan 

masyarakat, b) Peningkatan kerjasama dan koordinasi antara BPS dengan Pemerintah 

Daerah, c) Peningkatan pengembangan pusat data dan informasi daerah. 

5. Kearsipan. Pembangunan bidang kearsipan diarahkan pada : a) Peningkatan sistem 

kearsipan dan dokumentasi yang handal sehingga dapat mendukung sistem pengambilan 

keputusan pemerintah daerah secara keseluruhan, b) Peningkatan pelayanan kearsipan 

dan dokumentasi yang lebih baik bagi kebutuhan masyarakat luas didukung dengan 

perbaikan sarana dan prasarana serta pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah 

daerah. 

5.2.4. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG MAJU DAN BERDAYA SAING BERBASIS PADA 

POTENSI KEUNGGULAN LOKAL 

1. Kondisi dan Struktur Ekonomi. Pembangunan perekonomian daerah diarahkan pada : a) 

Pengembangan perekonomian berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan 

sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan masyarakat sehingga 

terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat, b) Pengembangan 

perekonomian berorientasi dan berdaya saing global melalui transformasi bertahap dari 

perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumberdaya alam melimpah menjadi 

perekonomian yang berbasis keunggulan kompetfitif, c) Pengembangan kelembagaan 

ekonomi sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip 

kepemerintahan yang baik, d) Penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan 

sektor basis ekonomi daerah sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan 

pertanian dalam arti luas yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan 

berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, e) Pengembangan bidang jasa 

sesuai agar mampu mendukung secara efektif peningkatan daya saing daerah.  

2. Penanaman Modal. Pembangunan penanaman modal diarahkan pada : a) Pengembangan 

iklim investasi ramah lingkungan melalui pemilihan teknologi industri ramah lingkungan 

dan penegakan peraturan lingkungan hidup, b) Peningkatan pemenuhan sarana prasarana 

pendukung investasi, dan menjamin kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem 

pelayanan investasi, penyediaan informasi yang dibutuhkan, memfasiltasi kerjasama 

usaha, percepatan penyelesaian perijinan investasi, c) Pengembangan dan beragamnya 

lembaga keuangan di daerah akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi 

investasi di daerah. 



RPJPD Kabupaten Brebes 2005 - 2025  94 
 

3. Koperasi dan UKM. Pembangunan koperasi dan UKM diarahkan pada : a) Peningkatan 

koperasi dan UKM sebagai pelaku ekonomi yang berdaya saing, b) Peningkatan 

perubahan struktur perekonomian yang sejalan dengan modernisasi agribisnis dan 

agroindustri, c) Peningkatan pembinaan usaha koperasi dan UKM. 

4. Ketenagakakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan diarahkan pada : a) Peningkatan 

perluasan lapangan dan kesempatan kerja, peningkatan kualitas, kesejahteraan, 

perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kemandirian tenaga kerja yang berwawasan 

wirausaha sehingga mampu bersaing di era global, b) Pengembangan keterampilan 

tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilakukan melalui 

pendidikan dan pelatihan teknis sesuai dengan tuntutan pasar kerja, serta pengembangan 

dan pemerataan lembaga-lembaga pelatihan tenaga kerja. 

5. Ketahanan Pangan. Pembangunan ketahanan pangan diarahkan pada : a) Pengembangan 

sistem ketahanan pangan sampai pada kemampuan untuk menjaga kemandirian, b) 

Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan 

kebutuhan pangan ditingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu 

dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan 

yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. 

6. Perhubungan. Pembangunan perhubungan diarahkan pada : a) Penyediaan, 

pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan sarana perhubungan untuk menunjang 

kelancaran pembangunan ekonomi dan non ekonomi serta pengembangan kawasan 

perdesaan yang menghubungkan perdesaan dan perkotaan dan pada kawasan sentra 

industri, b) Pengembangan sinkronisasi dan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan 

kebijakan rencana tata ruang wilayah untuk meningkatkan keterpaduan dengan sistem 

jaringan prasarana lainnya. 

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa 

diarahkan pada : a) Pengembangan modal sosial dan SDM yang belum tergali potensinya, 

b) Pengembangan institusi masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada dengan 

melaksanakan kegiatan yang dikelola secara mandiri, demokratis, transparan dan 

akuntabel, c) Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan 

kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis.  

8. Kelautan dan Perikanan. Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada : 

a) Peningkatan produksi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan 

petani ikan, b) Peningkatan kelestarian lingkungan perikanan dan kelautan, c) 

Pengembangan manajeman usaha sehingga mampu meningkatkan daya saing dan 

memanfaatkan peluang pasar. 
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9. Pertanian. Pembangunan pertanian dalam arti luas diarahkan pada : a) Peningkatan iklim 

usaha yang kondusif melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian, 

pengembangan agribisnis dan pelayanan masyarakat, b) Pengembangan teknologi 

pertanian yang mendukung peningkatan produksi dan pengendalian mutu hasil pertanian 

dengan memanfaatkan sumberdaya pertanian secara seimbang dan berkelanjutan, guna 

mendukung peningkatan ketahanan pangan, c) Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan 

nilai tambah pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan 

mengembangkan agribisnis yang efisien, melalui pengembangan dan penggunaan bibit-

bibit unggul, pengembangan manajemen pertanian dan keterampilan petani sehingga 

mampu meningkatkan daya saing, merespon permintaan pasar dan memanfaatkan 

peluang usaha, d) Peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan masyarakat, upaya 

pengentasan kemiskinan secara terarah serta perlindungan terhadap sistem perdagangan 

dan persaingan yang tidak adil. 

10. Kehutanan. Pembangunan kehutanan diarahkan pada : a) Peningkatan pengelolaan 

sumber daya kehutanan dan perkebunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya 

tampung untuk mencapai efisiensi secara ekonomis dan ekologis dengan menerapkan 

teknologi ramah lingkungan disertai dengan efektivitas penegakan hukum di bidang 

kehutanan dan perkebunan, b) Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan 

potensi sumberdaya hutan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan 

partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan 

daya dukung sumberdaya hutan dalam pembangunan berkelanjutan dengan 

meningkatkan rehabilitasi peran dan fungsi hutan melalui upaya konservasi.  

11. Energi dan Sumber Daya Mineral. Pembangunan energi dan sumber daya mineral 

diarahkan pada: a) Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara 

proporsional dan berkelanjutan; mendorong peningkatan keterkaitan usaha bidang 

pertambangan dan energi; meningkatkan pemanfaatan potensi tambang dan sumber 

energi alternatif, b) Pengembangan deversifikasi penggunaan sumber energi alternatif, 

sehingga tidak hanya tergantung pada satu sumber energi (fosil), melalui pengembangan 

bioenergi, geothermal, tenaga air, tenaga angin, tenaga surya, dan lain-lain; yang dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri dan rumah tangga, terutama untuk 

pemenuhan kebutuhan listrik untuk masyarakat dan industri rumah tangga di perdesaan, 

c) Peningkatan tertib penambangan baik meliputi lokasi, perijinan, eksplorasi dan 

eksploitasi bahan tambang dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumber 

daya alam dan lingkungan hidup. 
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12. Pariwisata. Pembangunan Kepariwisataan diarahkan pada : a) Peningkatan daya saing 

perekonomian, peningkatan kualitas perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat 

setempat, serta perluasan kesempatan kerja, b) Pengembangan kajian mendalam tentang 

potensi wisata hingga peluang pengembangannya sehingga dapat membawa keuntungan 

bagi daerah. 

13. Industri. Pembangunan sektor industri diarahkan pada : a) Peningkatan basis industri 

(rumah tangga, kecil dan menengah) yang mempunyai daya saing baik di pasar lokal 

maupun internasional, meningkatkan peran industri unggulan daerah sebagai modal 

penggerak perekonomian daerah, serta meningkatkan peran sektor industri kecil dan 

menengah terhadap struktur industri, sehingga terjadi keseimbangan peran antara 

industri besar dengan industri kecil dan menengah, b) Peningkatan penyediaan berbagai 

infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif yang, antara lain, meliputi sarana dan 

prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi), sarana dan prasarana teknologi; 

prasarana pengukuran, standardisasi, pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana 

dan prasarana pendidikan dan pelatihan tenaga kerja industri. 

14. Perdagangan. Pembangunan perdagangan diarahkan pada: a) Perkuatan daya saing 

daerah dalam pasar global melalui peningkatan efisiensi sistem perdagangan, penguatan 

posisi daerah dalam aktivitas perdagangan, pengembangan citra produk daerah yang 

berkuaiitas tinggi yang akhirnya mendorong integrasi kegiatan ekonomi daerah untuk 

memperkuat ketahanan ekonomi, b) Peningkatan jaminan distribusi dan ketersediaan 

barang-barang kebutuhan pokok, baik mutu, jumlah dan keragaman barang dengan 

harga yang terjangkau, c) Pengembangan dan peningkatan transaksi perdagangan 

produk-produk pertanian baik volume maupun jenis komoditas yang di perdagangkan 

sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam rangka 

mengentaskan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran dan mengembangkan 

perekonomian desa.  

15. Ketransmigrasian. Pembangunan ketransmigrasian diarahkan pada: a) Peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu maka 

proses rekruitmen dan pelatihan keterampilan bagi calon transmigran menjadi prioritas 

untuk menciptakan transmigran yang tangguh, mampu menciptakan peluang usaha 

mandiri dengan jiwa wirausaha, b) Peningkatan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari 

berbagai keragaman suku dan budaya  yang ada di Indonesia; oleh karena itu perlu terus 

dikembangkan kerjasama dan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah asal 
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transmigran dengan pemerintah daerah sebagai sasaran lokasi transmigrasi, termasuk 

proses hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar lokasi transmigran.  

5.2.5. MEWUJUDKAN PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA 

DAERAH 

1. Pekerjaan Umum. Pembangunan pekerjaaan umum diarahkan pada : a) Peningkatan 

percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan 

unggulan kabupaten yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, b) 

Peningkatan pengendalian dan perencanaan sistem prasarana dan sarana wilayah yang 

kompak, terpadu dan berkesinambungan dengan melakukan kajian berbasis atas aspirasi 

kebutuhan masyarakat dengan basis otonomi yang akomodatif, c) Peningkatan peran 

masyarakat secara aktif didalam mengembangkan sarana dan prasarana di wilayah 

sebagai wujud kepedulian untuk memajukan wilayah secara utuh terutama pada daerah-

daerah tertinggal, d) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan 

sarana ekonomi, sosial dan pemerintahan dalam rangka peningkatan kemajuan daerah, e) 

Peningkatan akses masyarakat terhadap air minum melalui peningkatan kapasitas 

pelayanan air minum, peningkatan kinerja pengelola air minum, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia pengelola air minum, penurunan tingkat kebocoran baik teknis dan 

non teknis hingga mencapai ambang batas normal, f) Pembangunan pengairan yang 

menjamin daya dukung sumber air dan sarana parasarananya bagi penyediaan air secara 

lestari dan berkelanjuatan melalui penanganan sumber daya air terpadu lintas wilayah 

administratif, g) Perbaikan kualitas gedung-gedung pemerintahan beserta prasarana dan 

sarana pendukung yang lain demi kelancaran pemberian pelayanan kepada masyarakat, 

h) Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan prasarana dan sarana ekonomi, 

sosial dan pemerintahan dalam rangka peningkatan kemajuan daerah. 

2. Perumahan. Pembangunan perumahan dan permukiman diarahkan pada: a) Peningkatan 

penyediaan perumahan dan lahan bagi masyarakat serta peningkatan  pemenuhan 

kebutuhan penyediaan fasilitas prasarana dan sarana dasar (air bersih, persampahan, 

drainase dan lain-lain) bagi kawasan rumah sederhana sehat, dan b) Peningkatan 

penanganan persampahan dan drainase pada permukiman didukung kesadaran dan 

partisipasi seluruh pihak yang terlibat terhadap pentingnya peningkatan pengelolaan dan 

pelayanan persampahan dan drainase, c) Peningkatan pemberian ruang yang kondusif 

bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pelayanan 

persampahan. 
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5.2.6. MEWUJUDKAN PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG MEMPERHATIKAN 

KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 

1. Lingkungan Hidup. Pembangungan lingkungan hidup diarahkan pada : a) Pengembangan 

upaya pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan mengikutsertakan masyarakat secara aktif 

disertai dengan ketegasan dalam penegakan peraturan perundangan di bidang lingkungan 

hidup, b) Peningkatan pembangunan sesuai dengan keseimbangan ekosistem dalam 

artian tidak menimbulkan dampak yang merusak lingkungan. Pemanfaatan sumberdaya 

yang sesuai dengan daya dukungnya dan memperhatikan daya regenerasinya khusus 

untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable). Peningkatan efektivitas 

pengelolaan, konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam; yang sekaligus akan 

berdampak positif pada antisipasi dan minimalisasi dampak bencana terutama untuk 

daerah-daerah rawan bencana, dan c) Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup harus memperhatikan eksistensi dokumen perencanaan tata ruang wilayah agar 

tetap dapat terjaga harmonisasi dan keseimbangan dengan pembangunan kawasan dan 

wilayah dalam artian luas.  

2. Penataan Ruang. Pembangunan penataan ruang diarahkan pada : a) Melakukan evaluasi 

Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) sebagai acuan koordinasi penataan ruang dan 

wilayah, b) Peningkatan pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam 

pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan 

memanfaatkan rencana tata ruang, c) Percepatan pembangunan dan pertumbuhan 

wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan 

wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan 

ekonomi yang sinergis, d) Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial 

bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun lintas wilayah agar 

pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan, e) Pertumbuhan kota ditata 

dalam suatu sistem wilayah pembangunan perkotaan yang kompak, nyaman, efisien 

dalam pengelolaan, serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan, f) 

Wilayah-wilayah perbatasan dikembangkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan 

perdagangan dengan daerah tetangga. 

3. Pertanahan. Pembangunan bidang pertanahan diarahkan pada : a) Peningkatan 

administrasi pertanahan yang dikuasai pemerintah maupun masyarakat dapat dikelola 

dengan baik, sehingga penggunaan dan tataguna lahan dapat digunakan secara efektif 

untuk kepentingan umum, b) Peningkatan penegakan hukum bidang pertanahan.  
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5.3. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 

Dalam rangka untuk mengemban pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah, 

maka dirumuskanlah agenda pembangunan jangka panjang daerah yang disusun dengan 

berdasarkan atau mengacu pada substansi misi pembangunan jangka panjang daerah. Setiap 

agenda pembangunan jangka panjang daerah disertai dengan beberapa sasaran pokok 

pembangunan jangka panjang daerah.  

Substansi visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah yang 

termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka  Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Brebes 

Tahun 2005-2025 harus dapat diimplementasikan dalam empat Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes selama kurun waktu duapuluh tahun kedepan. 

Mengingat akan pentingnya hal di atas, maka perlu dirumuskan tahapan dan skala prioritas 

pembangunan daerah untuk keempat tahapan pembangunan jangka menengah daerah. 

Tahapan dan skala prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan mencerminkan urgensi 

permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh 

karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu 

harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka pencapaian 

sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.  

Setiap sasaran pokok dalam enam misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan 

prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali 

menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi 

permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai 

berikut.  

5.3.1. RPJM Daerah I (Tahun 2005 s/d 2009) 

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, maka pada 

RPJM Daerah I  diprioritaskan untuk : 

5.3.1.1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal 

Pada misi pertama diharapkan terjadi peningkatan upaya-upaya untuk menanamkan 

kembali nilai-nilai agama kepada masyarakat. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat 

meningkatkan ketahanan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat lokal agar tidak tergusur oleh 

arus budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat di Kabupaten Brebes.  
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Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi pertama tahapan pembangunan 

pertama RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaaan organisasi keagamaan di masyarakat dalam meningkatkan kualitas 

keimanan beragama dalam rangka membendung pengaruh negatif budaya asing. 

2. Pemberdayaan ormas dan orpol didalam melakukan pendidikan politik kepada 

masyarakat.  

3. Pemberdayaan aparatur hukum dan masyarakat didalam rangka menegakkan serta 

menjamin pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku di daerah.   

4. Pemberdayaan masyarakat didalam rangka menjaga keamanan lingkungan masing-

masing. 

5.3.1.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Pada misi kedua diharapkan terdapat peningkatan kualitas pelayanan dasar terutama 

dibidang pendidikan dan kesehatan. Peningkatan pelayanan pendidikan dilakukan dengan 

memperbaiki kurikulum yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. 

Sedangkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan memperbaiki jangkauan 

pelayanan kesehatan terutama untuk masyarakat miskin. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kedua tahapan pembangunan pertama 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan lembaga pendidikan dan masyarakat dalam rangka peningkatan akses 

pendidikan dan mutu pendidikan untuk mencapai IPM sebesar 74,11, angka melek huruf 

95%, rata-rata lama sekolah 6 tahun. 

2. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kesehatan sehingga dapat meningkatkan 

taraf kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang 

dilakukan dengan memperbaiki jangkauan pelayanan kesehatan terutama masyarakat 

miskin sehingga dicapai usia harapan hidup sebesar 69,9 tahun, angka kematian ibu 

dapat ditekan kurang dari 100 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi dapat 

ditekan kurang dari 10 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita 1 per 1000 

kelahiran hidup, pelayanan cakupan gizi buruk mencapai 100 %, balita kurang gizi dapat 

ditekan kurang dari 20%. 

3. Pemberdayaan organisasi pemuda yang ada sebagai wadah kegiatan dan penyaluran 

kreatifitas pemuda diharapkan dapat mencapai 75 % menjadi karang taruna aktif.  
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4. Pemberdayaan lembaga atau organisasi olah raga di masyarakat sebagai wadah dan 

penyaluran hobi dan bakat dibidang olah raga.  

5. Sosialiasi administrasi kependudukan guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan 

pentingnya administrasi kependudukan didalam pambangunan dengan target seluruh 

kecamatan sudah menggunakan aplikasi SIMDUK. 

6. Pemberdayaan kelembagaan perempuan dan sosialisasi kesetaraan gender di dalam 

kehidupan masyarakat diantaranya untuk mencapai target proporsi kedudukan 

perempuan dalam menduduki jabatan baik politik maupun pemerintahan dan lainnya 

mencapai rasio 70 : 30, seluruh anak perempuan usia 15 tahun sudah menikmati 

pendidikan 6 tahun, rasio melek huruf perempuan tehadap laki-laki mencapai 100%. 

7. Pemberdayaan kader KB di desa sehingga dapat mendorong sosialisasi KB di daerah 

diantaranya untuk mencapai peserta KB aktif sebesar 80 % dari Pasangan Usia Subur 

(PUS) serta peningkatan usaha ekonomi keluarga untuk menurunkan jumlah keluarga pra 

sejahtera sebesar 5 persen.  

8. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka 

mendukung kegiatan-kegiatan pemberdayaan PMKS dengan upaya untuk menurunkan 

jumlah penduduk miskin dan PMKS di Kabupaten Brebes sebesar 5 persen. 

9. Pemberdayaan lembaga-lembaga kesenian daerah guna menjaga kelestarian budaya 

daerah dan nilai-nilai luhur daerah.  

10. Pemberdayaan perpustakaan yang ada baik milik pemerintah maupun masyarakat 

sehingga dapat meningkatkan budaya membaca di masyarakat dengan harapan 10 

persen desa di Kabupaten Brebes telah memiliki perpustakaan desa atau taman bacaan. 

5.3.1.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif 

Pada misi ketiga pembangunan bidang tata pemerintahan dilakukan untuk mendorong 

terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih, berwibawa serta profesional. Perbaikan tersebut 

dilakukan dengan memperbaiki keterampilan moral dan etika kerja melalui pendidikan dan 

latihan serta menerapkan sistem reward and punishment yang tegas kepada aparatur 

pemerintah daerah Kabupaten Brebes. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi ketiga tahapan pembangunan pertama 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan didalam proses perencanaan 

pembangunan daerah dengan target 100 persen desa melaksanakan Musrenbangdes 

setiap tahun. 
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2. Pemberdayaan aset-aset daerah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

pendapatan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 5 persen diatas 

inflasi per tahun. 

3. Pemberdayaan sarana komunikasi dan kelembagaan informasi masyarakat yang ada guna 

menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat dengan target 100 persen desa 

telah memiliki alat komunikasi. 

4. Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah didalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.  

5. Pemberdayaan organisasi pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat dengan mencapai Standar Perlayanan Minimal.  

6. Pemberdayaan aparatur pemerintah daerah guna memberikan pelayanan kepada 

masyarakat secara profesional. 

7. Pemberdayaan aparatur pengawasan daerah sehingga dapat mengurangi terjadinya 

penyimpangan arah maupun keuangan di dalam pembangunan. 

8. Pemberdayaan masyarakat, akademisi/ilmuwan serta aparatur pemerintah daerah dalam 

rangka melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

dapat diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Keikutsertaan dalam lomba krenova 

setiap tahun mengirimkan minimal 2 penemu. 

9. Pemberdayaan masyarakat dan aparatur pemerintah daerah dalam rangka meningkatan 

budaya mencatat dan memelihara data pembangunan sehingga dapat tersusun statistik 

daerah berbasis urusan.  

10. Pemberdayaan dan sosialiasi pentingnya kearsipan bagi pembangunan kepada 

masyarakat terutama apatarur pemerintah. 

5.3.1.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis 

pada potensi keunggulan lokal 

Pada misi keempat, diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian daerah yang berdaya 

saing kompetitif dengan berbasis pada potensi keunggulan lokal, semakin meningkatnya kualitas 

dan kuantitas pelayanan publik.  

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keempat tahapan pembangunan 

pertama RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pemberdayaan  perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan komoditi unggulan 

daerah dan diharapkan dapat mencapai PDRB riil sebesar 5.504 milyar rupiah dengan 
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pertumbuhan ekonomi mencapai 5 persen dan pendapatan per kapita sebesar Rp 3,1 

juta. 

2. Peningkatan investasi masyarakat sebesar 10 persen untuk mendorong pertumbuhan 

sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan 

dengan target penyerapan 2000 tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan hanya 

mencapai 40% dari jumlah penduduk. 

3. Peningkatan kinerja perekonomian daerah dengan berbasis pada peningkatan peran 

Koperasi dan  Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat memperkuat pemenuhan 

kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, melalui pengembangan jiwa 

kewirausahaan. 

4. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menghasilkan 

produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin 

ketersediaan pangan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran. 

5. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sektor 

pertanian guna mendukung ketahanan pangan. 

6. Pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga perekonomian  untuk dapat 

meningkatkan kerjasama yang lebih luas dengan lembaga-lembaga perekonomian 

regional maupun nasional melalui kerjasama diantaranya Sapta Mitra Pantura (SAMPAN). 

7. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sektor 

perikanan dan kelautan dengan memberdayakan 8 TPI. 

8. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sub sektor 

perkebunan dan kehutanan dengan 13 unit indutri pengolah hasil hutan. 

9. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sektor 

industri pengolahan. 

10. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sektor 

pariwisata untuk mencapai kunjungan wisata naik sebesar 10 -20 persen setiap tahun. 

11. Peningkatan kualitas produk, kelembagaan, dan sarana prasarana pendukung sektor 

perdagangan. 

12. Peningkatan pembinaan lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga pengurus 

dan anggota lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dalam 

memberdayakan masyarakat.   
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13. Pemberdayaan aset-aset daerah melalui pembenahan manajemen pengelolaan untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung kemandirian daerah. 

5.3.1.5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan 

sarana daerah 

Pada misi kelima, diharapkan terjadi tingkat pemerataan prasarana dan sarana daerah 

yang makin baik, terutama fasilitas yang mendukung pengembangan ekonomi kawasan 

pertumbuhan baru, semakin terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar.  

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kelima tahapan pembangunan pertama 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan penyediaan fasilitas umum berupa prasarana dan sarana transportasi, 

melalui pembangunan jalan dan jembatan baru, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan 

yang sudah ada dan pelebaran jalan untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan 

jalan rusak ringan kurang dari 10 persen dan jalan rusak berat berat kurang dari 3 

persen. 

2. Perbaikan lingkungan perumahan dan permukiman sehingga tercipta lingkungan 

perumahan yang lebih baik dan sehat dengan kepemilikan rumah sehat mencapai 75%. 

3. Pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara kebutuhan 

rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, serta 

peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman terutama air 

bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan. 

4. Pengurangan resiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan kelembagaan 

masyarakat. 

5. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna 

mendukung aktivitas produksi, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan, 

melalui konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan irigasi, air baku, drainase, industri 

serta pengendalian banjir dan kekeringan; dan Peningkatan pengelolaan sumber daya air 

dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi 

masyarakat luas. 

5.3.1.6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

Pada misi keenam, diharapkan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup makin 

baik dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dengan berorientasi pada pelestarian lingkungan 
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hidup, makin baiknya kepedulian dan partisipasi stakeholders pada upaya pengelolaan sumber 

daya alam dan lingkungan. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keenam tahapan pembangunan 

pertama RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum 

lingkungan. Pengurangan resiko bencana melalui sosialisasi dan peningkatan 

kelembagaan masyarakat dengan tingkat pencemaran ditekan sekecil mungkin. 

2. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan 

kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip 

pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas diantaranya dapat 

dibangun satu kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di ibukota kabupaten. 

3. Peningkatan kerjasama antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sehingga 

sinkronisasi pembangunan antar SWP dapat berjalan dengan baik. 

4. Peningkatan pembangunan sesuai dengan Perencanaan RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) yang matang dan terarah untuk mendukung kebutuhan masing-masing wilayah. 

5. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna 

mendukung aktivitas produksi, serta peningkatan pengelolaan sumber daya air dengan 

menjaga kelestarian sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi 

masyarakat luas. 

6. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber energi yang 

terbaharukan. 

7. Peningkatan energi alternatif dan ketenagalistrikan yang diarahkan pada penyediaan 

energi dan tenaga listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga 

hampir 100 persen masyarakat telah beralih menggunakan gas sebagai bahan bakar 

minyak. 

8. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem 

informasi manajemen pertanahan dan target kepemilikan sertifikat tanah mencapai 70%. 
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5.3.1. RPJM Daerah II (Tahun 2010 S/D 2014) 

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai bentuk kelanjutan RPJM 

Daerah I, maka RPJM Daerah II ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali 

Kabupaten Brebes di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan perwujudan 

tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab, peningkatan kualitas 

masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.  

5.3.2.1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal 

Misi pertama pada tahap kedua RPJP Daerah, pembangunan nilai-nilai agama diharapkan 

adanya peningkatan toleransi antar umat beragama. Harmonisasi hubungan antar umat 

beragama tersebut diharapkan akan menciptakan iklim yang sejuk dan damai sehingga akan 

berdampak positif terhadap segi-segi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara luas. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi pertama tahapan pembangunan kedua 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan dialog antar umat beragama guna memperkuat toleransi dan kerjasama antar umat 

beragama dengan memberdayakan FKUB serta penanaman nilai-nilai agama sejak dini dengan 

memfasilitasi peningkatan mutu/kualitas  pendidikan madin/TPA minimal 6 lembaga madin/TPA 

per kecamatan per tahun. 

2. Peningkatan komunikasi politik melalui kerjasama dan dialog terbuka sehingga dapat 

menciptakan toleransi, keterbukaan dan keharmonisan di dalam masyarakat. 

3. Peningkatan kapasitas aparat hukum daerah melalui pendidikan dan pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi dan kualitas produk hukum didaerah.    

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur pemerintah dibidang perlindungan 

masyarakat melalui pelatihan anggota Linmas. 

5.3.2.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Misi kedua, pada tahap kedua RPJP Daerah, diharapkan adanya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan di bidang pendidikan dapat dilihat dari  indikator-indikator 

kualitas pelayanan pendidikan secara menyeluruh di Kabupaten Brebes (APK, APM, Angka Putus 

Sekolah, Angka Kelulusan, Rata-rata Lama Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah). Dibidang 
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kesehatan diharapkan juga terjadi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan adanya 

penurunan angka kematian ibu dan anak serta angka kesakitan penduduk. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kedua tahapan pembangunan kedua 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan akses pendidikan baik pendidikan dasar dan menengah terutama bagi 

masyarakat yang tidak mampu sehingga dapat menurunkan angka putus sekolah kurang 

dari  1%, angka melek huruf 100%, rata-rata lama sekolah 7 tahunsehingga akan 

mendukung tercapainya angka IPM 75,54 dan pemerintah daerah memprakarsai pendirian 

lembaga pendidikan tinggi. 

2. Pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kesehatan sehingga dapat meningkatkan 

taraf kesehatan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang 

dilakukan dengan memperbaiki jangkauan pelayanan kesehatan terutama masyarakat 

miskin sehingga dicapai usia harapan hidup sebesar 70 tahun, angka kematian ibu dapat 

ditekan kurang dari 90 per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi dapat ditekan 

kurang dari 8 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita kurang dari 1 per 1000 

kelahiran hidup, pelayanan cakupan gizi buruk mencapai 100 %, balita kurang gizi dapat 

ditekan kurang dari 15%. 

3. Peningkatan kualitas kegiatan pemuda yang diarahkan untuk membina kepemimpinan dan 

etika kepemudaan serta  pengembangan prestasi dan kreatifitas pemuda melalui 

pengiriman 3 orang pemuda pelopor maupun pemuda kreatif setiap tahun. 

4. Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan guna mendapatkan bibit baru yang 

berbakat dibidang olah raga dengan membangun 1 fasilitas olah raga umum setiap 

kecamatan. 

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan yang menangani administrasi kependudukan dari 

tingkat kabupaten sampai ke pemerintahan desa melalui pendidikan dan latihan serta 

peningkatan sarana dan prasarana dengan mengirim sedikitnya 2 petugas atau operator 

pengelola administrasi kependudukan setiap tahun, dan desa SIAK on line tercapai 20 

persen.  

6. Peningkatan kesetaraan gender di masyarakat dengan meningkatkan keterlibatan 

perempuan didalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat diantaranya untuk 

mencapai target proporsi kedudukan perempuan dalam menduduki jabatan baik politik 

maupun pemerintahan dan lainnya mencapai 65 : 35, seluruh anak perempuan usia 15 
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tahun sudah menikmati pendidikan 9 tahun, rasio melek huruf perempuan tehadap laki-laki 

mencapai 100%. 

7. Peningkatan kapasitas kelembagaan keluarga berencana dengan melakukan pendidikan 

dan pelatihan terhadap 25 % aparat dan kader KB di daerah setiap tahun, tercapainya 

peserta KB aktif sebesar 85 persen dari PUS.   

8. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah guna menangani 

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan penduduk usia lanjut 

melalui pengembangan partisipasi sosial dan kesetiakawanan sosial masyarakat sehingga 

dapat mengurangi sekitar 10% PMKS setiap tahunnya dan terbangunnya sarana pelayanan 

sosial. 

9. Peningkatan kegiatan dan kualitas organisasi kesenian daerah dalam rangka melestarikan 

nilai-nilai yang berakar dari warisan leluhur dengan mengikuti event-event kesenian baik 

tingkat provinsi maupun tingkat nasional. 

10. Peningkatan kualitas dan kuantitas perpustakaan sehingga dapat meningkatkan budaya 

membaca dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat dan 

sekitar 30 % desa telah memiliki perpustakaan desa atau taman bacaan. 

5.3.2.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif 

Misi Ketiga, dibidang pemerintahan pada RPJP Daerah tahap kedua ini diharapkan terjadi 

peningkatan akses dan partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Akses dan 

partisipasi yang baik dari masyarakat terhadap jalannya pemerintahan mengindikasikan bahwa 

pemerintahan dijalankan secara demokratis. Pemerintah yang demokratis merupakan syarat 

mutlak terciptanya kepemerintahan yang baik di masa datang. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi ketiga tahapan pembangunan kedua 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 

sehingga dapat menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan lebih baik sehingga 

sedikitnya 70 % dokumen perencanaan dapat diimplementasikan (termasuk proses 

pengadaan barang dan jasa dengan sistem e-proachment). 

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan informasi dan komunikasi pemerintah daerah 

sehingga penyebaran dan kualitas informasi menjadi semakin baik dan dapat 

melaksanakan ℮-government dengan baik. 
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3. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah daerah sehingga 

meningkatkan kulitas pelaksanaan seluruh urusan wajib pemerintah daerah. 

4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah sehingga dapat mengelola aset-

aset daerah yang produktif. 

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas penataan organisasi perangkat daerah 

yang berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah hingga mencapai 90%.  

6. Peningkatan kapasitas komptensi aparatur pemerintah daerah melalui peningkatan 

pendidikan dan latihan sehingga terbentuk aparatur yang profesional, bersih dan 

berwibawa dengan mengirimkan secara periodik sekitar 3-5 orang untuk mengikuti diklat 

maupun tugas belajar setiap tahun.   

7. Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan daerah melalui pendidikan dan latihan 

sehingga tercipta aparatur pengawasan yang profesional dan berintegritas moral yang 

tinggi dengan mengirimkan sekitar 2-4 orang aparatur pengawasan untuk mengikuti diklat 

pengawasan setiap tahun. 

8. Peningkatan kegiatan penelitian di daerah melalui jalur pendidikan serta lomba-lomba 

penelitian ilmiah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dengan mengikutkan 

masyarakat pada event krenova baik tingkat provinsi maupun pusat minimal 2 penemu 

per tahun. 

9. Peningkatan kompetensi aparatur pemerintah yang bertugas dibidang pendataan 

sehingga menjadi aparatur yang profesional di bidangnya. 

10. Peningakatan kemampuan aparatur pemerintah bidang kearsipan dan peningkatan sarana 

prasarana kearsipan sehingga tercipta lembaga arsip daerah yang profesional melalui 

pengiriman 2 peserta diklat kearsipan setiap tahun. 

5.3.2.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis 

pada potensi keunggulan lokal 

Pada misi keempat, diharapkan terjadi peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah 

diikuti dengan meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok berbasis pada ketahanan pangan, 

optimalnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keempat tahapan pembangunan kedua 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 
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1. Pengembangan struktur perekonomian daerah yang berbasis pada potensi dan produk 

unggulan daerah dan diharapkan dapat mencapai PDRB riil sebesar 7.058 milyar dengan 

pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% dan pendapatan per kapita sebesar Rp 3.9 juta. 

2. Peningkatan 10 % investasi setiap tahun melalui penciptaan iklim yang kondusif dengan 

peningkatan pelayanan dan regulasi investasi sehingga hambatan-hambatan investasi 

dapat diminimalkan dan proporsi investasi antara swasta danpemerintah mencapai 70:30.   

3. Peningkatan peran Koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor, melalui pengembangan 

infrastruktur pendukung dan penguatan kelembagaan dalam rangka mendorong daya 

saing UMKM. 

4. Peningkatan diversifikasi produk pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menghasilkan 

produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis dan agroindustri, guna menjamin 

ketahanan pangan. 

5. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sektor pertanian sehingga memperkuat ketahanan pangan. 

6. Peningkatan kerjasama dan kemitraan strategis pada sektor-sektor unggulan daerah yang 

mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

7. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sektor perikanan dan kelautan. 

8. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sub sektor perkebunan dan kehutanan. 

9. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sektor industri pengolahan. 

10. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sektor pariwisata. 

11. Peningkatan diversifikasi produk, peningkatan kinerja kelembagaan dan sarana prasarana 

pendukung sektor perdagangan. 

12. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat melalui bantuan sarana dan 

prasarana dari pemerintah. 



RPJPD Kabupaten Brebes 2005 - 2025  111 
 

13. Peningkatan profesionalisme pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka mewujudkan 

kesehatan manajemen pengelolaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna 

mendukung kemandirian daerah dengan target peningkatan PAD minimal 5 persen di atas 

angka inflasi. 

5.3.2.5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan 

sarana daerah 

Pada misi kelima, diharapkan terjadi tingkat pemerataan prasarana dan sarana daerah 

yang semakin baik, meningkatnya pembangunan dan pemantapan jaringan infrastruktur wilayah 

yang andal, semakin terpenuhinya kebutuhan perumahan rakyat layak huni dilengkapi dengan 

berbagai fasilitas pendukungnya. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kelima tahapan pembangunan kedua 

RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan jaringan transportasi, melalui peningkatan keterpaduan sistem transportasi 

antar wilayah yang mengutamakan pelayanan transportasi yang terjangkau dengan 

meningkatkan kapasitas dan konstruksi jalan menjadi hotmix sekitar 20% setiap tahun. 

2. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga tercipta lingkungan 

perumahan yang lebih baik, layak dan sehat sehingga tercipta lingkungan perumahan yang lebih 

baik dan sehat dengan kepemilikan rumah sehat mencapai 80%. 

3. Peningkatan pembangunan hunian baru dalam rangka mengurangi kesenjangan antara 

kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat pertambahan penduduk, 

serta peningkatan cakupan layanan sarana prasarana perumahan dan permukiman 

terutama air bersih dan sanitasi serta pengelolaan persampahan dan diharapkan tingkat 

kepemilikan rumah sendiri mencapai 85 %. 

4. Pengurangan resiko bencana melalui pengembangan dan penerapan teknologi sederhana. 

5. Peningkatan kualitas sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian 

sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya dapat mencakup 85 %  

masyarakat. 

5.3.2.6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

Pada misi keenam, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan 

sumber daya alam dan lingkungan hidup, disertai peningkatan kepatuhan dan kesadaran 
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masyarakat terhadap hukum dan ketentuan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 

sehingga menurunkan angka kerusakan lingkungan. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keenam tahapan pembangunan kedua 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui 

pengembangan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan penegakan hukum 

lingkungan hingga mencapai 70%. 

2. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, pengembangan 

kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip 

pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas dalam rangka 

mendorong peningkatan arus barang dan penumpang pada tingkat regional dengan 

membangun kawasan industri dan sarana pendukungnya di kawasan pantura khususnya 

mengantisipasi dampak pembangunan jalan tol di Kabupaten Brebes. 

3. Peningkataan kerjasama antar wilayah di tiap SWP dalam melaksanakan manajemen 

pembangunan di daerah sehingga selalu terjaga kelestarian lingkungan dan sinkronisasi 

pembangunan antar SWP. 

4. Peningkatan pembangunan wilayah yang terpadu, nyaman, efisien dalam pengelolaan, 

serta mempertimbangkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan 

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang matang dan terarah untuk mendukung 

kebutuhan masing-masing wilayah. 

5. Peningkatan kualitas sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian 

sumber daya air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas. 

6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menanam tanaman yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi alternatif. 

7. Peningkatan energi alternatif dan ketenagalistrikan dengan melakukan peningkatan sistem 

jaringan transmisi dan distribusi serta pengembangan teknologi tepat guna dan alternatif 

untuk energi dan listrik terapan dengan menambah sekitar 2 unit PLTS. 

8. Peningkatan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui pengembangan sistem 

informasi pelayanan manajemen administrasi pertanahan dan regulasi di bidang 

pertanahan dan diharapkan tingkat kepemilikan sertifikat tanah mencapai 80%. 
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5.3.2. RPJM  Daerah III (Tahun 2015 s/d 2019) 

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan pelaksanaan 

RPJM Daerah Kedua, maka RPJM Daerah Ketiga akan diarahkan untuk lebih memantapkan 

pembangunan daerah secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian 

daya saing kompetitif perekonomian daerah yang ditopang oleh kuatnya kemandirian dan 

keunggulan daerah.  

5.3.3.1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal 

Misi pertama, pada tahapan ketiga dari RPJPD diharapkan dapat terpeliharanya nilai dan 

budaya lokal masyarakat. Dengan pelestarian budaya masyarakat maka diharapkan masyarakat 

akan lebih dapat menghargai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai budaya luhur.        

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi pertama tahapan pembangunan ketiga 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Pengembangan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui pendidikan-

pendidikan keagamaan baik jalur formal maupun informal dengan memfaslitasi 8 

madrasah diniyah/TPA untuk masing-masing kecamatan setiap tahun. 

2. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator, dinamisator serta katalisator di bidang 

sosial politik.  

3. Pengembangan kesadaran hukum masyarakat disertai penegakan hukum di derah melalui 

peningkatan kualitas kelembagaan dan koordinasi aparat penegak hukum di daerah.    

4. Pengembangan kualitas hubungan dan jaringan antara pemerintah dan masyarakat guna 

mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat. 

5.3.3.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Misi kedua, pada tahapan ketiga RPJPD diharapkan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan dan kesehatan menjadi lebih baik. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 

dan kesehatan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang 

berkualitas dan sesuai dengan standar nasional. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kedua tahapan pembangunan ketiga 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan dan pengembangan kurikulum berbasis 

kompetensi serta melengkapi sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun 

informal sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pada tahap ini diharapkan 
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dapat menurunkan angka putus sekolah kurang dari  0,5%, rata-rata lama sekolah 7,75 

tahun, angka melek huruf 100 persen pada tahun 2014 dan IPM dapat tercapai 76,23. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan baik kader kesehatan, bidan, perawat 

dan dokter baik di kota sampai kepelosok desa guna meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang 

berkualitas dan berstandar nasional sehingga dicapai usia harapan hidup sebesar 71 tahun, 

angka kematian ibu dapat ditekan kurang dari 80 per 100.000 kelahiran hidup, angka 

kematian bayi dapat ditekan kurang dari 6 per 1000 kelahiran hidup, angka kematian balita 

kurang dari 0,75 per 1000 kelahiran hidup, pelayanan cakupan gizi buruk mencapai 100 %, 

balita kurang gizi dapat ditekan kurang dari 12%. 

3. Penguatan kapasitas kelembagaan kepemudaan sebagai wadah kegiatan kepemudaan 

dengan menggerakan 20% pemuda yang ada untuk ikut berperan aktif dalam 

pembangunan.   

4. Pengembangan kualitas kegiatan olahraga dengan mengembangkan kualitas pelatihan dan 

sarana prasarana keolahragaan melalui pengiriman 5 orang pelatih untuk megikuti diklat 

keolahragaan. 

5. Peningkatan kualitas prosedur pendataan admnistrasi kependudukan sehingga terbangun 

data dan informasi kependudukan yang akurat, berkualitas dan valid untuk mendukung 

perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan 95 % penduduk taat beradministrasi 

kependudukan. 

6. Peningkatan program dan kegiatan perlindungan wanita dan anak dari tindak kekerasan 

sehingga dapat menurunkan setidaknya 15% kasus KDRT setiap tahunnya. 

7. Pengembangan kegiatan pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan 

fasilitasi program KB terutama program KB mandiri dengan menggunakan alat kontrasepsi 

sehingga tercapai peserta KB aktif sebesar 90 persen dan dapat menekan laju 

pertumbuhan penduduk mencapai 0,4 %.  

8. Peningkatan penanganan serta keperdulian masyarakat dan lembaga kemasyarakat dalam 

rangka mengentaskan PMKS (anak terlantar, fakir miskin dan kelompok rentan masalah 

sosial lainnnya) 

9. Pengembangan kualitas kegiatan kesenian daerah sehingga dapat menjadi salah satu 

daya tarik wisata bagi daerah. 
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10. Pengembangan kapasitas aparatur, kelembagaan serta bahan bacaan guna meningkatkan 

kualitas pelayanan perpustakaan di masyarakat dan diharapkan sekitar 65 % desa telah 

memiliki perpustakaan atau taman bacaan. 

5.3.3.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif 

Misi ketiga, pada tahap ketiga RPJPD diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam 

kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang ditunjukkan dengan berkurangnya KKN, 

meningkatnya kemampuan keuangan daerah, meningkatnya kualitas aparatur daerah, makin 

baiknya kelembagaan pemerintah dalam pemberian pelayanan, dan makin berkembangnya 

kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai komponen. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi ketiga tahapan pembangunan ketiga 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga 

sesuai dengan regulasi pemerintah dengan tingkat ketaatan terhadap dokumen 

perencanaan mencapai 90 persen.   

2. Pengembangan sarana dan prasarana jaringan komunikasi elektronik dan penerbitan 

media massa sampai keseluruh pelosok desa guna memperlancar arus komunikasi dan 

informasi sehingga 100% desa telah memilki jaringan telepon kabel. 

3. Pengembangan kualitas pelaksanaan urusan wajib dan pilihan daerah sehingga dapat 

memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat dan dapat meningkatkan 

setidaknya 80 % kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. 

4. Pengembangan sistem pegelolaan keuangan daerah sehingga tercipta tertib administrasi 

keuangan daerah dan daya serap anggaran dapat mencapai di atas 95 % setiap tahun 

serta meningkatnya PAD sebesar 5 % di atas inflasi. 

5. Pengembangan iklim organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang kondusif dan 

mendorong tercapainya tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. 

6. Pengembangan manajemen kepegawaian sehingga tercapai penyelenggaraan 

pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 

melalui peningkatan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

serta mengurangi tingkat indisipliner kerja sampai 7 %. 
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7. Pengembangan kelembagaan sistem pengawasan pembangunan daerah sehingga tercipta 

sistem pengawasan yang efektif serta mencegah terjadinya penyelewengan dan 

kebocoran keuangan pembangunan daerah sampai 0%  

8. Pengembangan penelitian yang mampu menghasilkan teknologi tepat guna yang dapat 

diaplikasikan serta memberi kontribusi terhadap kehidupan sosial dan ekonomi 

masyarakat.  

9. Peningkatan kegiatan dan perbaikan mekanisme pendataan di seluruh unit kerja dari 

kabupaten sampai dengan desa guna melengkapi dan memperbaharui data secara 

berkala.  

10. Pengembangan sistem kearsipan dan dokumentasi yang efektif dan efisien yang mampu 

memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun masyarakat. 

5.3.3.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis 

pada potensi keunggulan lokal 

Pada misi keempat, diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian daerah yang signifikan 

berbasis keunggulan kompetitif, mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing tinggi 

dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian daerah. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keempat tahapan pembangunan ketiga 

RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan struktur perekonomian, yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta produk unggulan daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif 

untuk mendorong pertumbuhan yang makin berkualitas dengan indikator ekonomi yang 

diharapkan dapat mencapai PDRB riil sebesar 9,160 milyar dengan pertumbuhan ekonomi 

mencapai 5,45% dan pendapatan per kapita sebesar Rp 5,066 juta. 

2. Pengembangan promosi daerah dengan mengkondisikan sebagai daerah yang pro 

investasi,  sehingga dapat menarik investor baik PMA maupun PMDN dan diharapkan ada 

1 PMA yang masuk di Kabupaten Brebes.  

3. Pengembangan peran Koperasi dan UMKM yang berorientasi ekspor, melalui 

pengembangan akses pasar dalam rangka mendorong daya saing UMKM. 

4. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

pertanian yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi 

informasi diantaranya produk-produk Brebes seperti batik Salem, bawang goreng bisa 

dipromosikan lewat website. 
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5. Penguatan pembangunan pertanian dalam arti luas diarahkan untuk menghasilkan 

produk-produk yang bertumpu pada sistem agribisnis, guna menjamin kualitas dan 

ketersediaan pangan melalui peningkatan pembangunan industri pengolahan hasil-hasil 

pertanian sampai 7% setiap tahun. 

6. Pengembangan promosi maupun pameran produk-produk daerah baik dalam skala 

nasional maupun internasional, dan Pengembangan kerjasama dan kemitraan strategis 

yang mendukung peningkatan akses pasar produk unggulan di pasar domestik dan 

internasional sehingga tidak hanya bertumpu pada kerjasa regional. 

7. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

perikanan dan kelautan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis 

teknologi informasi. 

8. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

perkebunan dan kehutanan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif 

berbasis teknologi informasi. 

9. Pengembangan kuantitas desain produk industri yang mengikuti perkembangan selera 

pasar sehingga tidak tertinggal oleh selera pasar; dan penguatan kualitas produk, 

kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor industri yang mempunyai 

keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi informasi sehingga diharapkan 

ada peningkatan 15% mampu menguasai segmen pasar. 

10. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

pariwisata yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi 

informasi dengan membangun 2 unit videotron untuk peningkatan promosi pariwisata. 

11. Penguatan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

perdagangan yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi 

informasi. 

12. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas tindakan antar pelaku pembangunan 

(pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengembangan dan pemberdayaan 

lembaga masyarakat.  

13. Penguatan pengelolaan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil sehingga 

mampu berdaya saing dalam mendorong peningkatan pembiayaan dan kemandirian 

daerah 
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5.3.3.5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan 

sarana daerah 

Pada misi kelima, diharapkan terjadi peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang 

semakin merata, makin meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah, makin 

meningkatnya keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharan serta 

pengelolaan prasarana dan sarana publik.  

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kelima tahapan pembangunan ketiga 

RPJP Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan manajemen transportasi, melalui peningkatan keterpaduan antar dan 

inter moda yang mendukung efisiensi penyelenggaraan transportasi didukung 

peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten melalui perbaikan dan sistem operasi 

dan pemeliharaan jaringan sistim distribusi yang sesuai dengan standar internasional dan 

diharapkan sekitar 90 % jalan kabupaten sudah dengan konstruksi hotmix. 

2. Pengembangan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman melalui pengembangan 

kebijakan perumahan menuju terciptanya lingkungan perumahan yang lebih baik dan 

sehat dengan kondisi 85% rumah telah berstatus layak dan sehat. 

3. Pengembangan pembangunan hunian baru yang signifikan dalam rangka mengurangi 

kesenjangan antara kebutuhan rumah dengan kemampuan penyediaan hunian akibat 

pertambahan penduduk, serta pengembangan cakupan layanan sarana prasarana 

perumahan dan permukiman terutama air bersih dan sanitasi serta pengelolaan 

persampahan dengan persentase tingkat kepemilikan rumah sendiri mencpai 87,5%. 

4. Penguatan sistem penanggulangan bencana alam dalam rangka mengurangi sekitar 25% 

kerugian masyrakat sebagai akibat bencana.  

5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana 

sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang 

kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan; dan Penguatan sistem 

pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian sumber daya air serta 

pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas. 
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5.3.3.6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

Pada misi keenam, diharapkan terjadi makin lestarinya kondisi lingkungan hidup, 

meningkatnya kepedulian dan upaya pengurangan laju pemanasan global, berkurangnya 

kerusakan, pencemaran dan bencana alam, makin meningkatnya kesadaran dan partisipasi 

masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keenam tahapan pembangunan ketiga 

RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui penguatan 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hingga mencapai 75% dan penegakan hukum 

lingkungan didukung pemantapan kelembagaan dan pengembangan sistem mitigasi 

bencana. 

2. Pengembangan kualitas penataan ruang melalui pemulihan kawasan lindung, 

pengembangan kawasan budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan 

prinsip pembangunan berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas sesuai 

dengan potensi yang dimiliki oleh setiap SWP. 

3. Pengembangan kerjasama antar wilayah di tiap SWP sehingga pengembangan kawasan 

budidaya secara optimal sesuai daya dukung lingkungan dan prinsip pembangunan 

berkelanjutan serta pengembangan kawasan prioritas sesuai dengan potensi yang dimiliki 

oleh setiap SWP. 

4. Pengembangan pembangunan wilayah dengan mempercepat pembangunan dan 

pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat 

mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dengan mempertimbangkan 

pembangunan yang berkelanjutan berdasar RTRW dan diharapkan desa tertinggal di 

Kabupaten Brebes dapat ditekan sampai 20%. 

5. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana 

sumber daya air dan irigasi yang handal, guna mendukung aktivitas produksi yang 

kompetitif, serta memenuhi kebutuhan prasarana dasar daerah sehingga saluran irigasi 

dapat menjangkau 80 % lahan yang ada. 

6. Penguatan sistem pengelolaan sumber daya air dengan menjaga kelestarian sumber daya 

air serta pengelolaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat luas. 

7. Pengembangan pemasyarakatan biofuel (bahan bakar nabati) sekaligus untuk konservasi 

lahan kritis. 
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8. Pengembangan energi alternatif dan ketenagalistrikan serta pengembangan teknologi 

tepat guna dan alternatif untuk energi dan listrik yang dapat dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat dengan mengurangi sekitar 50% penggunaan minyak tanah utnuk 

bahan bakar. 

9. Pengembangan cakupan pelayanan administrasi pertanahan melalui perbaikan sistem 

informasi manajemen pertanahan berbasis masyarakat dan diharapkan tingkat 

kepemilikan sertifikat tanah mencapai 85%. 

5.3.3. RPJM Daerah IV (Tahun 2020 s/d 2024) 

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Ketiga, 

maka RPJMD Keempat diarahkan untuk mewujudkan Brebes yang madani, maju, dan sejahtera 

melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya 

struktur perekonomian yang kokoh, berkurangnya kesenjangan antar masyarakat dan antar 

wilayah,  meningkatnya keunggulan kompetitif daerah, mantapnya situasi kondisi daerah dalam 

lingkungan masyarakat yang sejahtera.  

5.3.4.1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal 

Misi Pertama, diharap kondisi mental spiritual masyarakat lebih mantap lahir dan batin 

sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana kehidupan keagamaan yang harmonis. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi pertama tahapan pembangunan 

keempat RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pemantapan kualitas penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta toleransi 

antar umat beragama dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif di dalam 

membangun moral dan etika di dalam kehidupan masyarakat. 

2. Pemantapan kehidupan sosial politik sehingga tercipta kesadaran masyarakat didalam 

kehidupan sosial dan politik dan keikutsertaan pada pemilu mencapai 85%. 

3. Pemantapan kualitas aparatur dan kelembagaan hukum dalam rangka peningkatan 

kesadaran hukum masyarakat dan penegakan hukum sehingga tercipta kepastian hukum 

di daerah dan dapat menekan sekitar 1,5% angka kriminalitas di daerah.  

4. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif  yang bersifat antisipatif dan 

preventif untuk mencegah terjadinya tawuran sampai 0,5%. 
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5.3.4.2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia 

Misi kedua, diharapkan kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mantap baik lahir 

maupun bathin dengan pelayanan kualitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, sehingga 

diharapkan dapat tercapai sumber daya manusia yang unggul, tangguh, kompetitif, bermoral, 

beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkembang dinamis. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kedua tahapan pembangunan keempat 

RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pemantapan akses dan mutu pendidikan dasar dan menengah yang didukung dengan 

sarana prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga pendidik dan administrasi yang 

profesional didalam melayanai masyarakat dengan target capaian IPM 77,61, rata-rata 

lama sekolah 9 tahun, angka melek huruf 100 persen, tersedianya lembaga pendidikan 

tinggi. 

2. Pemantapan derajat kesehatan jasmani dan rohani masyarakat dengan menurunkan 

angka kematian ibu dan anak, jumlah penyakit menular dan meningkatkan kualitas gizi 

masyarakat dengan target capaian angka kematian ibu dapat ditekan kurang dari 70 per 

100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi dapat ditekan kurang dari 7 per 1000 

kelahiran hidup, angka kematian balita dapat ditekan kurang dari 0,5 per 1000 kelahiran 

hidup, cakupan pelayanan balita gizi buruk 100 persen dan balita kurang gizi dapat 

ditekan kurang dari 10 persen. 

3. Pemantapan kualitas sikap, prilaku pemuda yang beriman, mandiri, inovatif dan kreatif 

serta berpartisipasi di dalam pembangunan. 

4. Pemantapan budaya olahraga di masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga di 

daerah. 

5. Pemantapan kualitas sistem administrasi kependudukan sehingga tercapai data 

kependudukan yang valid dan dapat diandalkan.  

6. Pemantapan kesetaraan gender didalam segala sendi kehidupan masyarakat serta 

perlindungan terhadap anak-anak dari tindak kejahatan dan eksploitasi tenaga kerja anak-

anak sehingga dapat menekan terjadinya KDRT sampai 10%. 

7. Pemantapan laju pengendalian laju pertumbuhan penduduk sehingga tercapai 

pertumbuhan penduduk yang ideal sekitar 0,3% serta keluarga kecil berkualitas yang 

semakin sejahtera.  
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8. Pemantapan pengentasan dan resosialisasi PMKS menjadi masyarakat yang mandiri dan 

sejahtera. 

9. Pemantapan karakter masyarakat yang berbudaya dan tangguh yang tetap berpegang 

pada nilai-nilai budaya lokal yang merupakan budaya yang luhur. 

10. Pemantapan peran perpustakaan sebagai sarana rekreasi, pembelajaran dan penyebaran 

ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan 70 % desa sudah memiliki perpustakaan desa. 

5.3.4.3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis, dan partisipatif 

Misi ketiga, diharapkan sudah terbentuk aparatur dan kelembagaan pemerintah yang 

semakin mantap, efektif dan efisien. Aparat dan kelembagaan yang berkualitas tersebut 

diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik serta mampu 

mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berpijak pada kemandirian daerah. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi ketiga tahapan pembangunan keempat 

RPJPD adalah sebagai berikut : 

1. Pemantapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar 

waktu jangka pendek sampai dengan jangka panjang maupun terintegrasi antar daerah 

provinsi sampai dengan pusat serta memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan 

dinamika politik lokal. 

2. Pemantapan pelayanan komunikasi dan informasi sehingga dapat mendorong peningkatan 

pertumbuhan pembangunan terutama melalui pembangunan jaringan e-government yang 

efektif dan efisien.  

3. Pemantapan konsistensi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah didalam pelaksanaan 

otonomi daerah sehingga menjadikan Kabupaten Brebes yang mandiri.  

4. Pemantapan manajemen aset daerah sehingga dapat mendorong peningkatan 

pendapatan asli daerah sehingga menjadikan Kabupaten Brebes yang mandiri.  

5. Pemantapan organisasi birokrasi yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. 

6. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan 

prinsip-prinsip good governance melalui peningkatan partisipasi, efektivitas, akuntabilitas, 

transparansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui 

pembentukan aparatur pemerintah daerah yang profesional. 

7. Pemantapan kinerja bidang pengawasan pembangunan sehingga meningkatkan efisiensi 

pembangunan serta mencegah terjadinya KKN di dalam pembangunan daerah.  
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8. Pemantapan aplikasi hasil kajian strategis dan teknologi tepat guna yang mampu 

memecahkan permasalahan-permasalahan pokok di daerah. 

9. Pemantapan kualitas pusat data daerah sehingga tersedia data yang valid dan up to date 

sehingga dapat mendukung pengambilan kebijakan pemerintah di dalam pembangunan. 

10. Pemantapan peran strategis kearsipan di dalam rangka menunjang pengambilan 

kebijakan bagi pemerintah daerah. 

5.3.4.4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis 

pada potensi keunggulan lokal 

Pada misi keempat, diharapkan makin mantapnya kondisi perekonomian daerah yang 

tumbuh dengan signifikan ditopang oleh kuatnya struktur ekonomi daerah berlandaskan 

keunggulan kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keempat tahapan pembangunan 

keempat RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pemantapan struktur perekonomian daerah yang makin kokoh dan maju dengan 

dukungan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempunyai keunggulan komparatif 

dan kompetitif di pasar global dengan indikator ekonomi yang diharapkan dapat mencapai 

PDRB riil sebesar 11,972 milyar dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,5% dan 

pendapatan per kapita sebesar Rp 6,55 juta. 

2. Pemantapan dan peningkatan investasi yang masuk dan ditanam di Kabupaten Brebes 

dengan tetap berharap adanya 1 PMA yang masuk.  

3. Pemantapan peningkatan peran Koperasi dan UKM dalam menyokong pertumbuhan 

perekonomian daerah, melalui kelembagaan yang modern serta sumber daya manusia 

yang profesional.  

4. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

pertanian yang mampu bersaing di pasar global. 

5. Pemantapan pembangunan agroindustri yang handal dan pemasaran yang efisien pada 

komoditas agrobisnis sektor pertanian untuk tetap mempertahankan kontribusi sektor 

terhadap PDRB di atas 50 %. 

6. Pemantapan langkah monitoring dan evaluasi terhadap kinerja aktivitas ekonomi dan 

menuju pasar global. 

7. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk perikanan dan kelautan 

daerah di pasar lokal, nasional maupun internasional.  
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8. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk perkebunan dan kehutanan  

di pasar lokal, nasional maupun internasional.  

9. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk industri daerah di pasar 

lokal, nasional maupun internasional; dan Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan 

sarana prasarana pendukung sektor perindustrian yang mampu bersaing di pasar global.  

10. Pemantapan posisi daya saing yang tinggi di pasaran produk pariwisata daerah di pasar 

lokal, nasional maupun internasional. 

11. Pemantapan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif melalui upaya 

pengembangan sarana dan prasarana perdagangan yang berwawasan global. 

12. Pemantapan kualitas produk, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung sektor 

perdagangan yang mampu bersaing di pasar global. 

13. Pemantapan aset-aset daerah dalam rangka menggerakkan sektor riil dengan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mendukung kemandirian 

daerah. 

5.3.4.5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan 

sarana daerah 

Pada misi kelima, diharapkan terjadi kemajuan dan pemerataan yang optimal dalam 

ketersediaan prasarana dan sarana daerah, terutama infrastruktur pelayanan dasar masyarakat, 

dan makin mantapnya pertumbuhan kawasan perdesaan berbasis potensi unggulan lokal.  

 Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi kelima tahapan pembangunan 

keempat RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta 

pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang handal dengan 100% kondisi jalan 

dengan konstruksi hotmix, 100 % jalan poros desa dan jalan usaha tani dengan 

konstruksi aspal.  

2. Pengembangan swadaya masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan permukiman 

sehat, didukung peningkatan kualitas pengelolaan sarana prasarana perumahan dan 

permukiman, dengan tetap memberikan kemudahan bagi akses kepemilikan rumah bagi 

Rumah Tangga Miskin dengan 90% kepemilikan rumah sendiri. 

3. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi pembangunan 

daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan daerah. 

4. Pemantapan antisipasi sistem dan prosedur penanganan dan penanggulangan bencana 

alam.   
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5. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktivitas 

produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan 

prasarana dasar perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan 

(irigasi, air minum, drainase, industri, lalulintas air) dan pengendalian daya rusak air 

(banjir dan kekeringan). 

5.3.4.6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memperhatikan kelestarian lingkungan hidup 

Pada misi keenam, diharapkan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan 

menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlanjutan sumber daya alam dan 

lingkungan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan ruang terbuka, 

konservasi, permukiman dan kegiatan sosial ekonomi dan semakin mantapnya kesadaran dan 

perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. 

Rincian selengkapnya prioritas pembangunan misi keenam tahapan pembangunan 

keempat RPJPD adalah sebagai berikut: 

1. Pemantapan upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis 

kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang 

kehidupan. 

2. Pemantapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka 

menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan 

didukung pemantapan sistem pengurangan resiko bencana alam. 

3. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi pembangunan 

daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan daerah. 

4. Pemantapan kerjasama antar sub wilayah dalam rangka sinkronisasi pembangunan 

daerah sehingga tercipta sinergi pembangunan daerah dengan berbasiskan kondisi 

lingkungan yang baik. 

5. Pemantapan pembangunan di semua wilayah berdasar RTRW sehingga dapat 

mempercepat pembangunan dan pertumbuhan di semua wilayah.  

6. Pemantapan prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi, guna mendukung aktiv itas 

produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan 

prasarana dasar, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup dan 

kesejahteraan masyarakat, melalui upaya konservasi sumber-sumber air, pendayagunaan 

(irigasi, air minum, drainase, industri, lalulintas air) dan pengendalian daya rusak air 

(banjir dan kekeringan). 
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7. Pemantapan pengkayaan sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

8. Pemantapan ketersediaan energi alternatif dan ketenagalistrikan dalam rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan 100% desa dan dukuh telah teraliri 

listrik. 

9. Pemantapan sistem pelayanan administrasi pertanahan dan  serta pengembangan 

manajemen pertanahan berbasis masyarakat dengan 87,5 % masyarakat telah memiliki 

sertifikat tanah. 
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BAB VI 

KAIDAH PELAKSANAAN 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005–2025 

merupakan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan di dalam penyelenggaraan 

pembangunan daerah Kabupaten Brebes waktu 20 tahun yang akan datang. RPJPD juga 

merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Brebes yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes yang berdimensi tahunan.  

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes dalam mewujudkan 

visi “BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA” perlu didukung oleh (1) komitmen dari 

kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah dan 

daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada rakyat; dan (4) peran serta aktif segenap 

pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Brebes; dalam rangka menjaga 

keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan. 

RPJP Daerah merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk 

dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, 

perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk 

melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah dengan sebaik-baiknya; 

2. Kepala Daerah Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun visi, misi, dan program 

prioritas mengacu pada visi, misi dan arah pembangunan RPJP Daerah dan menjabarkan 

lebih lanjut dalam RPJMD Kabupaten Brebes pada setiap periode lima tahunan; 

3. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Brebes berkewajiban menyusun 

Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program prioritas 

Kepala Daerah; 

4. Semua pemangku kepentingan pembangunan Kabupaten Brebes – Pemerintah, Swasta, 

dan Masyarakat - berkewajiban menjamin relevansi dan konsistensi antara RPJP Daerah 

dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih operasional (RPJMD, Renstra SKPD, 

RKPD, Renja SKPD, hingga APBD). 

Pelaksanaan RPJP Daerah harus dilaksanakan secara konsisten, dijabarkan dalam 

pembangunan lima tahunan, dan harus dikawal pelaksanaan dalam suatu mekanisme 

pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan. 
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BAB VII  

P E N U T U P 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-

2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman dalam 

memberikan arah dan prioritas pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam jangka waktu 

20 tahun mendatang. 

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP 

Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Brebes selama 20 

tahun ke depan membutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mengawal 

seluruh tahapan pembangunan yang telah menjadi kesepakatan bersama demi 

mewujudkan “BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. 

 

 

BUPATI BREBES, 

 

 

INDRA KUSUMA 
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BAB VII  

P E N U T U P 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-

2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman dalam 

memberikan arah dan prioritas pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam menyelenggarakan pembangunan daerah Kabupaten Brebes dalam jangka waktu 

20 tahun mendatang. 

Penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 mengacu pada RPJP 

Nasional Tahun 2005-2025 dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 

selanjutnya akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah kurun waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang 

merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 (satu) tahun. 

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Brebes selama 20 

tahun ke depan membutuhkan komitmen dan konsistensi semua pihak dalam mengawal 

seluruh tahapan pembangunan yang telah menjadi kesepakatan bersama demi 

mewujudkan “BREBES YANG MADANI, MAJU, DAN SEJAHTERA”. 

 

 

BUPATI BREBES, 

 

 

INDRA KUSUMA 


